
_____....... · amika 
�antangan 

n1b 



DINAMIKA DAN TANTANGAN 
KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

Tim Penyusun: 
Mahkamah Kehormatan Dewan 

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
2019 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA 
LEMBAGA PERWAKllAN 

Copyright@ 2019 Mahkamah Kehormatan Dewan 

All Right Reserved 
Hak apta diWndungl undanQ-undang 

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebaglan 
dari isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izln tertulis. 

Penyunting: Tenaga Ahli Mahlaunah Kehormatan Dewan 
Desalner, layout dan lata lelak: Kultura 

Edisl Revlsi 2019 



DAFTAR ISi 

Daftar Isi iii 
Kata Pengantar v 
Pendahuluan ix 

Membangun Budaya Erik di Lingkungan Jabatan Publik 1 

Kinerja Berbasis Erika 29 

Tantangan DPR RI dalam Pernbangunan Demokrasi 
di Indonesia 37 

Menyernpurnakan Sistern Perwakilan di Indonesia 51 

Dinamika Kinerja DPR 67 

Membenahi Citra DPR di Mata Publik 85 

Mendamaikan Hubungan DPR dengan Rakyat? 103 

Peran Erika dalam Peningkatan Kinerja Anggota DPR RI 121 

Mengukur Kinerja DPR RI 133 

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR·RI 
Periode 2014-2019 149 

Ill 



KATA PENGANTAR 
Dr. Ir. Adies Kadir, SH., M.Hum. 
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Dewasa ini kita diperhadapkan pada situasi sosial dan 
politik yang cukup kompleks dau dinarnis. Di rengah runruran 
rnasyarakar rcrhadap pcni ngkaran kincria W.1kil Rakyat, 
Lembaga Perwakiian, baik Dl'R m:iupun DPRD, k.ira juga 
diperhadapkan pada sinusi dimnna citra lembaga pcrwakilnn 
tidak sepenuhnya dipandang baik oleh rakyat. 

Tenru saja, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. 
Namun, persepsi publik kita pahami sebagai sebentuk 
kecintaan rerhadap lembaga perwakilan. Kecintaan bisa di- 
sampaikan dalam bentuk apresiasi, pujian, demikian juga 
kritik. Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan 
vitamin yang membuat kita semakin aware dalam menjalan- 
kan rugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diamanat- 
kan oleh UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang 
DPR, MPR, DPD dan DPRD sebagaiman diubah dengan 
UU No. 42 Tahun 2014. 
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Secara khusus, kita patut berbangga atas kinerja DPR RI 
Periode 2014 - 2019 saat ini. Meski dinamika politik begitu 
kornpleks, kira tetap mampu menjalankan tugas dengan baik. 
DPR RI mampu mengimplemcntasikan Terna Besar DPR 
RI Periode 2014 - 2019 yakni "Mcmbangun Demokrasi 
yang Efekrif Melalui Kerja Nvata Parlernen", 

Terna tersebut kiranya telah teraktualisasi dalam tugas- 
tugas DPR RI hingga saat ini. Meski kita mengakui bahwa 
dinamika sosial, politik, hukum dan ckonomi juga semakin 
berkcmbang dan menuntut keselerasan dengan kinerja 
lembaga perwakilan, 

Oleh karena iru, Seminar Nasional yang diadakan oleh 
Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tema "Dinamika 
dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan" adalah upa ya 
dan ikhtiar Mahka.mah Kehorrnaran Dewan dalam meres pons 
dan mengakomodasi persepsi publik dengan hasil-hasil 
yang telah dicapai oleh lembaga perwakilan. Hasil seminar 
tersebutlah yang kemudian tersaji dalam buku, agar dapat 
menjadi warisan dan khazanah bagi penguatan kelembagaan 
lembaga perwakilan. Khususnya pelaksanaan rugas, fungsi 
dan kewenangan lembaga etik yang berada di dalamnya. 

Sebagai lembaga ctik, sesuai dengan amanat Pasal 119 
UU No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan 
DPRD sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, 
MKD memiliki rugas, fungsi dan kewenangan utarna dalam 
rangka menjaga citra, wibawa serta keluhuran martabat DPR 
RI, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Tugas 
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irulah yang membuar M KD bcrdiri di Garis Terdepan, ridak 
hanva dalarn rangka mcnga,1 .1si kinerja lernbaga pcrwakilan, 
tempi juga rnemprorcksi bcrbaga; perscpsi dan cirra renrang 
lembaga perwakilan. 

Kita menyadari sepenuhnya, upaya tersebut tidaklah 
mudah. Mesk.i rnckanisrne clan prosedur dijalankan dengan 
baik, dinamika sosial, politik clan ekonomi senanriasa 
memberi warna tersendiri tentang perjalanan rugas clan 
fungsi Lcmbaga Perwakilan secara umurn. Arns dasar irulah, 
diskursus tenrang DPR R1 dengan bcrbagai lcme,;a yang 
mcliugkupinra scnanriasn mengundnug polcmlk. Tidak 
sedikir pihak yang mcrnandang posirif, banvak juga pihLlk 
yang mcmandang sinis, Produktivitas rcgulasi scnantiasa 
rnenjadi sororan, rncski rangkainn rugas pengaw;tSan d,111 
anggaran jarang menjadi pcrbincangan. 

Namun, dernikianlah kenyataannya. Media massa telah 
menjadi sisi tersendiri dalam kehidupan di era informasi. 
Media massa memiliki cara dalam menangkap persepsi 
publik clan mengolah informasi agar menarik untuk disimak. 
Di balik itu, DPR RI juga terkadang tidak mampu mcng- 
komunikasikan entitasnya yang sesungguhnya di hadapan 
publik yang semakin cerdas clan kritis. 

Tcrlepas dari iru, rakyar ridak akan pernah bcrhcnti 
unru.k menyemarkan hnmpan kcpada lernbaga yang mcwakili 
kcpenringan rnercka, Dl'R RI pun dirunrur unnrk sernakin 
rcponsif aras pcrkcrnbangun dan dinarnika kehidupan yang 
scnantiasa menyajikan berbagai hal yang berbcda sctiap saar. 

vii 
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Dinamika clan tantangan itulah yang sejatinya menjadi concern 
semua pihak, khususnya seluruh stakeholder yang berada di 
lingkungan DPR RI. 

Tujuan utama dari perhatian tersebut adalah hasil kinerja 
Lembaga Perwakilan yang lebih baik, responsif clan mampu 
mengakomodasi kepentingan clan aspirasi rakyat. Apalagi 
masa-masa saat ini diwarnai dengan dinamika yang cukup 
dinamis, yang sejatinya DPR RI akan berdiri di Garda 
Terdepan mengawal jalan laju demokrasi yang berkomribusi 
langsung bagi kehidupan rakyar yang lebih adil, makmur clan 
sejahtera di masa-masa yang akan datang. 

Akhir kata, Dinamika clan Tantang Kinerja Lembaga 
Perwakilan menjadi penting unruk diperbincangkan clan 
diwacanakan agar menghasilkan solusi yang terbaik bagi 
kinerja DPR RI clan juga lembaga-lembaga perwakilan lainnya 
di seluruh Indonesia. Solusi itulah yang akan ditawarkan 
ke hadapan publik clan kehadapan lembaga DPR RI serta 
DPRD agar menjadi pedoman bersama tentang bagaimana 
menjalankan amanat rakyac. 

Semoga segala usaha clan ikhtiar kita menjadi bagian dari 
perjuangan kita bersarna sebagai anak bangsa dengan berbagai 
profesi dalam rangka rnemajukan kehidupan berdernokrasi, 
berbangsa dan bernegara. Semoga segala upaya tersebut juga 
bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Ya 
Rabbal Alamin. 
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PENDAHULUAN 

Euritas lernbaga perwakrlan tidak pernah usai dipcr- 
bincangkan. Tidnk sekcdar rnenelisik togas, fungsi dan 
kcwenangannya, rapi lebih daripada iru, rnengorck lebih 
dalam rcnrang kinerja kclcmbagaannva dari waktu kc wakru, 
Sayangnya, hasil pcngamatan tcrsebut senantiasa berbuah 
simsmc. 

Disadari atau tidak, pemahaman tentang kinerja dan 
enritas kelcmbagaan perwakilan, baik int DPR rnaupun 
DPR.D belurn scpcuuhnya sama dan cialan. Di balik 
ckspckrasi yang begiru besar; rerbersir kinerja yang scringkah 
dipertanyakan, Pada gilirannyn, lcmbaga perwakilan yang 
rncrcpresentasikan suara rakyar [ustru berseberaugan dengan 
suara rakyat itu sendiri. 

Mesk.i tidak usai menjadi polemik, realitas membukti- 
kan bahwa k.inerja tersebut masih belum mampu rnernuas- 
kan dahaga publik. Terlalu banyak argumentasi yang bisa 
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dikernukakan unruk menjelaskan seperti apa sesungguhnya 
ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwak:ilan. Namun 
sejauh penjelasan yang ada, sejauh itu pula pesan-pesan yang 
termuat dalam gugusan argumentasi tersebut belum mampu 
dicerna dcngan baik dalam memori publik. 

Scbagai penjaga wibawa dan crtra kclembagaan, 
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tenru 
saja berkepentingan dengan wajah baik lembaga perwak:ilan. 
Sebagai Garda Terdepan penegaka.n kode etik, MKD ber- 
oricntasi pada terwujudnya integritas dan kredibilitas lernbaga 
yang memenuhi ekspcktasi publik. Atas dasar irulah, MKD 
senantias melakukan pengamata.n dan evaluasi hasil k:inerja 
kelembagaan DPR RI. Demik:ian juga mengkomunikasikan 
sinisrne publik dalam pola-pola dialogis yang bisa diterima 
oleh seluruh pihak. 

Salah satu dari upaya rersebut terimplementasi dari 
pelaksa.naan Seminar Nasional yang dilaksanakan seriap 
rahun. Seminar ini rnemperremukan seluruh A.nggota Badan 
Kehorrnatan DPRD Provinsi, Kabuparen da.n Kota di 
Seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memperoleh masukan 
terkait peningkatan k:inerja lembaga perwakilan, penguatan 
kelembagaan serta bagaimana menjaga kehormatan lembaga 
perwak:ilan dalam konteks kehidupan sosial dan politik yang 
semak:in dinamis. 

Hasil Seminar Nasional rcrsebur disajikan dalam bentuk 
buku yang memudahkan para peserta yang terdiri dari seluruh 
A.nggota MKD dan Badan Kehorrnatan DPRD Provinsi, 
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Kabupaten dan Kora untuk menjadikannya sebagai inspirasi, 
pandangan ataupun sebegai bahan refleksi unruk melangkah 
lebih baik di masa yang akan datang. Sejumlah tulisan yang 
tcrtuang di dalam buku ini tidak hanya bersumber dari para 
Nara Sumber, tapi juga dari hasil diskusi yang dituliskan 
ulang selama Seminar Nasional berlangsung. 

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi para 
pembaca. 
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MEMBANGUN BUDAYA ETIK 
DI LINGKUNGAN JABATAN PUBLIK 

Tb. Soenmandjaja 
Wakil Ketua Mahakamah Kehormatan Dewan DPR RI 



Pendahuluan 
Gegap gempita reformasi telah membuka keran 

demokratisasi di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali dengan jabatan 
publik yang sebelumnya cenderung tertutup dengan berbagai 
eksklusivitas yang melingkupinya. Transparansi, akuntabilitas 
dan profesionalitas adalah warisan demokrasi yang menuntut 
setiap individu yang memangku jabatan publik untuk 
senantiasa mampu beradaptasi dengannya. 

Meski dernikian, tidak semua pemangku jabatan publik 
menjalani suasana tersebut dengan baik. Resistensi individual 
dengan berbagai kepentingan pragmatis di dalamnya 
seringkali lebih mengemuka. Jabatan publik dipandang 
sebagai instrumen untuk menghalakan segala cara demi 
meraih tujuan kekuasaan. Sebagai instrumen, jabatan tidak 
diletakkan sebagai sebentuk amanah dan tanggung jawab 
serta ekspresi eksistensial manusia demokratis. 
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Dalarn bcrbagai hat, respons "™ pcnolakan dan pc.nyc- 
lcwengau rcrsebut dicksprcsikan 1.kng:ui sebcnruk hukuman. 
Pcnvabhgun;mn aras tug-.1s dan tanggung jawab jabnran 
berkonsekucnsi pada pcnindakan dalam bcntuk pcrnenjaraan 
at.mpua hukuman lamnya yang bcrujuan mernbcri efek jera 
bagi pelaku. Pada kenyaraannya, begiru banvak pejabat publik 
yang rncnjadi pcsakitan, bahknn rerpidana, hingga kehilangan 
uarna baik di mara masyarukar, 

Urgensi Etika 
Kckuasaan V',lllg rcrkandung dalarn jabatan publik 

seringkali mcnggoda unruk disalahgurukan. Mcagutip 
adagiurn [ohn Emerich Edward Dal berg Acron (Lore! Acton, 
1887), "power tends to corrupt and absolute power corrupt 
nbsclurely, grear men an: almost alw,1r bad men" (kekuasaan 
akan berporen i pada perilaku korupnf, Kekuasaan absolut 
pasti korup, Mereka png berkuasa pa.de1 aat y:mg sama 
adalah orang-orang yang jah�c). 

AJagium rcrxcbut adnlah peringaran tcrkaii porcnsi 
yang sang.it bisa rnuncul di balik kckuasaan, Apapun bcnruk 
kckuasaan rerscbur, senantiasa berpcrensi rnclahirkan 
penyalahgunaan, rcrrnasuk kckuasaan dalarn iabnran publik. 
Acton hcndak rnernantik alam bawah sadar kira untuk 
senantiasa berhari-hati dalam rnenerima dan menjalankan 
amanah. Atas dasar irulah, piranci-piranti etik diperlukan 
unruk mencegah rerjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 

Sebagai sebuah diskurus tua dan semasa umur manusia, 

4 

; 

' l ,. 



• 

I 

OINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

etika diajukan untuk memeriksa perilaku individu. Perilaku 
yang akan memberikan penilaian tentang "baik", "buruk", 
"benar" atau "salah". Secara sederhana, etika dapat dipahami 
seb:igai sesuaru y,rng rnenyangkur hakikat kernanusraan. Hal 
itulah )-".tng rerangkum dalam erimologi crika sebagai "ethos", 
yang juga diartikan sebagai kcbiasaan, adat, akhlak, watak, 
pcraasaan sikap, 

Dcngan dernikian, kita dapat memahami bahwa pen- 
dekatan etika sesungguhnya berbeda dengan pendekatan 
hukum. Erika lebih berupaya untuk mencegah sebuah per- 
buaran agar ccrhindar dari pclanggaran. cmcnrara hukum 
diselcnggarakan sebagai rcspons pcnindakan aras pe- 
langgaran. Karena iru, perbincangan erika dikarcgorikan 
scbngni perbincangan filo olis, karena crika rncmbcrikan 
landnsan filosofis rc.mang kenapa kira hams mcngcrjakan 
sebuah perilaku dan rnenghindari perilaku lain di saat yang 
sama. Pemahaman filosofis tersebut akan memberi insight 
bagi kesadaran ma.nusia, bahwa melakukan sebuah ti.ndakan 
pelanggaran adalah sesuatu yang cidak sesuai dengan sikap 
dan watak kemanusiaan. Sernenrara tidak melakukan 
pelanggaran bukan karena larangan rersebur sernara terruang 
dalam peraturan dan perundang-undangan, tapi memang 
berrentangan dengan sikap dan watak kemanusiaan. 

ejalnn dcngan rcformasi, dcsakan unruk mcngedepan- 
kan pcrilaku eris semakin mengcmuka. Reformasi tidak 
hanya menghendaki perubahan dal.1111 segala aspek I ehidupan 
dcngar; mengcdcpankan aspek pcnindaksn aras segala perilaku 
yang scbelumnya dianggap cbagai pclangg-ar:m. Rd'ormasi 
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juga hendak membangun kesadaran individual berbangsa 
dan bernegara yang dimulai dari kesadaran individual dalam 
menjalani suasana demokrasi. 

Hal intlah yang terangkum dalam TAP MPR telah menjadi 
urutan kedua dalam sistem hukum di Indonesia serelah UUD 
Negara RI 1945. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 
tentang Erika Kchidupan Bcrbangsa telah memberikan amanat , 
uutuk memperkuar pola kchidupan bcrbangsa 1.1.ng dilandasi f 
olch rnorali ras dan etika. Dnlam rum usnnny·a dinvarakan 
bahwa Enka Kehidupan Berbangsa adalah rumusan yang 
bersumber dart ajaran agama, khususnya rang bersifar 
universal dan nilai-nilai luhur budnya bangsa png rcroerrnin 
dalarn P.ui1::1sil:\ �dmpi acuan dasar dalam bcrpikir; bcrsiksp 
dan bcrtmgkah laku dalam kehidupan bcrbangsa. 

l'crlu dikcrahui bcrsarna bahwa, sckarang dalarn sisrcrn 
kcrac:rn1:g:1r.1:m I ndoncsia sutiah cukup rnarak bcrdiri 
lernbaga-lembags pcncgak kode crik dalam jabaran-jabatan 
publis. Di bidang kcbakirnan, rnisalnya, sudah ada Komisi 
Yudisial, di samping adanya Majchs Kchormaran Hakim 
(i'vJKHJ dalam sistcm internal Muhkamah Agu11g. Di 
Mahkarnah Konsnrusi, ada mckanisme Majelis Kehorrnaran 
Hakim (MKH) MK. Di dunin pers dan jurnalisrik, rerdapat 
Dewan Pers. Di lingkungnn lcrnbaga lcgislarif, yairu DPR 
dan DPD tclah ada B:idan Kehormaran DPR dan Badan 
Kc:hormaran !)PD. Bahkan sckarang, berdasarkan UU 
M D3 instirust pcnegak kodc crik png scrnula bcrnarna 
Badan Kehormatan DPR, rel a h diubah rncnjadi Mahkamah 
Kchormatan Dl'R. (MKD). 
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Di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya 
di dunia kedokteran, sekarang juga sudah ada Konsil 
Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah saru tugasnya 
membenruk mengarur keberadaan majelis kehormatan 
etika kedokteran. Sedangkan di bidang-bidang profesi 
lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan 
secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, 
organisasiorganisasi kemasyarakatan atau pun partai-partai 
politik. Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua partai 
politik, serta kebanyakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) 
telah mempunyai sistern kode etik yang diberlakukan secara 
internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga- 
lembaga penegaknya. Di lingkungan Pegawai Negeri sudah 
ada Kode Erik Pegawai Republik Indonesia dan mekanisme 
penegakannya. Di lingkungan Komnas Ham juga sudah 
diatur adanya Kode Etik Komisioner dan mekanisme 
penegakannya. Di organisasi PERADI (Persatuan Advokat 
Indonesia) juga sudah diatur adanya Kode Etika dan 
Majelis Kehorrnatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling 
maju adalah di lingkungan institusi Kepolisian dan Tenrara 
Nasional Indonesia. Di lingkungan TNI dan POLRI bahkan 
dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi 
dan disiplin organisasi. 

Etika untuk Jabatan Publik 
Kesadaran akan pencingnya etika telah menggelora dalam 

berbagai lingkungan insticusi negara. Selain karena sebencuk 
tanggung jawab kemanusiaan, juga karena sejatinya jabatan 
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publik merupak.an jabatan yang harus dipertanggungjawab- 
kan kepada publik. Era keterbukaan saat ini tidak. cukup 
mampu dijalankan clan dinilai oleh lingkungan internal 
masing-masing kelembagaan. Jabatan publik relah berdiri 
di eralase tersendiri, di mana jabatan tersebut cenderung 
telanjang clan disak.sikan oleh masyarak.at. Karena itu, 
kesukesan clan kegagalan sebuah institusi tidak. lagi menjadi 
konsumsi internal, tapi juga konsumsi publik. Apalagi jika 
insitusi tersebut digerak.kan oleh anggaran negara (publik). 

Tegaknya citra clan wibawa merupak.an ekspektasi terhadap 
sebuah lembaga, sehingga produk-produk kelembagaan akan 
memiliki legitimasi yang kuar clan diterima oleh publik. 
Meski demikian, mewujudkan ekspekrasi tersebut bukanlah 
perkara mudah. Di tcngah lilitan sororan publik yang tidak. 
sepenuhnya menyiratkan persepsi positif, jabaran publik 
seak.an berhadapan dengan tembok besar pandangan yang 
justru tidak. sejalan dengan hakikar clan tujuan keberadaannya. 

Meski tidak. sepenuhnya persepsi tersebut lahir dari 
kondisi objektif lembaga-lembaga publik itu sendiri, namun, 
paling tidak, Lembaga-lembaga itupun pun dilanda persoalan 
internal yang menunjukkan ketidak.siapannya dalam 
merespons pandangan publik terhadap dirinya. Berbagai 
kasus yang melibatkan beberapa oknum adalah beberapa 
conroh dari sekian banyak persoalan yang justru menggerus 
legitirnasi clan kepercayaan publik terhadap lernbaga. 

Sungguh suatu rangkaian persoalan yang separutnya 
tidaklah wajar terjadi, mengingat kelembagaan publik dihuni 
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oleh figur-figur pilihan. N arnun, tcntu bukanlah scbuah 
tindakan yang adil (fairness) kctika semua polemik tersebut 
menjadikan para pejabat di dalamnya sebagai "kambing 
hitam" yang berdiri di pusaran persoalan. Tentu saja, kita 
memahami bahwa segala tindakan pelanggaran akan menuai 
sanksi yang setimpal. Hukum yang bersumber dari peraturan 
dan perundang-undangan akan menjerat mereka yang 
terbukti secara sah terlibat melawan hukum. Publik pun akan 
"mcngadili" mereka yang terbukti mengkhianati kepercayaan 
dengan menempatkannya mereka dalam ruang sosial yang 
penuh cibiran. 

Namun clemikian, cukupkah aksi-aksi penindakan rer- 
sebut memberi efek jera bagi para pelakunya? Arau justru 
berbagai pelanggaran yang sclama ini terjadi melahirkan 
pola dan bentuk pelanggaran barn yang bermetamorfosa 
clan beranak-pinak, hanya demi memanfaatkan celah yang 
ticlak sepenuhnya tertuang clalam peraruran clan perunclang- 
unclangan? Keclua sisi ini: peninclakan clan tatanan peraturan 
clan perunclang-undangan justru seclang mengalami tarik- 
menarik clan menimbulkan sensasi amara satu sama lain. 

Pacla gilirannya, demokrasi telah mewariskan tatanan sosial 
clan politik yang sepenuhnya mempercayakan perubahan pada 
sebuah sistem. Demokrasi memberi apresiasi sekaligus sanksi, 
bukan karena figur yang baik ataupun buruk, melainkan 
mereka yang mematuhi ataupun melanggar aturan. 

Atas clasar itulah, kita menempatkan lembaga publik 
sebagai perwujuclan optimal clari sistem clemokrasi yang 
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kita anut. Hal ini cukup beralasan, karena Lembaga- 
lembaga inilah yang merupakan representasi dari perubahan 
kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada titik 
inilah kita menyaksikan bahwa jalinan antara penindakan dan 
pencegahan tidak berjalan berkelindan. Pada titik ini pulalah 
satuan kerja di bidang pengawasan di suaru lembaga sebagai 
garda terdepan penegakan citra dan wibawa lembaga dalam 
menyemai fungsi, mgas dan kewenangannya. Tenru saja, aura 
reformasi kelembagaan seharusnya diwadahi secara maksimal 
oleh satuan kerja tersebut. Landasan etik yang bekerja secara 
filosofis menjadi pegangan utama yang sekaligus memberi 
wajah tersendiri bagi lembaga tersebut. 

Metamorfosa berbagai bentuk pelanggaran yang acap 
kali melibatkan oknum Bank Indonesia bukanlah semata lahir 
dari figur-figur yang pada dasarnya memiliki tabiat "buruk". 
Tapi juga lahir dari sistem pencegahan yang tidak sepenuh- 
nya terwadahi dalam berbagai peramran dan perundang- 
undangan. Atau juga lahir dari sebentuk ketidaksadaran para 
figur tersebut tentang hakikat dan entitasnya sebagai pejabat 
publik. 

Oleh karena iru, aksi penindakan tidak lebih utama 
dari sistem pencegahan yang justru membuat k.ita lebih 
percaya diri untuk melakukan penindakan iru sendiri. 
Sisrern pencegahan (etika) menjadikan Bank Indonesia 
sebagai Iembaga yang bekerja secara sisternatis, tcrstruktur, 
tcrencana dan terukur. Bukankah Ali bin Abi Thalib 
pernah berujar tentang pentingnya sistem tersebut dengan 
menyatakan bahwa: "kebaikan yang tidak dilakukan dengan 
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sisternatis, terstruktur dan terencana, akan dikalahkan oleh 
kebathilan yang dilakukan secara sisternatisrn terstruktur 
dan tcrencana" ( al haq bi la nizham yaghlibuh al bathil bi 
nizham). 

Sudah saatnyalah Satuan Kerja Pengawasan tersebut 
mengawal reformasi kelembagaan Bank Indonesia secara 
maksimal. Lembaga ini hams menjadipioneer perubahan yang 
pada gilirannya menjadi contoh. Hal itu hanya bisa dilakukan 
dengan berbagai langkah-langkah penting dan mendesak 
untuk direalisasikan. Khususnya, sistem pencegahan yang 
pada dasarnya menjadi hulu dari segala upaya dan niat baik 
kira menjadikan wajah Bank Indonesia sesuai dengan hakikat, 
fungsi, tugas dan wewenangnya. 

MKD Sebagai Penegak Etika 
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas 
anggota partai politik peserta pemilihan urnum yang dipilih 
melalui pemilihan urn um. D PR beranggotakan 560 (lima ratus 
enam puluh) orang. Dalam rangka memberikan pedoman 
bagi anggota DPR untuk bersikap, berperilaku, bertindak, 
dan berucap, disusun kode etik DPR sebagaimana dalam 
ketentuan Pasal 235 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah 
oleh Undang-undang No. 42 Tahun 2104 renrang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pasal 81 huruf g Undang- 
undang tersebut, setiap anggota DPR RI berkewajiban 
mematuhi kode etik DPR. 
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Kade etik DPR berisi norma yang wajib dipatuhi oleh 
setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga 
rnartabat, kehormatan, citra, clan kredibilitas DPR. Kade 
etik DPR diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kade Erik Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. Jika dilihat dari maksud clan aspek 
sebagai peraruran, kode etik DPR berkedudukan sebagai 
jaminan juridis agar kehormatan clan keluhuran martabat 
DPR dapat terjaga clan ditegakan oleh anggota DPR. 

Dengan demikian seriap anggota mematuhi kode etik 
DPR, maka kehormatan clan keluhuran rnartabat DPR akan 
dapat tegak serta terjaga. Penegakan kode etik DPR berarti 
sebagai bentuk penjagaan clan penegakan kehormatan clan 
keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 
Agar penegakan kode erik DPR berjalan dengan baik, maka 
penegakan kode erik DPR hams berjalan secara sistemik, 
sebagai sebuah sistem. 

Kade etik DPR disusun clan diatur dalam bentuk 
peraturan DPR. Pengaturan kode etik DPR sendiri sebagai 
peraturan DPR hingga saat ini telah berjumlah 3 (tiga) 
peraturan, yaitu sebagai berikut: 

1. Keputusan DPR RI Nomor 16 Tahun 2004-2005 
tentang Kade Etik DPR. Keputusan ini merupakan 
pengaturan yang pertama kali tentang kode etik DPR 
sepanjang sejarah DPR; 

2. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kade 
Erik. Peraturan ini merupakan peraturan tentang kode 
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etik DPR yang menggantikan peraturan sebelumnya, 
yaitu Kepurusan DPR RI Nomor 16 Tahun 2004-2005 
tentang Kade Etik DPR; 

3. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kade Erik 
DPR. Peraruran ini merupakan peraturan DPR tentang 
kode etik DPR yang ketiga sebagai peraturan yang 
menggantikan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Kade Etik, yang berlaku hingga saat ini. 
Kade etik DPR sejatinya merupakan sebuah pedoman 

krireria-kriteria dalam erika politik. Erika palitik bagi 
anggota DPR tenru yang tercermin dalam Pancasila. Erika 
politik yang tercermin dalam Pancasila dimaksudkan untuk 
menumbuhkan tatanan politik demokrasi, yang bercirikan 
keterbukaan, rasa bertanggungjawab, canggap akan aspirasi 
rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, 
kesediaan untuk rnenerima pendapat yang lebih benar, serta 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak 
dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. 

Hakikat etika politik menunjukkan perlu adanya 
instrumen dan indikator akuntabilitas demokratik, yang 
setiap warganegara di Indonesia berhak untuk menuntut 
tanggung jawab anggota DPR yang mewakili mereka. Salah 
satu jalur konsrirusional, juridis, dan eris bagi setiap rakyar 
yang diwakili anggota DPR untuk menuntut tanggung jawab 
moral dan etik anggota DPR adalah melalui MKD, yang 
patut didudukan sebagai saru-sarunya instrumen etika politik 
checks and balance rerhadap kelembagaan DPR dihadapan 
publik. 
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Kode etik DPR yang berlaku pada saat ini adalah 
Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Kode Erik Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. Dalam ketenruan Pasal 1 ayat (3) peraturan 
rerscbut, defenisi kode etik DPR adalah norma yang wajib 
diparuhi oleh seriap Anggoca selama menjalankan rugasnya 
untuk menjaga martabat, kehormaran, citra, dan kredibilitas 
DPR. 

Normamerupakankesadaranmanusia yangmemburuhkan 
hubungan yang ideal, seimbang, serasi, dan selaras yang 
tercermin secara vertikal (Tuhan), horizontal (rnasvarakat) 
dan alamiah (alarn sekitarnya). Norma adalah perwujudan 
martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, 
dan religi. Norma merupakan suaru kesadaran dan sikap 
luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh 
kerena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma 
agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan 
norma sosial yang memilik.i kekuatan untuk dipatuhi kerena 
adanya sanksi. 

Norma yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor l 
Tahun 2015 tentang Kode Erik DPR yaitu rerkait dengan 
Bab II mengenai Kode Erik. Pada Bab II ini diuraikan 
masing-masing terkait dengan etika yang wajib dipatuhi oleh 
setiap anggota DPR RI yang diatur kedalarn 16 (enambelas) 
prinsip, yairu : 

1. Kepentingan umum; 
2. Integritas, 
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3. Hubungan dengan rnitra kerja; 
4. Akuntabilitas; 
5. Keterbukaan dan konflik kepentingan; 
6. Rahasia; 
7. Kedisiplinan; 
8. Hubungan dengan konstiruen atau masyarakat; 
9. Perjalanan din as; 
10. lndependensi; 
11. Pekerjaan lain dluar rugas kedewanan; 
12. Hubungan dengan wartawan; 
13. Hubungan dengan tamu di lingkungan DPR; 
14. Hubungan antar anggota dengan AKO 
15. Erika Persidangan; dan 
16. Hubungan dengan Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, 

dan Sekretariat J enderal; 

Norma yang paling pertama yang wajib dimiliki dan 
dipatuhi adalah selalu rnengutamakan kepentingan urnum. 
Pasal 2 ayat (1) dalam kode etik DPR rersebur menyatakan 
"Al!fllfOITI rlalnm setinp ti11rfn/1a,m_w, Imrus 11JCl1.!Jtltl!lturkn11 

kepmti11gm1 llmsg,a dim mynira dtmptula kepe11.tfog1m pribadi, 
semmwg, dm1 l/olongnn." Bcrdasarkan kerenruan rersebor 
dikerahui bahwa DPR LU yang dircprenrasikan rnclalui 
masing-rnasing :111ggotanya hnruslah selalu rnenguramakan 
kep ntingan urnum, karcna DPR RI bertanggung jawab 
mcngernban arnanat rakyar schmgga rncmpergunakan 
fungsi, tugas, dan wewennng yang ,1da demi keperuiagan 
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dan kesejahteraan rakyat. Dalarn rangka mewujudkan 
ha] tersebur, anggota DPR RI haruslah selalu menjaga 
harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalarn 
melaksanakan fungsi, rugas, dan wewenangnya serta sebagai 
lembaga perwakilan rakyat, 

Terkait dengan integriras anggota DPR RI, Pasal 3 
ayat (1) kode etik DPR RI mengatur bahwa "Anggota 
barus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut 
yang dapat merendabkan citra dan kehormatan DPR baik di 
dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut 
pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat 
". Berdasarkan kerenruan tersebut diketahui bahwa kode 
etik DPR RI relah memberikan pengaturan yang mengikat 
bagi tiap anggocanya sebagai representasi rakyar unruk 
selalu menjaga integritas lembaga. Pada pasal tersebut 
juga yakni pada ayat (4) dinyatakan bahwa "Anggota 
harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR". Hal ini 
menegaskan bahwa integritas lembaga DPR RI dalarn ha! 
ini dapat diwujudkan melalui integritas yang dirunjukkan 
oleh masing-masing anggotanya. 

Keterbukaan dan konflik kepentingan dari DPR sebagai 
lembaga perwakilan dapar terwujud dari keterbukaan 
dan konflik kepentingan yang wajib dijaga oleh masing- 
masing anggotanya. Terkait dengan keterbukaan dalam 
Pasal 6 ayat (1) kode etik DPR RI dinyatakan bahwa 
"Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan 
suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan 
di hadapan seluruh peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan 
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antara permasalaban yang sedang dibahas dengan kepentingan 
pribadinya di luar kedudukannya sebagaiAnggota". Sedangkan 
terkait dengan konflik kepentingan dalam Pasal 6 ayat ( 4) 
dan ayat (5) kode etik DPR RI dinyatakan bahwa ''.Anggota 
dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan 
dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan 
golongan" dan ''.Anggota dilarang menggunakan jabatannya 
untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk 
kepentingan pribadi dan/atau pihak lain". Pengaturan ini 
semua, telah memberikan batasan-batasan yang konkrit dan 
wajib dilaksanakan demi mejaga keterbukaan dan menjauhkan 
dari potensi adanya konflik kepentingan anggota DPR RI. 

Kerahasiaan lcmbaga DPR dapat tctjaga melalui pe- 
laksanaan etika dari masing-masing anggotanya yang telah 
diatur dalam Pasal 7 kode etik DPR yang menyatakan bahwa 
''.Anggota wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, 
termasuk basil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan 
masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum". 
Dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya lembaga DPR me- 
miliki informasi yang sifacnya rahasia dan oleh karenanya perlu 
dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing anggotanya. 

Pengaturan kewajiban anggota DPR menjaga rahasia 
dalam kode etik DPR sejalan dengan bahwa mcmang ada 
informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses 
oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalarn Pasal 17 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP). 
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Berdasarkan kerenruan pasal ·19 ayat (1) Peraruran DPR 
Nomor l Tahun 2015 tentang Kade Etik DPR, bahwa 
penegakan kode etik DPR dilakukan oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan, vang disingkat bemama MKD. MKD 
sendiri merupakan salah satu Alar Kelengkapan Dewan yang 
bersifat tetap, vang baru terbenruk pada masa bakti DPR 
Rl tahun 2014-2015 sebagai kelanjutan atau perbaikan 
(upgrading) dari Badan Kehormatan DPR Rl pada masa 
bakti sebelumnva, Perubahan nomenklarur ini sesuai dengan 
amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan U ndang- U ndang N omor 17 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan ini mengandung 
amanah dan tanggung jawab yang lebih besar dalam rangka 
mewujudkan tujuannya, 

Pembenrukan MKD sebagaimana ketenruan Pasal 119 
ayar (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tenrang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan U ndang- U ndang N omor 17 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD berrujuan unruk menjaga 
serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR 
sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

Pencapaian rujuan dibenruknya MKD akan dapat 
rnenentukan terciptanya kepuasan persepsi publik terhadap 
k.inerja anggota dan kelembagaan DPR Rl. Ketika MKD 

18 

# 



OINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

mampu mewujudkan tegak serta terjaganya kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR RI bagi anggota DPR RI, maka 
akan lahir kinerja anggota dan kelembagaan DPR RI yang 
baik dalam persepsi publik. Namun, ketika kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR RI tidak tegak dan terjaga, maka 
akan menghasilkan kinerja anggota dan kelembagaan DPR 
RI yang buruk dalam persepsi publik. Dengan demikian, 
ditangan MKD akan lahir kinerja anggota dan kelembagaan 
DPR RI yang baik. 

Berdasarkan ketentuan pasal 122 Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD, jo pasal 124, jo pasal 2 Peraturan DPR RI Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan 
Dewan, rugas dan wewenang MKD dalam penegakan kode 
etik DPR, yaitu : 

1. Menyusun kode etik DPR; 
2. Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan 

terhadap prilaku anggota DPR agar tidak melakukan 
pelanggaran kode etik DPR; 

3. Memberikan surat edaran mengenai anjuran untuk 
menaati tata tertib DPR serta mencegah pelanggaran 
kode etik DPR kepada seluruh anggota DPR; 

4. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran kode etik DPR dan men- 
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jaga manabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR; 
5. Melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap baik 

perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 
6. Mengadakan sidang guna menyelidiki dan memverifikasi 

adanya dugaan pelanggaran kode etik DPR yang diduga 
dilakukan anggota DPR baik dalam benruk perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

7. Memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik DPR 
yang diduga dilakukan anggota DPR baik dalam bentuk 
perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

8. Memberikan sanksi kepada anggota DPR yang telah 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPR baik 
dalam bentuk perkara pengaduan maupun perkara tanpa 
pengaduan; 

9. Memberikan rehabilitasi kepada anggota DPR yang 
tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPR 
baik dalam bentuk perkara pengaduan maupun perkara 
tanpa pengaduan; 

10. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap 
persidangan baik dalam bentuk perkara pengaduan 
maupun perkara tanpa pengaduan; 

11. Memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama 
dengan lembaga lain; 
Oleh karena itu, keberadaan MKD dalam sistem 

penegakan kode etik DPR tidak sebatas memposisikan diri 
sebagai "peradilan etik" yang bertugas mengadili anggotanya 
dari berbagai pelanggaran norma-norma maupun hukum 
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yang berlaku di masyarakat. Pada aspek ini, seolah-olah MKD 
bertugas hanya ketika telah terjadi dugaan pelanggaran yang 
dilakukan anggota DPR. Padahal sesungguhnya tidaklah 
demikian yang dimaksud dalam sistem penegakan kode etik 
DPR oleh MKD sebagaimana yang terlihat dalam tugas dan 
wewenang MKD tersebut. 

Sistem Penegakan Kode Etik DPR 
Penegakan kode etik DPR oleh MKD sebagaimana 

ketentuan Pasal 19 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Kode Erik DPR dilakukan dengan 2 (dua) sistem, 
yaitu sistem pcncegahan dan sistem penindakan. Sistem 
pencegakan dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, pelatihan, 
mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, 
atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD. Sedangkan sistem 
penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan 
DPR RI yang mengatur mengenai tata beracara MKD 
terhadap adanya pelanggaran kode etik DPR RI yang 
dilakukan anggota DPR RI. 

Dalam sistem pencegahan, MKD bertugas mencegah 
anggota DPR untuk tidak melakukan pelanggaran kode 
etik DPR dengan upaya mendorong dan memotivasi setiap 
anggota DPR untuk mematuhi kode etik DPR. Tujuan 
daripada sistem pencegahan ini adalah tumbuhnya kesadaran 
anggota DPR mematuhi kode etik DPR, sehingga tidak 
terjadi perilaku pelanggaran kode etik DPR. Disamping itu, 
sebagai sistem pencegahan, MKD dapat menjadi salah satu 
garda terdepan dalam menerapkan etika politik DPR yang 
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akan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan etika 
politik dalam melakukan proses demokrasi di DPR. 

Sementara dalam sistem penindakan, MKD bertugas 
menindak anggota yang telah melakukan pelanggaran kode 
etik DPR dengan pemberian sanksi, yang tujuannya adalah 
terwujudnya perbaikan perilaku anggota DPR dari melang- 
gar menjadi memaruhi kode etik DPR. Bagi anggota DPR 
yang telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR dan 
telah rncndapatkan sanksi ditunrut unruk memperbaik.i diri 
di masa mendatang sehingga tidak mengulangi lagi perilaku 
pelanggaran. 

Berdasarkan pasal 122 U ndang-undang N omor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 
2014 ten tang Peru bah an U ndang- U ndang N omor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, jo pasal 124, 
jo pasal 2, 3, dan 4 Peraturan DPR Rl Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, 
rugas dan wewenang MKD dalam pcnegakan kode etik DPR 
dapat dikelompokan dalam sistem pencegahan dan sistem 
penindakan sebagai berikut : 

1. Tugas dan wewenang Pencegahan, yaitu : 
a. Menyusun kode etik DPR dengan melakukan evaluasi 

dan penyempurnaan kode etik DPR yang telah ada 
sebelumnya; 

b. Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi 
pencegahan terhadap prilaku anggota DPR agar 
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tidak melakukan pelanggaran kode etik DPR; 
c. Memantau kehadiran anggota DPR dalam rapat- 

rapat DPR; 
d. Memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 ( dua) kali 

kepada anggota DPR sebelum terjadi pelanggaran 
tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 40 % 
dari jumlah rapat paripurna DPR atau rapat alat 
kelengkapan DPR sebanyak 40 % dari jumlah rapat 
alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang 
DPR tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi 
atau ketua kelompok fraksi; 

e. Membcrikan surat edaran mengenai anjuran untuk 
menaati tata tertib DPR serta mencegah pelanggaran 
kode etik DPR kepada seluruh anggota DPR; 

f. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran kode etik DPR dan 
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
DPR; 

g. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain; 
2. Tugas clan Wewenang Penindakan, yaitu : 

a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap 
a. l. Perkara pengaduan, yaitu: 

• 

• 

• 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81; 
tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 
anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut- 
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turut tanpa keterangan yang sah; 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota 
DPR sebagaimana ketentuan mengenai 
syarat calon anggota DPR yang diatur dalam 
undang-undang mengenai pemilihan umum 
anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau 
melanggar ketentuan larangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 

a.2. Perkara Tanpa Pengaduan, yaitu : 
ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi 
kewajibannya, yaitu tidak menghadiri rapat 
paripurna sebanyak 40 % dari jumlah rapat 
paripurna DPR atau rapat alat kelengkapan DPR 
sebanyak 40 % dari jumlah rapat alat kelengkapan 
DPR dalam 1 (satu) masa sidang DPR tanpa 
keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau 
ketua kelompok fraksi; 

• 

• 

• tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 
a tau 
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terbukti melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan telah memperoleh purusan 
yang berkekuatan hukum tetap. 

• Pelanggaran terhadap peraturan perundang- 
undangan yang menjadi perhatian publik; 

b. Mengadakan sidang guna menyelidiki dan 
memverifikasi adanya dugaan pelanggaran kode , 

, 

• 
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etik DPR yang diduga dilakukan anggota DPR 
baik dalam bentuk perkara pengaduan maupun 
perkara tanpa pengaduan; 

c. Memutus perkara dugaan pelanggaran kode 
etik DPR yang diduga dilakukan anggota DPR 
baik dalam bentuk perkara pengaduan maupun 
perkara tanpa pengaduan dengan Putusan 
Terbukti atau Tidak Terbukti: 

d. Memberikan sanksi kepada anggota DPR yang telah 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPR baik 
dalam bentuk perkara pengaduan maupun perkara 
tanpa pengaduan dengan jenis saksi sebagai berikut : 

Sanksi ringan dengan teguran lisan a tau tertulis; 
Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan 
pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian 
dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat 
kelengkapan DPR; atau 

• Sanksi berat dengan pemberhentian sernetara 
paling singkat 3 ( tiga) bulan a tau pemberhentian 
sebagai anggota; 

c. Memberikan rehabilitasi kepada anggota DPR yang 
tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik 
DPR baik dalam bentuk perkara pengaduan maupun 
perkara tanpa pengaduan; 

f. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam 
setiap persidangan baik dalam bentuk perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 
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g. Memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama 
dengan lembaga lain; 

Penutup 
Demokrasi telah mewariskan nilai-nilai yang mem- 

perternukan publik dengan segala kepentingan yang terkait 
dengan dirinya. Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, 
karena itu mereka memilik:i hak untuk mengetahui segala 
perilaku pejabat publik yang menjalankan rugas, fungsi, dan 
kewenangan yang terkait dengan hajat hidup mereka. Untuk 
mewadahi kepentingan tersebut, aspek etika yang mengitari 
jabatan publik merupakan instrurnen yang mampu mencegah 
terjadinya penyelewengan dalam jabatan publik. 

Erika tidak hanya berperan menjaga dan mengawasi 
perilaku pejabatpublik, tapimampumenghindarkannya untuk 
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran 
yang memungk:inkan mereka memperoleh hukuman pidana. 
Sebab perilaku pelanggaran erik yang dilakukan berulangkali 
akan mengak:ibatkan pelanggaran pidana di masa akan datang. 
Menyerahkan persoalan pelanggaran kepada hukum pidana 
tidaklah lebih bijak, justru cenderung mengabaikan potensi 
eksistensial kemanusiaan yang sesungguhnya memilik:i 
potensi untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik. 

Kesadaran eris tidak hanya dibangun berdasarkan sanksi, 
tapi juga membangun sistem yang baik dalam lingkungan 
kerja. Mereka yang terlibat dalam pelanggaran belum tentu 
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sengaja untuk rnelakukannya, rapi terkadang sis tern dan situasi 
kerja yang menjerumuskan mereka larut dalam pelanggaran. 

Terkair dengan kinerja MKD, efektivitas MKD dalam 
menjalankan rugas penegakan kode etik DPR dapat 
ditentukan oleh bagaimana kedua sistem, yaitu sistcm 
pencegahan dan sistem penindakan dijalankan. Tentunya 
kedua sistem tersebut dapat dijalankan secara bersamaan dan 
seimbang tanpa memprioritaskan saru sistem saja dengan 
mengensampingkan sistern yang lain. Kedua sistern tersebut 
mesti berjalan terintegrasi dan saling rnelengkapi agar kode 
etik DPR dapat tegak scefektif mungkin. 

Penegakan kode etik DPR yang dilakukan oleh MKD 
dalam sistem pencegahan seharusnya menjadi pilihan 
terdepan dalam menjaga serta menegakkan kehormatan 
dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan 
rakyar. MKD tentu harus memperluas dan mengembangkan 
berbagai program pencegahan yang dapat mendorong serta 
melahirkan kinerja anggota dan kelembagaan DPR yang baik 
dalam persepsi publik. 

Dengan dernikian, diharapkan pada masa mendatang 
lembaga-lembaga negara, seperti Bank Indonesia dan MKD 
dapat mengoptimalkan pelaksanaan sisrern pcncegahan. 
Karena ketika sistern pencegahan telah berjalan dengan 
baik secara optimal, maka berbagai pelanggaran kode etik 
di kedua lembaga tersebut yang berpotensi dapat dilakukan 
oleh anggota dengan sendirinya dapat dirninirnalkan, dan 
bahkan akan nihil sama sekali. 
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Secara khusus, satuan kerja di bidang pengawasan pada 
Bank Indonesia sejatinya berdiri garda terdepan penegakan 
citra dan wibawa lembaga dalam menyemai fungsi, rugas dan 
kewenangannya. Aura reformasi kelembagaan seharusnya 
diwadahi secara maksimal oleh satuan kerja tersebut. 
Landasan etik yang beketja secara filosofis menjadi pegangan 
utama yang sekaligus memberi wajah tersendiri bagi lembaga 
tersebut. 
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KINERJA BERBASIS ETIKA 

Fahri Hamzah 
Wakil Ketua DPR RI 



Reformasl DPR Sebagal Lembaga Perwakilan 
DPR RI adalah salah sacu pilar utama demokrasi modern di 
Indonesia. Prinsip pemerintahan demokratis modern adalah 
lembaga-Iembaga kekuasaan negara mendapatkan kekuasaan 
dari rakyat, di pilih melalui pemilihan yang be bas, serta 
menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Posisi 
strategis yang paling pokok scbagai pemegang kekuasaan 
legislatif adalah DPR RI berperan sebagai penyeimbang 
lembaga eksekutif rnelalui mckanisme checks and balances, 
melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembentukan 
undang-undang, penetapan APBN, pengawasan pelaksanaaan 
undang-undang, representasi, dan diplomasi. 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan cugas dan 
fungsi DPR RI perlu dilakukan rcformasi keiembagaan. 
Reformasi dimaksud meliputi penataan aspek kedcwanan dan 
kesekretariatan, yang akan difokuskan pada pengembangan 
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dan penguatan sumber daya manusia ( SDM), penyempurnaan 
tata laksana, perbaikan dan penarnbahan sarana dan prasarana, 
kemandirian anggaran, serta mengoptimalkan penggunakan 
teknologi inforrnasi, dan pembenahan birokrasi. 

Dalam melakukan reformasi DPR sebagai lembaga 
perwakilan, posisinya harus semakin oronorn. Pada tataran 
internasional, dalarn dua dekade terakhir otonomi parlemen 
menjadi isu penting bagi penguatan parlemen. Formalisasi 
otonorni parlemen tautonomy of parliament) telah dilakukan 
oleh Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) 
pada tahun 1998 melalui hasil srudi telah diserujui di 
Moskow dan dipublikasikan dalam the Constitutional and· 
Parliamentary Information. Studi lanjut rentang parlernen 
rerus dilakukan dan laporan tenrang "Autonomy Parliament 
in Its Mirious Aspect" telah disusun dan diserujui pada 
pertemuan ASGP pada tanggal 3 Mei 2007 di Bali. Menurut 
Inter-Parliamentary Union (2010), penerapan prinsip· 
prinsip otonomi parlernen menunjukkan perbedaan dalam 
beberapa aspek meskipun secara umum dititikberatkan pada 
parliamentary responsibility for its own staffing, control over its 
own budget, and organization of its own business. 

Etika Dalam Lembaga Perwakilan 
Sejalan dengan upaya melakukan reformasi DPR sebagai 

lembaga perwakilan, salah saru aspek yang perlu mendapac 
perhatian serius adalah etika. Termasuk di dalarnnya 
penetapan standar etika dan penegakan standar erika terse but 
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sebagai bagian tak terpisahkan dari kinerja anggota DPR itu 
sendiri. 

Dalam memperbincangkan etika, justru harus berangkat 
dari kesadaran bahwa lcmbaga perwakilan mewadahi para 
anggota yang merupakan representasi dari masyarakat 
itu sendiri. Siapa pun yang duduk di lembaga perwakilan 
merupakan ccrmin dari masyarakat pemilihnya. Karenanya 
menetapkan standar etika harus dimulai dari titik bahwa 
DPR adalah sekumpulan manusia yang secara realistis harus 
dijaga dengan norma yang berangkat dari masyarakat dimana 
ia menjalankan fungsi. 

Membangun standar etika bagi lembaga perwakilan 
ibarat membutuhkan kehati-hatian ibarat kita sedang meniti 
buih. Di satu sisi kita berhadapan dengan politik riil, di sisi 
lain kita dihadapkan pada tuntutan etika politik. 

Politik riil adalah pertarungan kekuatan. Filsafat 
politik dan etika politik dianggap dunia ideal yang tidak 
mencerminkan realitas politik yang keras itu. Berbicara 
politik pada tataran normatif memberi kesan naif. Namun 
dalarn politik, betapapun kerasnya pertarungan, masih ada 
kerinduan akan keteraturan dan kedamaian. Kcdua hal ini 
mengingatkan landasan hidup bersarna: tindakan butuh 
legitimasi, perlu persetujuan masyarakat, yang mengandaikan 
pembenaran normatif (moral, agama dan kebiasaan).1 

Erika dan filsafat politik tidak boleh larut dalam 
normativitas dan utopia. Ia tidak bisa melepaskan diri dari 

1 Haryatmoko, Erika Poliuk dan Kekuasaan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014: 7-8 
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Teori yang dinyatakan Ferguson, relevan dengan apa yang 
terjadi di Indonesia. Swasta menggurita dalam pengambilan 
keputusan publik maupun dalam implementasinya. Baru-baru 
ini sebuah media cetaknasional dalamheadline-nya selama tiga 
hari berturut-turut menyoroti bagaimana pembangunan di 
Jakarta dapat dilaksanakan secara langsung oleh pihak swasta 
sebagai kompensasi atas kelebihan KLB (Koefisien Lantai 
Bangunan). Pembangunan proyek cukup dengan persetujuan 
kepala daerah, tanpa melewati mekanisme penganggaran 
maupun konsultasi dengan DPRD. Pelaksanaannya pun 
tanpa melalui proses tender. Ini jelas berbahahaya. Karena 
harusnya pembelanjaan apapun demi kepentingan publik 
yang berkaitan dengan pemerintah daerah, hams melalui 
DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi 
pengawasan. Tak bisa diabaikan begitu saja dengan alasan 
proses panjang ataupun rumit. 

Tentu saja kita tidak berharap kejadian serupa terjadi 
pada tingkat nasional. Swasta dapat berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan sesuai dengan koridor dan mekanisme yang 
ada. 
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DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI 

· DI INDONESIA 

Dr. Fadli Zon M.Sc 
Wakil Ketua DPR RI, Presiden GOPAC 



Salah satu perubahan mendasar dalam struktur politik 
Indonesia pasca amandemen UUD 1945 ditandai oleh 
penguatan peran dan fungsi lembaga legislatif. Hal ini dapat 
dilihat dalam BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, 
pasal 20 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, "Dewan Perwakilan 
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang,,. 
Ayat ini memiliki dampak perubahan yang besar bagi desain 
sistem politik Indonesia yang baru. Begitupun di dalam ayar 
selanjumya yang memberikan mandat kepada DPR untuk 
melakukan pembahasan terhadap setiap rancangan undang- 
undang. Bahkan konstitusi juga mengatur bahwa rancangan 
undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR 
tapi tidakdisahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, 
maka ruu tersebut telah sah menjadi undang-undang. Dalam 
pasal 20A UUD 1945, DPR juga diberikan kewenangan 
untuk menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, serta 
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hak-hak lain seperti inrerpclasi, angket, clan menyatakan 
pendapat, untuk semakin memperkuat kewenangannya. 

Perubahan rersebut dapat dikatakan merupakan 
perubahan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan 
kita. Dengan konstruksi relasi scperri iru, prinsip check 
and balances antar lembaga negara, telah memiliki pijakan 
konstitutif. Tidak ada lagi lembaga negara yang lebih tinggi 
posisinya. Ditambah lagi dengan desain elektoral saat ini, 
dimana proses pemilu telah dijalankan secara langsung (direct 
vote), baik eksekutif maupun legislatif tidak hanya memiliki 
kedudukan yang sejajar namun juga kualitas legitimasi yang 
sama. 

Meskipun dernikian, tantangan yang dihadapi oleh 
lembaga legislatif dalam mcnjalankan mandat konstitusi 
tersebut tidaklah mudah. Dari sekian banyak tantangan yang 
ada, saya melihat ada tiga tantangan besar yang dihadapi 
oleh DPR RI. Pertama, yakni tantangan yang terkait dengan 
kinerja legislasi dimana kuantitas produksi UU acapkali 
disederhanakan mcnjadi indikator keberhasilan kincrja 
parlemen. Kedua, tantangan yang terkait dengankasus hukurn, 
terutama korupsi, yang melibatkan anggota parlemen yang 
kemudian banyak dikaitkan dengan melemahnya kredibilitas 
lembaga D PR. Tantangan ketiga yang juga menjadi tantangan 
DPR saat ini adalah tantangan untuk meminimalisasi 
ketimpangan pembangunan yang cukup besar di Indonesia. 
Ini sebenarnya yang menjadi tantangan besar yang harus 
diselesaikan secara kolektif oleh setiap lembaga negara. 
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Diskusi saya dalam forum ini sangat terkait dengan tiga 
ha! tersebut, sebagai tantangan yang mengelilingi kinerja 
lembaga parlcmen saat ini. Pada bagian akhir dari tulisan 
ini, saya juga memaparkan pandangan saya perihal evaluasi 
minor terhadap demokrasi Indonesia saat ini dan bagaimana 
langkah pembenahannya. 

Tantangan Produk Legislasi 

Undang-undang merupakan elemen penting dalam 
kehidupan bernegara. Jean Jacques Rosseau dalam Du 
Contract Social mendefinisikan undang-undang sebagai suatu 
kehendak umum (volonte generate). Sehingga, dikuatkan 
kembali oleh John Rawls, salah satu dimensi yang harus 
dipenuhi oleh undang-undang yang dihasilkan institusi 
negara haruslah mencerminkan kepentingan umum. Atas 
dasar ini, harus dipahami bahwa peran legislasi sebenarnya 
merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. 

Sebagai lembaga legislatif, peran dasar dan utama 
parlemen adalah memproduksi undang-undang. Dari sini, 
penilaian publik yang berupaya mengukur kinerja parlemen 
dari seberapa banyak undang-undang yang telah berhasil 
dibahas dan disahkan, menjadi cukup relevan. Terlebih lagi 
produk undang-undang merupakan aspek yang cukup mudah 
untuk dikuantifisir. 

Namun demikian, menggantungkan penilaian kinerja 
parlemen pada produk legislasi semata adalah ha! yang 
fatal. Ada tiga alasan mendasar. Pertama, ada empat peran 
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parlemen yang diatur di dalam UU No.17 Tahun 2014 (UU 
MD3 ), yakni legilasi, pengawasan, anggaran, dan juga peran 
diplomasi. Sehingga, akan lebih mapan jika penilaian yang 
banvak dilakukan oleh publik, baik itu oleh LSM atau media, 
juga mencakup tiga fungsi yang lainnya. 

Kedua, kinerja DPR juga sangat dipengaruhi oleh 
dinamika dan isu-isu politik nasional. Di awal periode 2014- 
2015, DP R juga sangat disibukkan dengan proses konsolidasi 
pemerintahan yang tengah mencari kescimbangan politik 
barn antara eksekutif dan legislatif. Belum lagi adanya 
gangguan-gangguan politik yang mempengaruhi konsentrasi 
kinerja DPR, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dimana 
munculnya kegaduhan dalam isu PT Freeport. Semua ini juga 
harus dipahami sebagai aspek yang berpengaruh rerhadap 
ritme kerja di DPR. 

Hal ketiga yang penting juga dilihat ialahmekanisme 
pcmbahasan rancangan undang-undang di parlemen yang 
tidak akan berjalan jika tidak didukung maksimal oleh lembaga 
eksckutif Mulai dari penyesuaian jadwal antara DPR dengan 
mitra kerja di eksekurif, hingga proses pembahasan RUU yang 
sangat dinamis, menjadi ha! yang seharusnya perlu dicermati 
dalam menilai kinerja lcmbaga parlemen. Pembahasan RUU 
di DPR tidak akan berjalan tanpa melibatkan mitra kerja 
DPR di pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang di 
dalamPasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap 
rancangan undang-undang ("RUU") dibahas oleh DPR dan 
Presiden unruk mendapatkan pcrserujuan bersama. 
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Mcskipun belum dapat rncncapai target Prokgnas 
PrioritasTahunan,40 RUU di 2015; 51 RUU di 2016;jumlah 
RUU yang dibahas dan disahkan DPR RI mengalami 
pcningkaran. Pada tahun 2016, DPR berhasil mcmbahas 
dan rnensahkan 20 RUU unruk menjadi undang-undang. 
Jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelurnnva. Hal ini 
bukti ikhriar serius DPR RI dalam meningkatkan kuantitas 
produksi undang-undang. 
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Korupsi Dan Politik Blaya Tinggi 

Ketcrlibatan anggota parlemen daJam kasus tindak pidana 
korupsi tidak dipungkiri turut meningkatkan cirra negatif 
pubJik terhadap kelembagaan DPR. Sebagaimana data riset 

: Dara legielast. lnsururc for Policy S1uJies, 2015 
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opini publik yang dikeluarkan oleh Transparansi International 
Indonesia (Tll) pada 2017, persepsi publik DPR sebagai 
lembaga yang koruptif melekat cukup kuat. Gambaran ini 
semakin diperparah dengan framing media yang seringkali 
ridak proporsional. Sehingga, kelembagaan DPR sering 
menjadi target "amuk" masyarakatdalam mengekspresikan 
kekecewaan terhadap jalannya pemerintahan. 

Persepsi yang dibangun di tengah publik tersebut tentu 
tidak sepenuhnya tepat dan bahkan terlampau sederhana, 
Problem korupsi di Indonesia, juga termasuk yang melibatkan 
anggota parlemen, memiliki akar penyebab yang sangat 
sistematik terkait dengan mekanisme demokrasi yang kita 
sedang terapkan. 

Salah satu permasalahan mendasar dalam demokrasi 
prosedural kita saat ini yaitu politik biaya tinggi (high cost 
political system). Sistem pemilu secara langsung oleh rakyar, 
yang kita adopsi saat ini, pada prinsipnya mengandung 
energi positif untuk memperkuat legitimasi politik sekaligus 
memperluas ruang partisipasi politik. Dan harapannya 
mampu meningkatkan kualitas pembangunan. Namun, 
ketika kontestasi elektoral dijalankan tanpa dukungan regulasi 
yang komprehensif, hasilnya adalah praktik demokrasi yang 
berbiaya tinggi. 

Kondisi ini semakin sulit ketika regulasi keuangan partai 
politik belum ditata secara rapih. Indonesia adalah termasuk 
salah satu negara demokrasi yang memiliki sistcm keuangan 
partai politik yang lemah dan belum mapan. Keuangan partai 
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politik saat ini sangat bergantung dari sektor privat. Misa!nya 
dari iuran kader maupun dari pihak-pihak di luar partai. 
Sernentara kontribusi negara terhadap keuangan partai 
politik, dapat dikatakan sangat minim. Situasi ini berbeda 
dengan praktik demokrasi di Eropa dimana anggaran negara 
untuk partai politik bisa mencapai sepertiga dari kebutuhan 
partai dalam satu tahun. 

Jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 
Tahun 2009, formula bantuan APBN kepada parpol adalah 
Rpl08 untuk seriap suara. Jumlah total yang diterima oleh 
partai didasarkan pada jumlah suara hasil pemilu legislatif 
dari parpol yang mempunyai kursi di parlernen, Pada pemilu 
2014,terdapat 10 parpol yang lolos threshold. Sehingga total 
bantuan APBN kepada seluruh parpol adalah Rp 13, 17 miliar. 
J umlah ini tentu sangat minimalis dibandingkan dengan 
kebutuhan partai politik dalam satu tahun. 

Dengan kontribusi anggaran negara seperri ini, hanya 
memenuhi 1.3% kebutuhan parpol dalam setahun, Sisanya 
yakni sebesar 98,7%, partai politik hams mencari sumber 
pendanaan sendiri, baik itu dari iuran kader, atau sokongan 
finansial kerua umum. Pada titik inilah, korupsi yang 
melibatkan banyak anggota partai politik, sangat rentan 
terjadi. Sehingga tidak berlebihan nampaknya jika maraknya 
korupsi saat ini, sangat berkaitan erat dengan sistem polirik 
biaya tinggi yang kita terapkan, 

46 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

Ketimpangan Demokrasi Polilik Dan Demokrasi Ekonomi 
Meskipun arah demokrasi Indonesia sudah jelas di dalam 

Pancasila dan UUD 1945, namun banyak yang menilai 
bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini berjalan sangat 
bebas. Ruang politik yang sangat terbuka, seakan tanpa 
batas, bcrpotensi memunculkan siruasi yang merugikan bagi 
pembangunan. Siruasi politik nasional menjadi sangat gaduh, 
sesak, dan bahkan destruktif. Sehingga, alih alih kita berjalan 
di atas rel dernokrasi Pancasila, justru saat ini demokrasi kira 
adalah demokrasi liberal. 

Perihal ini, Hatta dalam "Dernokrasi Kita" memaparkan 
bahwa krisis demokrasi bermula dari praktiknya yang 
tidak kenal batas. Akibat melampaui batas yang ada, maka 
praktik demokrasi seringkali bcrtabrakan dengan nilai- 
nilai yang sudah tertanam di masyarakat. Demokrasi yang 
menjunjung universalitas dibatasi oleh Pancasila. Itulah 
yang disebur sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi dapat 
berjalan dengan baik apabila ada rasa tanggung jawab dari 
para pemimpin politiknya untuk bergerak dalam batas-batas 
konstitusional. 

Pengalaman 18 tahun demokrasi serclah reformasi 
masih menuai banyak kritik. Tidak dipungkiri ada capaian- 
capaian demokrasi yang patut kita apresiasi. Seperti 
misalnva terselenggaranya pemilihan presiden dan legislatif 
secara langsung, kebebasan berekspreasi, sudah dimulainya 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Gubernur, Bupari, 
dan Walikota secara serentak, terbentuknya lembaga anti 
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korupsi, dan menguarnya pcran masyarakat sipil. Namun 
capaian tersebur dapat dikatakan masih sebatas demokrasi 
proscdural. Scrnenrara agenda substansial mewujudkan 
kesejahteraan bersama, masih belum menunjukkan hasil yang 
menggembirakan. 

Pemerintah masih memiliki tantangan distribusi 
ekonomi yang tidak mudah. Berdasarkan catatan World 
Bank tahun 2015, meskipun pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mengalami penguatan dalam dua dekade, namun 
kue perrumbuhan ini ridak dirasakan secara rnerata oleh 
masvarakat, Manfaat dari pcrtumbuhan ini lebih dinikmati 
olch 20% masyarakat terkaya. Sekitar 80% pcnduduk - atau 
lebih dari 205 juta orang - bcrada dalam posisi rawan jatuh 
ke dalam kemiskinan. Artinya, disini ada indikator negara 
masih belum maksirnal dalam melakukan peran distribusi 
kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebab bagaimanapun, 
pembangunan merupakan proses politik. Bukan semata-rnata 
proses ekonomi. Sehingga, membutuhkan peran negara yang 
cukup kuat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. 

Dari sisi ketimpangan kesejahreraan, Indonesia termasuk 
negara yang mengalami ketimpangan relarif tinggi dan naik 
lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain.Antara 
tahun 2003 hingga 2010, 10% orang terkaya di Indonesia 
berhasil meningkatkan konsumsi mereka sebesar 6% per 
tahun. Scrnentara bagi 40% masyarakar rerrniskin, tingkat 
konsumsi mereka hanya rumbuh kurang dari 2% per tahun, 
Hal ini mengakibatkan koefisien gini Indonesia naik pesat 
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dalam 13 tahun terakhir. Naik dari 30 pada tahun 2000 
menjadi 41 pada tahun 2013. 

Pada titik ini, dapat kita katakan bahwa demokrasi politik 
di Indonesia belum diiringi dengan penguatan demokrasi 
ckonomi. Keadilan sosial yang menjadi cita-cita demoktasi 
ckonomi Indonesia terhambat oleh penerapan demokrasi 
politik yang sangat liberal. J auh dari prinsip demokrasi 
Pancasila. 

Di sinilah saya melihat peran DPR begitu sangat sentral 
dalam memperbaiki arah jalannya pembangunan. DPR sangat 
mapan dari segi peran dan fungsinya untuk turut mcndorong 
pemerintah dalam menggunakan paradigma pembangunan 
yang lebih inklusif. Agar kue pertumbuhan ekonomi yang 
dihasilkan, dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Penutup 
Melihat gambaran di atas, kira harus berani mengevaluasi 

dan menilai bahwa demoktasi politik yang kita jalankan saat 
ini belum diiringi dcngan pembangunan dcmoktasi ckonomi 
yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Inilah 
tantangan terbcsar DPR saat ini. 

Besarnya ketimpangan kcsejahtcraan di tengah 
masyarakat, tingginya tingkat pengangguran, scrta masih 
maraknya praktik korupsi, mcnjadi tanda bahwa dcmokrasi 
ekonomi yang berkeadilan sosial belum hadir sccara utuh di 
Indonesia. DPR sebagai lembaga pcrwakilan rakyar, berperan 
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memastikan semua itu masuk ke dalam agenda pembangunan 
pemerintah. 

Demokrasi Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila 
clan UUD 1945, menghendak.i pembangunan demokrasi 
yang holistik; demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 
Atas dasar tersebut, demokrasi di Indonesia menjadikan 
rakyat sebagai subyek dan fokus utama dari kegiatan politik 
clan ekonomi. Sehingga dengan memegang teguh prinsip 
tersebut, sebenamya wajah demokrasi Indonesia dapat 
menjadi lebih paripurna. 
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Pengantar 
Konstruksi berbangsa dan bernegara di Indonesia 

sejauh ini belum mencapai bentuknya yang ideal dan 
final. Prosess learning by doing dalam berdemokrasi yang 
berlangsung selama rentang waktu 1998-2017 memberikan 
lesson learned yang cukup berharga, khususnya berkaitan 
dengan fungsi representasi yang ditunjukkan oleh lembaga 
legislatif. Dinarnika politik dan amandemen Konstirusi yang 
berlangsung sejak tumbangnya Orde Baru memberikan 
warna tersendiri bagi ketatanegaraan dan politik di 
Indonesia. Perubahan ketatanegaraan dan politik tersebut 
berpengaruh signifikan terhadap lembaga legislatif. Dalam 
perkembangannya parlemen berperan cukup dominan, 
namun hasilnya belum dirasakan rakyat yang diwakilinya. 
Pertanyaannya, sistem perwakilan seperti apa yang hendak 
dibangun? 
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Fungsi dan peran DPR menguat pasca amandemen 
Konstitusi. Penguatan DPR di satu sisi diperlukan rapi di sisi 
lain menjadi kendala. Dalam proses konsolidasi demokrasi 
penguatan lembaga-lembaga demokrasi sangat diperlukan. 
Namun, upaya tersebut tidak mudah karena di tataran 
praktiknya terhambat oleh kenyataan makin kuatnya DPR 
dan partai politik. Atas nama kekuatan DPR tersebut, melalui 
kewenangannya dalam membuat legislasi, parpol semakin 
memperlihatkan antusiasmenya untuk memperluas wilayah 
kekuasaannya dengan merambah wilayah Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD). 

Ironisnya kekuatan DPR dan partai-partai politik tidak 
diikuti oleh kinerja yang maksimal dari keduanya. Bcrbagai 
diskusi yang digelar belakangan ini mengungkapkan 
bahwa anggota DPR banyak tersangkut kasus korupsi dan 
perbuatan tercelalainnya. Scmentara itu, parpol bclum juga 
melakukan reformasi di internalnya. Parpol sibuk mengurus 
kepentingannya sendiri ketimbang menjadi penyalur aspirasi 
dan kepentingan rakyat. 

Secara historis, reformasi parlemen yang berjalan sejak 
negeri ini berdiri menunjukkan tren yang fluktuatif. Meskipun 
pasca 1998 terjadi reformasi politik yang memungkinkan 
perubahan terhadap peran parlemcn, korelasinya tidak positif 
terhadap kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan masyarakat. 
Padahal peran parlemen di Indonesia dimaksudkan agar 
institusi ini mampu mengimbangi peran eksekutif, sehingga 
tidak terjadi dominasi kekuasaan. Mekanisme saling imbang 
dan saling kontrol (check and balance) antara eksekutif dan 
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legislatif diperlukan agar pemerintahan bisa berjalan baik, 
efektif dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Dibenruknya undang-undang susunan dan kedudukan 
lembaga-lembaga perwakilan tak lain juga dimaksudkan 
untuk menjamin siscem kelembagaan parlemen, kedudukan 
kelembagaan di antara lembaga-lembaga negara lainnya, 
akuntabilitas lembaga dan anggota parlemen serta penataan 
hubungan kerja antar lembaga di dalam parlemen. Dalam 
praktiknya kerancuan sis tern parlemen justru sangat kasatrnara, 
seperti cercermin dari UU Susduk yang cenderung ambigu. 
Di satu sisi hendak mempraktckkan sistem bikameral dengan 
ditopang oleh DPR dan DPD, sedangkan di sisi lain masih 
melanggengkan MPR sebagai lembaga yang permanen 
dengan kepemimpinan yang permanen pula. 

Hal tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia 
masih gamang dengan reformasi sistem parlemen yang 
berlangsung sejak 1999. Masalahnya adalah konsep acau 
desain ketatanegaraan seperri apa yang akan dilaksanakan 
sehingga format, arah dan rujuan yang hendak dicapai 
melalui amandemen konstirusi menjadi lebih jelas. Sebab, 
kegagalan dalam melakukan ha! ini akan berdampak negatif 
terhadap efisiensi dan efekcivitas parlemen dan memunculkan 
kerancuan sistem perwakilan di negeri ini. 

Tulisan ini akan membahas perbaikan sistem perwakilan 
di Indonesia sebagai prasyarat konsolidasi demokrasi. 
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Dinamika Parlemen Pasca 1998 
Perbaikan sistem perwakilan berjalan cukup signifikan 

sejak 1999, baik melalui amandemen konstitusi maupun 
paket UU Politik. Pembenahan tersebut selain bertujuan agar 
parlemen berdaya dan lebih profesional dalam menjalankan 
tugasnya, juga untuk membuat sistem presidensial lebih 
efektif. Seiring dengan iru, parlemen diposisikan sebagai 
lembaga wakil rakyat yang tidak bisa menjatuhkan presiden. 
Presiden tidak benanggungjawab kepada majelis atau 
parlemen, tapi ia benanggung jawab kepada konstitusi 
dan rakyat yang memilihnya. Dalam ha! ini konstirusi tak 
hanya memegang peran penting, tapi memiliki kedudukan 
yang tinggi dibandingkan lembaga lainnya. Parlemen hanya 
berwenang mengusulkan pencopotan jabatan presiden 
jika ia dinilai melanggar konstitusi, sedangkan eksekusinya 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sementara iru, pembentukan sistem "bikarneral" yang 
memungkinkan eksisnya DPR dan DPD memberikan 
angin baru bagi mekanime check and balance di internal 
lembaga legislatif. DPD menjadi bagian dari MPR. Bila di 
era sebelumnya dikenal utusan daerah dan wakil golongan 
yang sebagian anggotanya diangkat oleh presiden, sejak 
amandemen Konstirusi yang ke-3 Indonesia memiliki DPD 
yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu 2004. 

Posisi MPR menjadi ambigu, karena sebagaimana 
disebutkan dalam Konstirusi, lembaga ini terdiri atas 
DPR dan DPD. Realitanya MPR masih dipenahankan 
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dan menjadi lembaga permanen (lihat UU No.27/2009 
tentang MD3). Padahal, semestinya MPR menjadi sarana 
bagi sidang gabungan (joint session) antara DPR dan DPD. 
Sebagai akibatnya, peran MPR cenderung melemah sejak 
2004, seiring dengan amandemen Konstitusi yang tidak lagi 
memberikan peran penting kepada MPR, karena pemilihan 
presiden/wak.il prsiden dilakukan secara langsung dan 
munculnya sistem bikameral. Terbenruknya sistem bikameral 
yang kuat mensyaratkan dihapuskannya MPR. Sebagai 
gantinya, DPD harus diperkuat dengan kewenangan legislasi 
berkaitan dengan urusan daerah, seperti desentralisasi dan 
otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengawasan dan 
anggaran. 

Demokrasi mensyaratkan berperannya insticusi- 
institusinya untuk penguatan atau konsolidasi demokrasi. 
Sebagai salah satu institusi dernokrasi, mestinya tidak hanya 
DPR saja yang diperkuat tapi DPD juga. Na.mun, peran saja 
tidak cukup. Penguatan peran dan wewenang DPD harus 
dilakukan untuk menuntaskan proses perubahan sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Penguatan itu diperlukan agar 
mekanisme check and balance di antara lembaga-lembaga 
Negara berjalan efektif, khususnya internal lembaga Legislatif 
(yaitu antara DPR dan DPD). 

Selainitu, demokratisasi juga memerlukan akselerasi 
penguatan nilai-nilai dan pelembagaan demokrasi. DPR 
dan DPD sebagai salah satu pilar demokrasi tidak hanya 
berkewajiban mendorong demokratisasi dan memperkuat 
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sistem parlcrnen dengan mengefektifkan mekanisme check 
and balance di internal lembaga itu sendiri, melainkan juga 
diharapkan dapat menjembatani kepenringan rakyar dan 
juga pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan 
dan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perumusan 
kebijakan nasional. Sejauh ini, kewenangan yang diberikan 
UUD NRI 1945 (Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945) belum mampu membuat lembaga legislatif 
lebih efekrif dan representatif. Persoalannya bukan sernata- 
mata menambah kewenangan DPD, melainkan juga untuk 
menciptakan proporsi yang lebih berimbang sebagailembaga 
legislatif. Karena itu, penataan ulang sistem perwakilan 
sangat signifikan agar institusi perwakilan mampu bekerja 
maksimal. 

Pelaksanaan sistem parlernen bikameral diperlukan karena 
duahal. Pertama, pelembagaan mekanisme check and belance, 
baik antara legislatif dan eksckutif maupun internal lembaga 
lcgislatif iru sendiri. Kcdua; untuk mcngcmbalikan makna 
sistem pemerintahan prcsidensial dengan memberdayakan 
sistem parlemen yang berfungsi maksimal dengan mereposisi 
keberadaan MPR supaya tidak menjadi lembaga permanen. 

Lepas dari itu, era reformasi membuka babak baru 
hubungan legislatif dan eksekutif. Bila sebelumnya legislatif 
tidak lebih dari "tukang stcmpel", sekarang ini legislatif (DP R) 
rnemiliki kekuatan yang lebih besar dengan amandemcn 
UUD 1945 yang oleh banyak kalangan dinilai lcbih legislatif 
heavy. 
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Penggunaan konsep checks and balances serta rasionalitas 
politik dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 
pclaksanaan sistem checks and balances dalam konteks 
hubungan eksekutif - legislatif. Pola hubungan ini untuk 
jangka panjang bertujuan menciptakan pemerintahan yang 
memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. 

Mekanisme tersebut juga diharapkan dapat mengurangi 
sisi destruktif yang mungkin muncul dari sistem/tatanan baru, 
sehingga benturan kepentingan antara eksekutif dan legislatif 
dapat lebih konstruktif. Dengan demikian, diharapkan akan 
terjadi rasionalitas politik di Indonesia di mana eksekutif dan 
legislatif dapat bersinergi untuk menciptakan demokrasi. 

Mekanisme checks and balances yang ideal adalah bila 
legislatif dan eksekutif memiliki kekuasaan yang seimbangyang 
memungkinkan kedua lembaga tersebut memiliki hubungan 
yang saling mengontrol, mengisi dan mengimbangi. Dalam 
realitasnya, hubungan eksekutif dan legislatif tidak senantiasa 
berjalan ideal. Hubungan antara keduanya mengalami pasang 
surut yang disebabkan oleh besar kecilnya kekuasaan yang 
dirniliki, baik oleh legislatif maupun eksekutif, pada masa 
pemerintahan tertentu. Sebagai contoh, legislatif yang lemah 
pada masa pemerintahan Soeharto hanya menjadi Stempel 
setiap kebijakan eksekutif. Sebaliknya, legislatif yang kuat 
pada era Reformasi bisa menjatuhkan Gus Dur. Eksekutif 
yang lemah yang hanya didukung oleh koalisi minoritas 
di DPR tak mampu mempertahankan kedudukan seorang 
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presiden. Tabel di bawah menjelaskan pola-pola hubungan 
yang terbentuk antara legislatif dan eksekutif. 

Tabel Pola Hubungan Eksekutif-Legislatif 

Lem.h 

Legislatif 

Kolusi tersembunyi dan konflik 
tersembunyi. 

Legislat,f bisa dan mampu 
mencampuri urusan 
eksekutif. 

Kuet 2. Legislatif bisa dengan 
mudah menurunkan 
eksekutif. 

1. Legislatif dikomando 
eksekutif. 

2. Legislasi usul dari eksekutif 
mudah diloloskan. 

1. Saling mengimbangi dan 
saling mengontrol 

2. Proses legislasi dan 
pemerintahan diawasi dan 
dijalankan seimbang. 

Checks and balance secara teoretis mengarah pada 
terciptanya demokrasi yang sehat, Indikasinya yaitu dinamika 
politik berproses secara simultan, di mana antara legislatif 
dan eksekutif ada kesataraan dalam menjalankan tugas 
masing-masing, di samping sebagai pengawas dan pelaksana 
kebijakan. Pertanyaannya, apakah tugas legislatif sebagai 
pengawas eksekutif dan pengawal kebijakan-kebijakannya 
tersebut sudah maksimal? 

Terciptanya pola-pola hubungan di atas dapat 
memengaruhi posisi partai politik dalam eksekutif dan 
legislatif. Partai politik adalah sarana sekaligus elemen utama 
pembentukan legislatif. Konfigurasi mayoritas-minoritas 
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dalam lcgislatif dan latar belakang eksekutif berpengaruh 
terhadap pola hubungan eksekutif-lcgislatif. Apabila kepala 
daerah berasal dari partai yang memegang kursi mayoritas di 
lcgislatif, kebijakannya cenderung didukung legislatif. Pihak 
yang akan beroposisi adalah partai-partai minoritas . 

Sebaliknya, apabila presiden berasal dari partai minoritas 
di legislatif, posisinya di hadapan legislatif akan sangat 
rawan. Partai mayoritas akancenderung kritis terhadap 
setiap kebijakan eksekutif Mosi tidak percaya bukanlah ha! 
yang tidak mungkin dikeluarkan oleh legislatif Perubahan- 
perubahan pola tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan 
sistem check and balance di mana eksekutif tampak lemah 
dibandingkan dengan legislatif. 

Tegaknya check and balance dimaksudkan sebagai upaya 
unruk mengelola kekuasaan negara agar digunakan unruk 
kepentingan negara. Adalah jelas bahwa penggunaan 
mekanismecheck and balance dalam kerangka negara 
dcmokrasi dirujukan unruk mengatur penggunaan 
kekuasaan. Dalam ha! ini, kekuasaan negara diserahkan pada 
tiga lembaga yang berbeda yang masing-masing memiliki 
kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri. Kekuasaan suatu 
lcmbaga dibatasi oleh kekuatan lembaga yang lain. Oleh 
karena itu, makna tanggung jawab dari satu lembaga negara 
berarti bersedia dan mau dikontrol olch lembaga lainnya. 
Keberhasilan rnekanisme kontrol ini akan menciptakan 
akuntabilitas lcmbaga negara atau pemerintahan daerah 
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secara keseluruhan karena penggunaan kekuasaan berjalan 
sebagaimana mestinya.8 

Dilihat dari perspektif dernokrasi, keberhasilan 
penci ptaan akuntabilitas ini pad a mulanya hanya sebatas 
pada tataran intra-government accountability. Pada tahap 
selanjutnya, akuntabilitas pemerintah akan dipersepsikan dan 
diakui oleh rnasyarakat luas, yang notabene pemberi mandat. 
Akuntabilitas pemerintahan ini dapat dilihat dari kinerja 
pemerintahan itu sendiri.Kinerja pemerinrahan meliputi 
kebijakan dan pelaksanaannya di semua bidang dari tingkat 
pusat sampai tingkat daerah. Tolok ukurnya dapat dilihat dari 
kinerja ekonorni, produk hukum oleh legislatif, kebijakan luar 
negen, penanganan rnasalah sosial dan penegakan hukum 
danHAM. 

Penataan Sistem Perwakilan 
Pertarna, meninjau kembali ruang lingkup otoritas DPR 

(yang meluas ke fungsi pengangkatan pejabat publik yang 
seharusnya menjadi ororitas Presiden). Apabila konstruksi 
konstitusi hasil arnandemen mengarah pada penguatan skema 
presidensial, ruang lingkup otoritas DPR perlu ditinjau 
kembali. Kewenangan DPR memberi pertimbangan dan atau 
persecujuan atas pengangkatan duta besar serta penerimaan 
duta besar negara lain rnisalnya, harus dikonstruksi ulang 
karena lebih merupakan ororitas presiden dalam skema 
presidensial. Begitu pula berbagai UU yang memberi hak 

� Karl W Deutch, Polirics and Gooernmenc Ho«1 People Decide Their Fare, Boston: 
Houghton Miffin Company. 1970, ha!. 187. 
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policik bagi DPR dalam menentukan pejabat publik seperti 
pimpinan dan anggota komisi-komisi negara. 

Kedua, menyederhanakan struktur fraksi di DPR menu ju 
dua kelompok fraksi, yakni fraksi pendukung pemerintah 
dan fraksi oposisi, atau menjadi tiga kelompok fraksi, yaitu 
fraksi independen yang tidak memilih menjadi bagian dari 
keduanya. Penyederhanaan pengelompokan fraksi diperlukan 
dalam rangka meminimalisasi kecenderungan politicking atas 
dasar kepentingan dan transaksi yang bersifat jangka pendek 
di DPR. 

Ketiga, melembagakan kerjasama DPR-DPD yang 
bersifatintraparlemen. Meskipun DPD tidakmemiliki otoritas 
legislasi, realitanya konstitusi "terlanjur" melembagakan 
lembaga yang menjadi representasi daerah ini sebagai salah 
satu kamar parlemen. Karena itu dalam jangka pendek, perlu 
dilembagakan kerjasama DPR-DPD melalui pembentukan 
semacam panitia kerja bersarna, sedangkan secara jangka 
panjang DPD perlu mcmiliki otoritas Iegislasi yang bersifat 
rerbaras. 

Keempat, membangun sistem perwakilan dua-karnar 
di tingkac nasional. Konstruksi sistem perwakilan dan atau 
sistern keparlemenan yang dianut konstitusi dan juga UU 
MD3 cenderung tidak jelas, rancu, dan tidak melembagakan 
sistem checks and balances yang diperlukan dalam konreks 
skema sistem presidensial. Karena itu penataan kembali 
sistem perwakilan dan atau keparlemenan perlu lebih jelas 
arahnya, yakni menuju kebutuhan sistem perwakilan dua- 
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karnar yang memungkinkan terbangunnya sistem checks and 
balances eksekutif-legislatif secara lebih "clear". Itu artinya, 
DPD ke depan perlu ditata ulang apakah hams memiliki 
otoritas legislasi kendati tidak harus seluas DPR atau DPD 
dihapuskan, dan MPR perlu ditata ulang menjadi wadah 
sidang gabungan DPR dan DPD. 

Kellina, memperkuat fungsi legislasi DPD dalarn 
rangka sistem checks and balances intraparlemen. Konstitusi 
hasil arnandemen di satu pihak membentuk DPD sebagai 
representasi teritori, dalarn ha! ini daerah provinsi, yang 
merupakan wakil-wakil daerah yang dipilih secara langsung 
oleh rakyat, narnun di pihak lain sarna sekali tidak memberi 
otoritas legislasi baginya. Kekeliruan ini perlu dikoreksi ke 
depan karena keberadaan DPD tanpa kekuasaan legislasi 
membebani anggaran negara. Karena itu otoritas legislasi 
yang bersifat terbatas adalah suatu keniscayaan bagi DPD 
agar terbangun sistem checks and balances intraparlemen 
denganDPR. 

Keenam, menjadikan MPR sebagai lembagajoint session 
antara DPR dan DPD (tidak berisi anggota DPR dan 
anggota DPD seperri sekarang). Konstitusi hasil amandemen 
menempatkan MPR sebagai salah satu karnar parlernen, 
selain DPR dan DPD, sehingga MPR menjadi karnar 
ketiga dalarn sistem perwakilan/keparlemenan yang dianut 
UUD 1945. Di sisi lain, otoritas MPR berupa kekuasaan 
melakukan perubahan UUD, dan pemecatan terhadap 
Presiden/Wapres yang melakukan pelanggaran hokum, tidak 
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berlangsung setiap saat, sehingga setelah melantik presiden/ 
wapres terpilih, MPR tidak memiliki tugas pokok yang 
tetap. Karena iru ke depan, format MPR perlu ditata kembali 
menjadi lembagajoint session antara DPR dan DPD, sehingga 
struktur keparlemenen bersifat dua-kamar. 

Ketujuh, mengubah kepemimpinan MPR dari permanen 
menjadi ad hoc. Apabila tugas pokok MPR bersifat sewaktu- 
waktu dan tidak rnenetap, rnaka kepemimpinan MPR 
semestinya tidak perlu bersifat permanen seperti sekarang. 
Kepemimpinan MPR bisa dirancang secara bergilir dan 
berkala namun bersifat gabungan antara unsur pimpinan 
DPR dan DPD. Kepemimpinan permanen MPR seperti 
berlaku sekarang hanya menghamburkan uang negara. 

Kedelapan, mengubah Setjen DPR, Setjen DPD, dan 
Serjen MPR menjadi satu Kesetjcnan Parlemen. Mengingat 
kerja MPR bersifat sewaktu-waktu dan tidak rnenentu, 
kecuali pelantikan presiden/wapres terpilih yang bersifat lima 
tahunan, maka tidak diperlukan Setjen MPR yang bersifat 
permanen. Kesetjenan MPR dibentuk secara ad hoc pada saat 
MPR membutuhkannya dan diambil dari gabungan unsur 
Serjen DPR dan DPD. Secara jangka panjang, barangkali 
hanya diperlukan satu keserjenan yang mendukung kerja 
keparlemen DPR dan DPD. 

Kesembilan, melembagakan mekanisme komplain publik 
bagi wakil rakyat yang tidak kredibel dan berkinerja buruk. 
Sebagai konsekuensi logis irnplementasi sisrern perwakilan 
proporsional dengan mekanisme daftar terbuka anggota 
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DPR dan sistem pluralitas berwakil jamak bagi anggota 
DPD, seyogyanya konstituen memiliki hak komplain bagi 
wakil-wakil rakyat yang tidak tidak kredibel dan berkinerja 
buruk. 

Meskipun demikian sistem demokrasi d.iperjuangkan 
bukan semata-mara demi terpenuhinya aspek keterwakilan, 
serta pemerimah hasil pemilu ( dan pilkada) dan para legislator 
di pusat dan daerah. Lebih dari itu, sistem demokrasi 
meniscayakan had.irnya pemerintah dan para wak.il rakyat 
yang bertanggung jawab dalam mengemban mandat politik 
yang d.iberikan rakyat. Iru artinya, tolok ukur keberhasilan 
sistern demokrasi tidak sekadar terletak pada terpenuhinya 
segenap prosedural elektoral, melainkan lebih pada kualitas 
akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyar rerpilih yang 
tercermin dalam kemampuan mereka mewujudkan cita-cita 
keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bagi rakyat. 

Cita-cira luhur dan mulia tersebur tidak mungkin 
rerwujud jika DPR dan DPD yang relanjur dilembagakan 
terperangkap berbagai d.istorsi yang sudah d.ikemukakan 
sebelumnya. Karena itu suatu penataan sisrem politik secara 
menyeluruh diperlukan agar bangsa kita tidak mengulang 
kembali "salah urus" negara dan pemerintahan yang hampir 
tidak berujung. * * • 
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Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, namun bagi 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kegagalan tak ubahnya 
sebagai keberhasilan yang tak pernah serius untuk diupayakan. 
Kegagalan demi kegagalan k.inerja menjadi isu sentral yang 
citra negatifnya terlanjur melekat kuat dengan lembaga ini. 

Sebagai sebuah lembaga tinggi yang peranannya sangat 
signifikan di negeri ini, pada praktiknya DPR diharapkan 
agardapatrnengedepankan aspek kinerja yang baik sebagai 
dasar pengelolaan lembaga. Namun, faktanya sampai saat 
ini, hal tersebuttampaknya masih jauh panggang dari api. 
Kinerja lembaga ini belum menunjukkan hasil yang optimal 
dan selalu terjebak dalam problematika repetitif. Hingga 
periode kepengurusan 2014-2019, kinerja DPR terus saja 
menuai banyak sorotan dan kritikan. Hal ini tidak terlepas 
dari minimnya implementasi fungsi pokok sebagai lembaga 
perwakilan rakyat yakni menjalankan fungsi legislasi, 
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fungsi anggaran clan fungsi kontrol dari waktu ke waktu 
(Wahyuningsih, 2013). 

Salah satu yang indikator yang mencolok dari 
permasalahan yang dihadapi oleh DPR adalah capaian 
Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) yang tak pernah 
sesuai dengan target yang direncanakan baik untuk prioritas 
rahunan maupun lima tahunan. Persoalan rendahnya capaian 
Prolegnas menjadi problema klasik yang telah muncul bahkan 
sejak periode DPR 2004-2009 yang hingga sekarang k.ini tak 
kunjung menemui titik terang penyelesaiannya (Rofiandri, 
2016). DPR seolah tidak pernah menuntaskan secara 
komprehensif permasalahan tahunan terkait program legislasi 
nasional (Prolegnas). Masa pembahasan acap diperpanjang 
clan pembahasan RUU tidak pernah sesuai dengan jadwal 
clan target yang ditentukan. 

Belum lagi permasalahan terkait fungsi anggaran. Dalam 
proses penganggaran, praktik-praktik korupsi masih saja 
kerap terjadi. Penangkapan dua anggota DPR dari Komisi 
V oleh KPK karena penyalahgunaan wewenang dalam kasus 
anggaraan proyek infrastruktur APBN merupakan potret 
nyata bagaimana masalah ini telah mengakar di tubuh DPR. 

Fungsi kontrol juga tak kalah memprihatinkan. DPR 
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap 
pemerintah pada praktiknya masih sangat jauh dari harapan. 
Indikasi tidak optimalnya pelaksanaan fungsi ini umpamanya 
dapat dilihat pada pelaksanaan pengawasan anggaran di 
kementerian clan lembaga. Sepanjang 2016, alat kelengkapan 
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dewan telah membentuk 46 Panitia Kerja (Panja) pengawasan 
kementerian atau lembaga. Akan tetapi, dari 46 Panja 
yang dibentuk, barn 11 Panja yang telah menyampaikan 
laporannya. Lemahnya praktik pengawasan anggaran tentu 
saja berdampak pada potensi kerugian negara yang jumlahnya 
tak scdikit. Pada 2016 saja terdapat sebanyak 26 temuan yang 
dirckcmondasikan oleh BPK kepada DPR, namun tidak ada 
kejdasan terkait tindak lanjut kasus tersebut (Arsilan dan 
Sapurra, 2016). 

Rentetan capaian kincrja DPR yang tidak optimal 
dari tahun ke tahun menyebabkan implikasi nyata. Yairu, 
runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini. 
Berdasarkan hasil survei kepuasan publik yang dilakukan 
Poltracking Indonesia umpamanya, DPR menjadi salah 
satu lembaga dengan tingkat kepuasan publik paling rendah 
bersama dengan partai politik (Poltracking, 2015). Tingkat 
kepuasan publik terhadap kinerja DPR teramat rendah yakni 
di angka 23,1 persen. Fakta ini memberikan catatan penting 
bahwasanya kinerja DPR belumlah berjalan dengan baik dan 
perlu segera dicari jalan keluarnya agar wibawa lembaga ini 
kcdepannya dapat terselamatkan. 

Permasalahan kinerja DPR merupakan sebuah topik yang 
kompleks. Butuh pendekatan yang holistik untuk mengurai 
berbagai dimensi terkait permasalahan ini. Tulisan ini diawali 
dengan pemaparan dinamika kinerja DPR tidak hanya dari 
pendekatan kuantitatif terkait aspek jumlah output produk 
undang-undang semata, namun juga berkaitan dengan 
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pendekatan kualitatif yang akan menguraikan dinamika proses 
dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan fungsi DPR. 
Fungsi tersebut meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan pula bentuk 
rekomendasi berupa solusi terkait dengan kinerja DPR RI 
untuk kedepannya. 

Fungsi Legislasi 

Sebagaimana diamanatkan pada konstitusi, fungsi 
legislasi merupakan salah satu dari tiga fungsi utama DPR 
RI dalam menjalankan tugas pokok kelembagaan. Fungsi 
ini dimanifestasikan dalam upaya pembentukan peraturan 
perundangan-undangan yang mengedepankan asas-asas 
pokok yaitu keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam 
konreks kemasyarakatan (Wijayanti, 2013). 

Fungsi legislasi DPR hingga saat iru kerapkali 
mendapatkan kritik dan sorotan publik. Publik menilai 
bahwasanya kinerja DPR tidak dapat berjalan secara efektif 
dan efisien. Merujuk pada konreks ini, apabila kinerja 
legislasi dari aspek kuantitas dievaluasi, fakta yang sama 
dapat ditemukan dari tahun ke tahun bahkan antar periode 
keanggotaan DPR. Fakta tersebut adalah tak pernah 
tercapainya target Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) di 
DPR. Terkait dengan ha! ini, seperti yang dapat dilihat di 
tabel berikut, menegaskan bahwasanya produktivitas legislasi 
memang menjadi problem utama yang dihadapi DPR dalam 
setiap periode keanggotaan. 
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T1bel I: Rebp�uta.i Ha!lil 1.ecislasi DPR RI Periode 2010-2014 

, .... RIJU lnlddorRUU °"'"'' -- ... "'° - -- l--" I Ollh Oloh ....... ........... r ........... - 2010 70 RUU 36RUU 34AUU 8UU 7UU 6UU ,uu 15 uu 
2011 70RUU 37 RUU . 33 RUU 20UU 5 uu 12 uu BUU 25 uu 
2012 69 RUU 46RUU 23 RUU lOUU 22UU 18UU 1.4UU 32 uu 
2013 75RUU 48RUU 27RUU llUU IIUU II UU llUU 22 uu 
2014 68RUU .«RUU 1 RUU 2311UU lUU 7UU 5 uu suu lOUU 

JufflUh SS2 RUU 21111UU lllUU 140RUU s:zuu 52UU SlUU 51UU 104UU 
Sumbtr. ... �loh P- OPR RI: C1•1•mH01Dl'RP..-IIJOJ,J0lA Edilill& Tl<. XLN, i!OIC,hlffl n, 

Dikutip dari Suwarso, et.al (2015). 

Tabel diatas menunjukkan hasil kinerja legislasi DPR 
pada periode keanggotaan 2010-2014 yang secara kuantitatif 
tidak menggembirakan dengan persentase ketercapaian 
hanya sebesar 29,5%. Penilaian kinerja ini didasarkan pada 
komparasi antara jumlah RUU dalam Prolegnas dengan 
jumlah UU yang berhasil diselesaikan oleh DPR. 

Publik kian jengah mengetahui performa kinerja DPR 
yang sedemikian rupa dan berharap akan ada perbaikan pada 
periode keanggotan DPR selanjutnva (2014-2019). Namun, 
harapan itu tampaknya akan pupus melihat kenyataan yang 
ada. Pada setahun (2014-2015) DPR 2014-2019 bekerja, 
hanya dihasilkan 3 produk legislasi dari total 37 RUU yang 
masuk dalam Program Legislasi Nasional khusus tahun itu. 
Capaian tersebut sangatlah rendah jika dibandingkan dengan 
angka capaian terendah sekalipun pada periode sebelumnya 
yang berjumlah 15 UU. 

Tidak sedikit kritikan dan sorotan yang diarahkan pada 
kinerja DPR periode ini karena masih jauh dari hasil yang 

73 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

memuaskan. Hingga sidang III, tahun persidangan 2015- 
2016, Dewan Perwakilan Rakyat dinilai telah gaga! dalam 
membuktikan perbaikan k.inerja dalam menjalankan fungsi 
legislasi. Pada masa ini DPR hanya menyelesaikan 3 UU 
yakni Undang-undang MD3, Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pcnctapan Perppu Nomor 1 Tahun 
2014 tcntang Pcmilihan Gubcrnur, Bupari dan Walikota, dan 
Undang-undang Pemerintahan Daerah. Capaian ini tentu 
tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan 
yang mencapai 246 Miliar Rupiah. 

Minimnya capaian kerja legislasi DPR menunjukkan 
bahwa fungsi legislasi adalah titik lemah dari DPR. Sebagai 
tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh DPR, masalah 
pembahasan RUU tidak pernah sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan dan seringkali diperpanjang. Pembahasan 
RUU kerap kali gaga! diselesaikan oleh legislator dalam 
waktu normal yaitu dalam tiga kali masa sidang. Misalnya 
pada masa sidang I periode 2016-2017. Pada masa sidang 
ini diputuskan oleh DPR bahwa pembahasan sembilan RUU 
diperpanjang, dan hanya dua UU yang berhasil disahkan. 
Kemudian pada masa sidang II, dua RUU diperpanjang 
pembahasannya. Selanjutnya pada masa sidang III ada enam 
RUU yang diperpanjang masa pembahasannya tanpa ada 
satupun hasil yang disahkan. 

Tidak optimalnya fungsi tugas DPR khususnya pada 
bagian fungsi legislasi sudah bukan menjadi ha! yang barn, 
terlebih lagi realisasi capaian target juga tidak dilakukan 
secara ketat dan disiplin. Fakta ini menyiratkan bahwasanya 
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secara prinsipil budaya organisasi dalam tubuh DPR tidak 
terbangun secara positif. Padahal, menyetir pendapat Deal & 
Allen (1982), budaya organisasi adalah komponen penting; 
tanpa budaya yang posirif suatu organisasi atau lembaga tidak 
akan mampu meraih hasil kerja yang produktif. Demikian 
pula dengan lembaga DPR. 

Tidak terbangunnya budaya organisasi yang positif 
menyebabkan para anggota yang ada didalam DPR tidak 
mampu mengarahkan tujuan sebagaimana yang ditetapkan 
dan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga. Irnplikasinya 
jelas, aspek produktivitas menjadi sangat rendah, sebagaimana 
masalah yang hampir selama ini dialami oleh DPR. Seolah di 
dalam tubuh DPR Tidak ada kehendak yang tinggi untuk 
menentukan target. Lemahnya manajemen kontrol internal 
DPR dalam upaya pemberian reward danpunishment terhadap 
para anggota dewan, ha! ini jelas semakin melanggengkan 
sikap-sikap negatif semacam ini. 

Buda ya organisasi yang positif akan sulit terbangun apabila 
dalam prosesnya ketidakrercapaian target Prolegnas seringkali 
dibungkus dengan dalih: DPR bukanlah pabrik UU sehingga 
wajar jika target tidak pernah tercapai secara kuantitas karena 
yang ha! tersebut bukanlah aspek prioritas. Dalih seperti ini 
seharusnya tidaklahmenjadi dalih pembenaran. DPR, sebagai 
sebuah lembaga, pcrlu melakukan evaluasi kelembagaan 
secara menyeluruh. Mengingat, sejatinya ketidaktercapaian 
target legislasi secara kuantitas bukan semata karena faktor 
upaya untuk fokus pada kuaiitas sehingga pembahasan 
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rancangan undang-undang berjalan lebih lama seperri yang 
selama ini didengungkan oleh anggota-anggota dewan. 
N amun, lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tata 
kelola persidangan, sikap clan tindakan indisipliner dari para 
anggota dcwan, serta masalah internal kelembagaan. 

Sehubungan dengan faktor tata kelola persidangan, tara 
kelola persidangan menjadi salah satu pangkal permasalahan. 
Aspek ini seringkali memperparah kemajuan pembahasan 
legislasi. Hal ini dikarenakan tata kelola yang dilakukan 
dianggap tidak dilakukan dengan baik clan mengedepankan 
aspek efektifitas clan efisiensi. Akibatnya, waktu kerja DPR 
menjadi sangat terbatas dalam setahun clan sebanyak lima 
bulan dari jangka wakru setahun habis di dapil untuk masa 
reses. 

Terkait dengan faktor sikap clan tindak indisiplinier, 
kedisiplinan anggota dewan misalnya telah sejak lama 
juga turut menjadi sorotan. Dalam setiap rapat paripurna 
kehadiran anggota DPR kurang dari enam puluh persen. 
Kehadiran anggota fraksi dalam rapat komisi paling tinggi 
hanya sebesar 63. Disiplin dalam kelembagaan tidak berjalan 
sebagaimana mestinya, terlebih bagi anggota DPR yang 
tidak menghadiri Rapat Paripurna tak ada sanksi tegas yang 
diterima. Bahkan, saat rapat pun banyak juga anggota dewan 
yang tidak mengikuti jalannya rapat dengan seksama. Mereka 
sering kali tertidur arau sibuk mengakses alat komunikasi 
pribadinya. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi anggota 
dewan tentang etas clan keseriusan kinerja mereka. Komitmen 
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para anggota DPR dalam bekerja sebagai wakil rakyat pun 
tak pelak makin dipertanyakan. 

Kemudian terkait dengan masalah internal kelembagaan, 
ha! ini juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi tidak 
maksimalnya kinerja dari DPR. Seperti misalnya saat Kerua 
DPR lcngser karena dianggap tersandung kasus Saham 
PT Freeport, kemudian yang belum lama ini muncul yakni 
skandal mega korupsi E-KTP yang melibatkan pejabat- 
pejabat penting DPR (Formappi, 2016). Belum lagi fokus 
para legislator terpecah karena teralihkan pada kegiatan 
Pilkada serentak tahun 2017 guna mendukung partai-partai 
mereka. Kondisi semacam ini menyebabkan DPR seolah 
tersandera dan terjebak dalam konflik serta urusan-urusan 
domestik kelembagaan. 

Hal selanjutnya yang patut menjadi catatan terkait dengan 
kinerja DPR adalah prioritas legislasi DPR yang dianggap 
tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa. Misalnya ketika 
DPR berupaya untuk merevisi UU Pilkada, kemudian upaya 
untuk merevisi UU KPK yang jelas-jelas ditolak oleh publik. 
Sikap ini justru semakin mengundang kecaman sentimen 
negacif dari masyarakat terhadap DPR. Prioritas lcgislasi ini 
justru menyiratkan bahwasanya UU yang menjadi prioritas 
pembahasan adalah yang menyangkut kepentingan partai 
politik atau kepentingan para anggota dewan saja. 

Terkait dengan ha! ini, meminjam istilah seorang tokoh 
dan pemikir sosiologi bernama Merton, yakni terkait 
membership grup and reference group. Dalam hal ini, para 
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anggora dewan yang secara konstitusional merupakan 
membership group dari lembaga tinggi DPR sebagai 
seorang legislator, justru mengalami benturan kepentingan 
dengan reference group mereka yaitu partai politik. Mereka 
dalam praktiknya justru memanifestasikan sikap dan jalan 
berfikirnya secara lebih erat dengan reference group. 

Fungsi Anggaran 
Di sisi lain yaitu dalam fungsi anggaran, kinerja DPR 

juga sangat jauh dari kata optimal. Ditengah kinerjanya 
yang banyak disorot lantaran tak kunjung produktif dan tak 
kunjung mampu lcpas dari citra lembaga yang penuh masalah, 
DPR justru acap menyibukkan diri untuk merancang pos-pos 
anggaran mercusuar yang diorientasikan pada pemenuhan 
keinginan dan kebutuhan anggota DPR semata (ICW, 
2015). Hal ini dapat dilihat dari pos-pos penganggaran 
pembangunan mega-proyek gedung DPR, pembangunan 
perpusrakaan DPR, usulan dana aspirasi, kenaikan tunjangan 
dan peningkatan berbagai fasilitas bagi para anggota dewan. 
Hal ini tentu saja mcnviratkan suatu esensi bahwasanya 
fungsi anggaran dijalankan tidak sebagai mana mestinya 
karena diarahkan pada kepentingan DPR dan bukan sebagai 
medium memperjuangkan kepentingan masyarakat yang 
diwakili secara luas. 

Rasali (2015) menyebut bahwa Kincrja DPR Rl periode 
2014-2019 ternyata sangat memprihatikan, terburuk selama 
reformasi termasuk dalam aspek penganggaran. Pertama, 
DPR dinilai dalam mcnggunakan kewenangan anggaran 
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tidak disertai landasan mempcrjuangkan rakyat seperti dalam 
rancangan APBN-P 2015 dan berkaitan dengan kebijakan 
pencabutan subsisdi. Kedua, Praktik penganggaran dinilai 
masih sangat kental nuansa transaksionalnya. Ketiga, DPR 
dinilai tidak mempersiapkan hitungan alternatif anggaran 
sehingga hal ini membuat DPR seolah hanya menjadi pihak 
pernberi perserujuan kebijakan pernerinrah tanpa melakukan 
tugas koreksi. 

FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi 
Anggaran) (2015) misalnya memberikan contoh kasus 
dimana terjadi kasus disetujuinyakebijakan pinjaman luar 
negeri dalam APBN-P 2015 sebesar RP 49,2 triliun yang 
terdiri dari penarikan pinjaman proyek senilai Rp 41,9 triliun. 
Itu ditambah pinjaman program sebesar Rp 7,3 triliun dan 
koreksi tambahan Rp 50 triliun untuk menutupi defisit 2,2% 
yang meleset menjadi 2,7% pada Agusrus 2015. 

Adanya praktik korupsi juga mcnghambat pelaksanaan 
fungsi penganggaran. Misalnya rertangkapnya dua anggota 
DPR dari Komisi V oleh KPK dalam kasus a.nggaran/ 
proyek infrastruktur APBN (Juniman, 2016). Korupsi yang 
melibatkan anggota DPR mcmbuat kinerja DPR semakin 
tidak maksimal. Agenda pelaksanaan fu.ngsi anggaran relatif 
tidak ada, dan prosesnya menjadi terbengkalai karena kerua 
proses penganggaran masih tersangkut praktik korupsi 
seperti yang belum lama ini terjadi. 

Kinerja fungsi a.nggaran DPR da]am hal ini badan 
a.nggaran sangat perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan 
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kualitasnya. Secara mendasar penganggaran seharusnya 
dilakukan secara transparan, efisien dan akuntabel. Selain 
iru, diburuhkan juga disiplin anggaran dan jaminan 
kesinambungan anggaran. Namun, pada praktiknya aspek ini 
masih bermasalah. Hingga saat ini DPR belum menjalankan 
sistem E-Budgeting sehingga proses penganggaran pun masih 
sangat sulit untuk diawasi. 

Fungsi anggaran dalam pelaksanaanya sangatlah sensitif 
dan begiru bermuatan politis. Sehingga secara praktikal 
fungsi ini dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan 
tidak mudah. Praktik korupsi, intervensi melalui suap, lobbi 
dan negoisasi masih jamak terjadi di DPR. Secara prosedural 
ha! ini tentu sangatlah mengganggu pelaksanaan fungsi 
anggaran, dikarenakan proses perancangan anggaran nantinya 
tidak dapat berjalan secara objektif dengan mengedepankan 
prinsip kemaslahatan umum karena terpengaruh muatan 
kepentingan dari pihak-pihak tertentu. 

Fungsi Pengawasan 
Dalam praktiknya tindak lanjut kegiatan pengawasan 

serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan ini juga 
masih menyisakan tanda tanya besar. Sepanjang tahun 2016, 
alat kelengkapan dewan telah membentuk 46 Panitia Kerja 
(Panja) pengawasan kementerian atau lembaga namun dari 46 
Panja yang dibentuk, barn 11 Panja yang telah menyampaikan 
laporannya (Arsilan dan Saputra, 2016). Tidak hanya iru, 
rekomendasi dan simpulan dewan termasuk rim di bawah 
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koordinasi langsung pimpinan dewan juga banyak yang tidak 
ditindaklanjuti oleh pihak terkait. 

Adapun fungsi-fungsi pengawasan harus dijalankan 
oleh dewan antara lain melalui kegiatan rapat kerja, rapat 
dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum, selain 
membentuk Tim pengawas/tim khusus, dan melakukan 
kunjungan kerja (kunker). DPR juga memiliki peran untuk 
menindak lanjuti berbagai pengaduan yang datang dari 
masyarakat, seperti yang tertuang pada UU N omor 2 7 Tahun 
2009. 

Namun, agaknya, peranan-peranan tersebut belum 
mampu dijalankan secara optimal. ICW (2015) menjelaskan 
bahwasanya fungsi pengawasan DPR masih cenderung 
dilakukan sccara parsial dan tebang pilih untuk kepentingan 
mereka sendiri. Dalam konteks penegakan hukum, misalnya. 
DPR seringkali menyoroti fungsi penyadapan yang dimiliki 
oleh KPK. Hal ini mengundang sentimen publik bahwasanya 
sebagian anggota dewan yang mempersoalkan ha! tersebut 
dinilai vokal karena merasa kepentingan mereka terancam. 

Selain itu terkait aspek pengaduan dari masyarakat 
peranan ini belum juga tersosialisasikan dengan baik, 
serta belum mampu menjangkau secara luas. Legislator 
agaknya kurang dapat memanfaatkan perkembangan 
teknologi informasi secara optimal untuk mendukung dan 
meningkatkan kinerja dalam ranah ini. Padahal, apabila 
mampu mengoptimalkan fungsi teknologi informasi, maka 
respon terhadap pengaduan masyarakat akan lebih cepat 
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dilaksanakan dan permasalahan dapat segera terselesaikan, 
jangkauan pengawasan dewan pun selanjutnya akan Jebih 
Juas. 

Solusi 

Menanggapi berbagai permasalahan yang menyebabkan 
rendahnya kinerja DPR, berikut ini akan disampaikan 
beberapa ha] yang dapat dijadikan solusi atau Jangkah 
kedepan. 

Pertama, diperlukan adanya perbaikan sistem dalam 
DPR RI agar setiap pihak yang menjalankan tugas eksekutif 
maupun legislatif dapat terbagi dengan jelas. Pembagian tugas 
yang jelas dapat membantu mengoptimalkan kinerja DPR 
RI. Pemangku kepentingan yang berada di ranah eksekutif 
harus saling bekerja sarna, karena pada dasarnya tidak semua 
usulan RUU diajukan oleh DPR. Hal ini dilakukan unruk 
menghindari terjadinya saling lernpar tanggung jawab antara 
pemerintah dengan DPR walaupun dalam ha! ini pembahasan 
undang-undang dalam hak konstitusi berada ditangan DPR. 
Kcrjasama yang lebih intens dengan pemerinrah harus 
ditingkatkan agar pencapaian legislasi sesuai dengan target. 

Kedua, kebijakan anggaran yang dibuat oleh DPR 
hendaknya lebih diprioritaskan pada kepentingan rakyat. 
Penggunaan anggaran harus dimaksimalkan secara efektif 
dan efisien agar tidak terjadi pemborosan. Ketiga, perlu 
scgera diimplementasikan sistem E-Bud,geting agar proses 
perancangan dan pengelolaan yang tidak wajar dan tidak 
transparan dapat dihindari. 
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Keempat, DPR perlu unruk menjalin kerjasama dan 
melibatkan perguruan-perguruan tinggi yang memiliki 
akademisi-akademisi yang berkualitas dan kompeten untuk 
menyiapkan draft RUU dan naskah akadcmis. Sehingga 
proses pelaksanaan fungsi lcgislasi dapat menjadi lebih 
efektif dan efisien serta output U ndang-undang menjadi lebih 
berkualitas karena mempertimbangkan serangkaian kajian 
yang dapat rnenjadi masukan dalam upaya pembahasan 
kebijakan. 

Kelima, dalam rangka peningkatan kinerja anggota dewan 
dan guna mengembalikan kcpercayaan publik terhadap 
lembaga ini, maka perlu dibenruk sebuah badan khusus yang 
mcmbidangi urusan pcningkatan kinerja dewan dan urusan 
rancangan rcncana stratcgis. 

Keenam, dalam bidang pengawasan setiap angggota 
dcwan harus cermat dalam mcnangkap permasalahan yang 
disuarakan oleh masyarakat. DPR juga harus mampu 
memahami dinamika politik saat ini yang sering mengalami 
gcjolak serta mampu mcnjawab dan mcmposisikan 
permasalahan dengan tepat berkaitan dengan fungsi 
pengawasan terhadap eksekutif dan fungsi legislasi dalam 
hal ini berkaitan dengan pembahasan RUU Prioritas. Jangan 
sampai pembahasan RUU Prioritas justru bertentangan 
dcngan keburuhan masyarakat secara luas. 

Terakhir, untuk menggenjot atau meningkatkan performa 
DPR tenru diperlukan adanya komitmen internal pribadi 
dan institusi dalam rangka penguatan mekanisme kontrol. 
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Komitmen internal dan mekanisme kontrol diperlukan agar 
setiap pihak yang menjadi bagian DPR dapat bekerja sama 
dengan baik dan fungsi pokok DPR berjalan sebagaimana 
mestinya. 

Kedepannya, diharapkan kinerja dewan akan menjadi 
lebih baik dan menjadi lebih profesional dalam mengemban 
tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur sesuai dengan visi misi DPR (Suwarno, et.al. 
2015). Visi tersebut kemudian dapat dijabarkan dalam misi 
yang secara prinsip mengacu kepada tiga fungsi utama yaitu 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Bila 
masalah dalam ketiga fungsi ini diperbaiki dan ketiga fungsi 
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana 
mestinya (efektif sesuai dengan tugas dalam setiap fungsi), 
tentu DPR akan semakin dekat dengan visi yang mereka 
canangkan dan lembaga terhormat ini betul-berul dapat 
menggambarkan semangat dari nama lembaga terse but yakni 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Persepsi atau citra masyarakat atau publik terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) tidaklah membahagiakan. Hal ini 
dapat dilihat dari sejumlah survei. Contohnya sepertihasil 
survei Transparency International Indonesia (TII) pada 
medio 2016. Survei tersebut menunjukan sebagian besar 
masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama 
lembaga negara yang dianggap korup--diikuti birokrasi 
pemerintah dan DPRD. 

Jika ditarik ke belakang, yakni pada 2015, sebuah survei 
yang dirilis oleh Po/tracking Institute, juga menunjukan 
potret yang kurang memuaskan ihwal bagaimana publik 
mempersepsi lembaga DPR. Dari survei yang dilakukan 
pada medio Maret 2015 tersebut, yang hendak mengetahui 
penilaian ( evaluasi) publik mengenai kinerja institusi 
demokrasi, diketahui bahwa DPR (di samping Partai Politik 
dan Polri) adalah institusi yang mendapat tingkat kepuasan 
publik paling rendah. Dari data survei itu diketahui, hanya 
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sebanyak 23,8 persen responden menyatakan puas terhadap 
kinerja DPR-sedangkan, 66,5 persen mcnyatakan tidak 
puas dan sebanyak 9,7 persen menyatakan tidak tahu. 

Demikian pula bila melihat hasil temuan survei yang 
dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia-Denny JA (LSI- 
Denny JA). Hasil survei yang dilakukan menjelang akhir 
2015 tersebut rnenunjukkan, dibandingkan lembaga-lembaga 
negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan 
Perwak.ilan Daerah (DPD), Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), dan lembaga Kepresidenan, DPR memperoleh 
kepercayaan publik paling rendah. 

Hal serupa pun dapat ditengok dari hasil survei Indo 
Barometer. Hasil survei mengenai kepercayaan terhadap 
lembaga negara yang dilakukan oleh Indo Barometer pada 
2015 itu menunjukkan bahwa DPR merupakan lembaga 
paling tidak dipercaya oleh responden dibandingkan dengan 
sepuluh lembaga negara lainnya (Kepresidenan, KPK, 1NI, 
Kehakiman, MPR, Kejaksaan, Pengadilan, DPD dan Polri). 
Sebanyak 58,7 persen publik tidak percaya terhadap DPR. 
Dari pilihan sepuluh lembaga iru, hanya DPR (dan Polri) 
yang mendapat ketidakpercayaan lebih dari 50 persen. 

Penyebab DPR Dipersepsi Negalif 
Beranjak dari potret perspesi yang kurang membahagiakan 

terhadap DPR di rnata publik itu, tentu publik tidak dapat 
dipersalahkan. Dengan kata lain, persepsi publik yang 
demikian tidak muncul begitu saja di ruang ham pa. Ada sebab 
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yang melatarbelakanginya. Jika ditilik, maka adabeberapa 
latarbelakang yang mendorong mengapa publik cenderung 
memilik.i persepsi negatif atau buruk terhadap DPR. 

Pertama, adalah terkait dengan skandal hukum yang 
menimpa anggota DPR. Skandal hukum tersebut terutama 
sehubungan dengan soal kasus tindak korupsi. Dari 2004 
hingga kini, DPR selalu mendapat persepsi buruk soal 
korupsi. Dari skala 1 sampai 5-dimana angka 1 berarti tidak 
sama sekali korupsi dan angka 5 berarti sangat korup-DPR 
hampir tiap tahunnya mendapat nilai 4,4. Ini artinya persepsi 
masyarakat terhadap DPR sangatlah buruk soal korupsi. 

Adapun persepsi buruk soal korupsi terhadap DPR 
tidak lepas dari pelbagai runtutan peristiwa yang menyeret 
anggota dewan ke dalam pusaran kasus korupsi. Sejak 
reformasi digulirkan hingga kini, hampir di tiap periode 
selalu menyeruak kasus korupsi yang melibatkan anggota 
DPR. Untuk menyebutkan beberapa saja misalnya ada kasus 
suap alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dephut, 
kasus suap eek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior 
Bl, kasus Suap Wisma Atlet SEA Games, kasus korupsi dana 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), 
kasus suap proses lelang pengadaan kapal patroli Dephub, 
kasus suap pembangunan Gedung Pusdiklat Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan sebagainya. Baru-baru 
ini misalnya, kasus tindak korupsi yang menyeret anggota 
dewan dan mendapat perhatian yang luas dari publik adalah 
kasus E- KTP. Belum lagi bila disebutkan daftar nama anggota 
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dewan yang tertangkap tangan menerima suap. Temu ini 
akan semak.in mempertebal stigma dan persepsi buruk publik 
terhadap DPR yang kerap terluk.is dalam ungkapan seperti 
DPR sebagai "kartel korupsi", di tubuh DPR yang beroperasi 
adalah "sel polirik tipu muslihat" dan "tidak rransparan", Jobi 
di DPR merupakan "pasar gelap kekuasaan" dan ungkapan- 
ungkapan sarkastis lainnya yang discrnarkan oleh publik 
kepada DPR. 

J ika dilihat dari sudut pandang tertenru, ten tu dapat saja 
dikatakan atau dijelaskan bahwa persentase anggota DPR 
yang terlibat dalam skandal hukum seperti tindak korupsi itu 
mungkin tidak segadang yang dibayangkan. Namun, perlu 
disadari, sebagai lembaga yang paling merepresentasikan 
kepemingan rakyar, maka sudah sepatutnya DPR memang 
betul-betul steril dari skandal hukum seperti tindak korupsi. 
Iadi, seberapa kecilpun jumlah atau kuantitas anggota 
dewan yang terseret ke dalam skandal hukum seperti tindak 
korupsi, ia bagaikan satu titik nila yang dapat merusak susu 
sebelengga. Apalagi dalam jumlah besar, yang dikenal dengan 
istilah korupsi berjamaah", tentu ini akan merusak marwah 
lembaga rersebut. Oleh karena iru, ketika anggota DPR 
tersandung kasus atau skandal hukum seperti tindak korupsi, 
walhasil, mau tidak mau, ini akan mencoreng martabat DPR 
dan impaknya ialah publik mulai sangsi terhadap integritas 
orang-orang yang berada di lembaga ini. 

Kedua; selain skandal hukum seperti tindak korupsi, hal 
lain yang juga turut mendorong rendahnya persepsi positif 
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publik terhadap DPR adalah lantaran terdapatnya anggota 
DPR terpeleset dalarn skandal moral dan praktek komunikasi 
publik yang kurang tepat bahkan juga ada yang cenderung 
tidak etis. 

Sehubungan dcngan skandal moral, skandal moral itu 
dapat saja bermacam-macam bentuknya. Dulu, yang pernah 
ramai dibicarakan adalah soal anggota dewan yang terserat 
dalarn prostitusi atau perselingkuhan. Di sarnping itu, skandal 
moral juga ada dalam benruk "memperdagangkan pcngaruh" 
(trading in influence). Soal praktek memperdagangkan 
pengaruh misalnya sempat ramai saat kasus Papa Minta 
Saham. Tenru dapat saja diperdebatkan isi kebenaran apakah 
Ketua DPR kala itu yang terseret dalam kasus Papa Minta 
Saharn betul-berul tengah berupaya mendapatkan atau 
mencari keuntungan dengan memanfaatkan posisi yang 
tengah ia duduki. Narnun, yang jelas dan terang benderang, 
ketika kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Kerua DPR 
itu dan diliput harnpir secara maraton oleh berbagai media, 
hal iru telah memunculkan pcrsepsi negatif publik terhadap 
DPR-apalagi kasus "Papa Minta Saham" tersebut langsung 
melibatkan pimpinan DPR. Sejak kasus tersebut mencuat ke 
publik dan pemberitaannya begim massif, publikpun makin 
memandang negatifbahkan sinis kepada lembaga DPR. 

Adapun terkait dengan praktek komunikasi yang kurang 
tepat, ini juga kerap menarnbah citra buruk lembaga DPR. 
Hal ini misalnya terjadi saat dimana rakyat sudah jengah 
dengan tindak dan kasus korupsi, anggota DPR justru 
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menunjukkan sikap resistensi terhadap penguatan institusi 
pemberantasan korupsi. Misalnya, dengan mewacanakan 
pembubaran atau mengurangi wewenang KPK. Atau saat 
kasus Papa Minta Saham mencuat dan menjadi sorotan 
publik, justru ada beberapa wakil ketua DPR menujukan sikap 
pembelaan terhadap ketua DPR yang kala itu tersandung 
kasus Papa Minta Saham. Sikap beberapa Wakil Kerua 
DPR itu, yang tercermin dari komunikasinya, bukannya 
mengurangi sentimen negatif publik kepada DPR, namun 
malah menambahnya. Tentu saja komunikasi yang tidak 
tepat tersebut merupakan blunder dan politically incorrect dan 
semakin memeruncing sinisme publik terhadap DPR. 

Ketiga, ha! lain yang turut pula mendorong timbulnya 
persepsi negatif dari publik terhadap DPR adalah menyangkut 
soal kinerja DPR. Seperti diketahui DPR memiliki tiga fungsi 
pokok. Di antaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini tidak dipandang 
oleh publik telah dijalankan secara optimal oleh para anggota 
DPR. 

Dalam fungsi legislasi misalnya publik menilai satu tahun 
kinerja DPR hasil pemilu 2014 tidak produktif. Produktifitas 
DPR ini dinilai dari pelaksanaan tugas-tugas utamanya 
terutama pembentukan undang-undang. Selama satu tahun 
masa kerja DPR misalnya sejak dilantik hanya 3 undang- 
undang yang berhasil diundangkan dari target Prolegnas 
2015 yakni sebanyak 39 undang-undang. Jika dibanding 
dengan negara maju seperti Amerika, maka produktifitas 
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DPR terlihat sangat jomplang dimana dalam setahun Kongres 
Amerika bisa mengesahkan 125-160 undang-undang. 

Bila iru dilihat dari segi kuantitas, maka dari segi kualitas 
produk undang-undang bentukan DPR pun terkadang jauh 
dari kualitas yang diinginkan. J auhnya dari kualitas yang 
diinginkan iru muncul karena beberapa sebab. Di antaranya 
seperti abainya anggota dewan mempertimbangkan 
latar belakang filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam 
pembuatan undang-undang. Akibatnya, DPR tampak gaga! 
menangkap aspirasi rakyat dari produk undang-undang yang 
dihasilkannya. Selain iru, rendahnya kualitas undang-undang 
yang dihasilkan D PR juga lantaran ketiadan visi kolektif 
DPR. Visi dalam membuat undang-undang lebih cenderung 
mencerminkan kepentingan politik kelompok (visi jangka 
pendek) ketimbang kepentingan rakyat banyak (visi jangka 
panjang). Berkaca dari fungsi legislasi iru, tak heran bila 
publik lantas melihat bahwa DPR dalam menjalankan fungsi 
legislasinya kurang maksimal bahkan cenderung jauh dari 
hara pan. 

Adapun dalam fungsi anggaran, fungsi ini pun tidak 
berjalan dengan optimal dan baik. Tak jarang fungsi ini 
digunakan oleh DPR sebagai posisi atau alat tawarnya 
dengan pemerintah dalam upaya meloloskan berbagai 
anggaran proyek-proyek mercusuar DPR, usulan dana 
aspirasi, kenaikan tunjangan dan peningkatan berbagai 
fasilitas DPR lainnya dan seterusnya. Oleh sebab iru, dalam 
menjalankan fungsi anggarannya, alih-alih menggunakan 
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fungsi tersebut guna memperjuangkan kepentingan 
masyarakar yang cliwakilinya secara luas, justru yang terjacli 
fungsi tersebut acap cligunakan untuk memenuhi hasrat 
DPR atau kepentingan kelompok. Belum lagi bila melihat 
kasus-kasus korupsi, penyimpangan, pembelajaan fiktif atau 
penggelembungan yang terjacli yang clilakukan anggota DPR 
lantaran menggunakan fungsi anggaran untuk menclapatkan 
keunrungan rnateri, ha! cersebut centu semak.in menunjukan 
fungsi anggaran tidak clijalankan sernestinva oleh DPR. 

Kemuclian terkait fungsi pengawasan, fungsi pengawasan 
pun kurang berjalan clengan baik. Fungsi pengawasan DPR 
masih ccnclerung clilakukan secara parsial clan tebang pilih. 
Dalam konreks penegakan hukum umpamanya, DPR 
seringkali menyoroci fungsi penyadapan oleh KPK. Namun, 
tidak pernah mempertanyakan penyadapan terhaclap aparac 
penegak hukum lain. Tidak optimalnya fungsi pengawasan 
yang clilakukan DPR juga dapat dilihat misalnya dari masih 
minimnya upaya DPR memperbaik.i kinerja kementerian 
acau lembaga (K/L) yang rnendapar penilaian dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), cerucama preclikac wajar clengan 
pengecualian (WDP) clan ridak memberikan pendapat 
(TMP). Belum lagi bila melihac dari kunjungan kerja (kuker) 
yang clilakukan anggoca DPR. Kunjungan kerja yang 
clilakukan DPR pada dasarnya aclalah untuk menjalankann 
fungsi pengawasannya. Namun, clalam prakreknya, yang 
acap terjadi juscru kunjungan kerja climanfaatkan anggoca 
DPR untuk kepentingan para anggoca DPR bukan untuk 
kcpentingan rakvat (yakni memascikan atau mengecek 
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bahwa lembaga-lcmbaga atau institusi-institusi tertentu 
telah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik 
dan semestinya). Oleh sebab itu, tak heran kalau kemudian, 
kendati DPR kerap disebut sebagai milik masyarakat, namun 
dalam menjalankan fungsinya ternyata tidak dilakukan 
untuk melayani kcpentingan "sang perniliknya" melainkan 
kepentingan pribadi atau kelompok yang sarat muatan 
atau kepentingan politis. Dengan kara lain, tindakan DPR 
melalui fungsi yang dimilikinya justru dilakukan untuk 
mengamankan kepentingan pribadi atau kelompoknya bukan 
untuk kcpentingan masyarakat. 

Langkah Memperbaiki Diri 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa hal 
utama yang menyebabkan publik memiliki keccnderungan 
persepsi negatif terhadap publik. Di antaranya yaitu terkait 
masalah skandal hukum yang melibatkan anggota DPR, 
skandal moral dan gaya komunikasi yang tidak efektif yang 
dilakukan oleh anggota DPR, serta tidak optimalnya kinerja 
DPR melalui tiga fungsi pokoknya (legislasi, anggaran dan 
pengawasan). 

Tcntu saja buruknva perscpsi publik tcrhadap DPR 
mcrupakan sebuah ironi. Di satu sisi, secara struktural 
organisasi kcnegaraan, DPR diyakini dan ditempatkan 
sebagai lembaga yang dapat mcnjadi kanal bagi rakyat untuk 
memperjuangkan aspirasinya. Namun, di sisi lain ternyata 
lembaga tersebut tidak mendapatkan cirra yang baik di 
mata publik. Kondisi seperti ini tentu tak boleh dibiarkan 
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berlangsung terns menerus. Bukan hanya karena dapat 
membahayakan perjalanan demokrasi di negeri ini di masa 
akan darang, tetapi juga akan berdampak legitimasi atas 
keberadaan lembaga ini akan terkikis karena masyarakat 
sebagai sang pemberi legitimasinya mulai tidak menyimpan 
kepercayaan pada lembaga DPR. Sebab itulah, harus 
ada langkah-langkah yang mesti dilakukan DPR guna 
mengembalikan kepercayaan masyarakat rerhadap lembaga 
ini. Maka kini, yang menjadi pertanyaan adalah langkah 
seperti apakah yang rnesti dilakukan atau ditempuh oleh DPR 
untuk memperbaiki persepsi publik yang boleh dikatakan 
sudah kadung buruk tersebut terhadap DPR? 

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Secara garis 
besar dapat disederhanakan dalam dua level. Pertama yakni 
pada level aktor (anggota DPR) dan kedua yakni pada level 
strukrual (kelembagaan). 

Pada level aktor, langkah yang dapat dilakukan utama 
sekali adalah perubahan paradigma "berpolitik" dari para 
politisi atau wakil rakyat yang duduk di parlemen atau DPR. 
Selama ini, paradigma berpolitik yang acap dironjolkan oleh 
anggota DPR (politisi) adalah berpolitik demi kekuasaan. 
Paradigma ini sudah menjadi rahasia umum meski tidak 
diucapkan dan dituturkan secapa eksplisit. 

Implikasi dari paradigma berpolitik semacam ini adalah 
munculnya para aktor politik yang justru memanfaatkan 
kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk 
mengeksploitasi surnber-sumber daya yang dimiliki negara 
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atau "rnencuri uang dari brangkas negara" untuk kepentingan 
individu atau kelompok; atau juga munculnya aktor politik 
(dalam ha! ini adalah anggota DPR) yang tidak dedicated 
dan on the track terhadap tugas dan fungsinya. Beberapa 
kasus tindak korupsi yang menimpa sejumlah anggota DPR 
dalam kurun satu dasawarsa terakhir jelas menunjukan 
ha! tersebut. Contoh lainnya adalah beberapa kasus tukar 
guling kepentingan melalui pembuatan undang-undang atau 
penetapan anggaran yang clilakukan oleh pihak DPR. 

Oleh sebab itu, maka dibutuhkanlah perubahan 
paradigma berpolitik dari politisi atau wakil rakyat yang 
duduk cli parlemen atau DPR. Adapun perubahan tersebut 
yakni dari paradigima "berpolitik demi kekuasaan" (power) 
menjadi "berpolitik demi keutamaan" (virtue). 

Dalam paradima berpolitik demi keutarnaan, maka 
basis atau fondasi penalarannya bukan lagi pada interests 
(kepentingan) melainkan values (nilai). Karena itu, yang 
menjacli ruh dalam pradigma politik ini bukan semata political 
will (kehendak politik) melainkangood political will (kehendak 
politik yang baik). Good political will inilah kemudian yang 
akan menjacli gunting pemisah bahwa berpolitik adalah 
membangun kepedulian dan bukan kloni dan dinasti, 
berperan sebagai wakil rakyat dan bukan semata sebagai 
petugas partai, membangun kesejahteraan dan kemaslahatan 
umum dan bukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan 
sekelompok atau segilintir orang. 

Dengan paradigma berpolitik sebagai keutamaan ini, 
berpolitik dengan demikian membutuhkan penghayatan dan 
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internalisasi akan nilai. Berpolitik semacarn ha! inilah yang 
defisit dalarn aktivitas berpolitik para politisi (anggota DPR) 
dewasa ini; karena iru ia arnat diburuhkan saat ini. 

Selanjumya, terkait dengan level struktural, maka langkah 
yang dapatdilakukan setidaknya ada dua hal utama. Pertama, 
DPR harus marnpu membangun sistem atau tahapan kerja 
yang membuat fungsi pokoknya dapat berjalan dengan baik. 
Suaru contoh seperti fungsi legislasi. Dalarn menjalankan 
fungsi legislasinya, DPR harus membuat suatu sistem 
yang marnpu menghasilkan bukan semata undang-undang 
yang dari segi kuantitas memenuhi target melainkan juga 
memenuhi kualitas yang diharapkan. 

Untuk mencapai segi kuantitas, DPR dapat melakukan 
misalnya dengan menetapkan prioritas pembahasan RUU. 
Ada tiga sumber yang dapat dijadikan prioritas dalarn 
membuat undang-undang. Di antaranya adalah perintah yang 
ada dalarn konstitusi, kebutuhan penyelenggaraan negara di 
luar amanat konstitusi, serta kebutuhan masyarakat. Selarna 
ini pembahasan RUU acap tertunda Iantaran ketidakseriusan 
DPR dalarn menetapkan skala prioritas yang jelas. Dalam 
wakru yang agak longgar saja, terkadang DPR tidak marnpu 
membuat undang-undang yang jelas,lugas dan sederhana dan 
mudah dilaksanakan, apalagi dalarn waktu yang mendesak. 
Oleh karena iru, DPR harus mampu membuat skala prioritas 
agar produk legislasinya dapat tercapai secara kuantitas 
narnun tanpa mengorbankan kualitas. 
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Sementara itu, untuk mencapai kualicas yang diharapkan 
maka DPR harus bisa membuka diri cerhadap rancangan 
draft partisipatif yang berasal dari berbagai kelornpok 
masyarakac ( perguruan cinggi, lembaga kajian, lembaga 
swadaya masyarakac). Sclama ini ada kesan DPR menutup 
diri terhdap cerhadap draf dari kelompok masyarakac . 
Padahal, ada bebcrapa draft yang dari kelompok masyarakac 
lebih baik dibandingkan dengan draft yang dibuat oleh DPR. 

Selain membuka diri terhadap draft partisiparif, ha! lain 
yang mes ti dilakukan oleh DPR untuk meningkackan kualicas 
produk legislasi adalah membuac penelician yang mendalam 
cerkaic penyusunan RUU. Kendaci selama ini ada yang 
disebuc sebagai naskah akademik dalam RUU, namun naskah 
itu cerkadang muncul canpa hasil penelician yang mendalam. 
Padahal naskah akademik yang betul-betul dimulai dengan 
penelician mendalam dibutuhkan guna menjelaskan usulan 
RUU yang detail dan logis. 

Hal lain lagi yang diperlukan untuk dilakukan guna 
menigkatkan kualitas produk legislasi adalah D PR tidak 
hanya harus mampu bersikap terbuka untuk memberi akses 
ke publik untuk cerlibat dalam pembahasan RUU, namun 
juga harus mampu menangkap aspirasi publik dalam RUU. 
Dalam beberapa tahun terakhir ini memang akses publik 
dalam proses legislasi sudah jauh lebih terbuka di bandingkan 
dengan era sebelumnya. Namun, yang menjadi masalah adalah 
seberapa jauh atau sejauh mana DPR mampu mengapresiasi 
sekaligus menangkap asprasi publik. N nyacanya, tern ya ta 
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suaru publik terpinggirkan clan DPR abai menangkap 
aspirasi publik lantaran kalkulasi politik DPR lebih menjadi 
nomor wahid ketimbang kepentingan publik. Oleh sebab itu, 
yang dibutuhkan bukan scmata akses terbuka namun juga 
kemampuan DPR untuk menangkap aspirasi publik dalam 
RUU agar kualitas produk legilasi yang dihasilkan berul- 
betul mencerminkan kebutuhan masyarakat. 

Kedua, membangun komite etik yang berwibawa. Untuk 
membenahi lembaga DPR, maka kehadiran lembaga komite 
etik yang berwibawa sangat diperlukan, Selama ini lembaga 
ini telah ada. Namun, fungsinya belum terasa optimal. Oleh 
karena itu, dibutuhkan pembanugnan komite etik yang 
berwibawa di dalam lembaga DPR. Komite etik tidak hanya 
bertugas untuk menetapkan nilai-nilai yang harus dipegang 
clan dijalankan, namun juga mesti mampu mengimegrasikan 
nilai etika ke dalam manajeman organisasi (DPR). Dengan 
mengintegrasikan nilai etika dalam manajemen organisasi di I 
lembaga DPR, diharapkan prinsip-prinsip seperti tranparansi 
clan akuntabalitas dapar berjalan di lembaga DPR. Komite I 
etik yang berwibawa dan mampu menjalankan tugasnya 
dengan baik dan optimal dibutuhkan karena sangat disadari 
bahwa anggota DPR kapan saja dapat terjebak dalam 
konflik kepentingan, godaan korupsi dan penyalanggunaan 
wewenang dan kekuasaan yang lain. 

Dengan adanya langkah melalui dua level tersebut 
yaitu dari segi aktor (anggota DPR) maupun struktural 
(kelembagaan) diharapkan ini akan dapar mengubah tak • 
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hanya perilaku anggota dewan, narnun juga sistern yang 
selarna ini justru bisa jadi kontra produktif bagi dewan 
untuk menjalankan fungsinya yang semestinya (on the track). 
Dengan adanya aktor yang memiliki good political will dan 
struktur yang kondusif serta mampu menjaga dewan tetap 
berjalan sesuai relnya diharapkan ini akan dapat mendorong 
D PR menjalankan fungsinya sesuai dengan arnanat konstitusi. 
Ketika DPR telah marnpu menjalankan fungsinya dengan 
baik sesuai arnanat konstitusi, persepsi atau citra negatifDPR 
yang selarna ini ada di rnata publik akan luntur perlahan-lahan. 
DPR pun tak hanya akan kembali dipersepsi sebagai lembaga 
yang memperjuangkan dan merepresentasikan kepentingan 
rakyat, narnun juga akan dipersepsi bahwa lembaga tersebut 
adalah berul-berul "milik masyarakat". 
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MENDAMAIKAN HUBUNGAN DPR 
DENGAN RAKYAT? 

Windhi Notilika, M.Si 
Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 



Prolog 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan satu-satunya lembaga negara yang 
menyandang nama "perwakilan rakyat", namun apakah mereka sudah mewakili 
aspirasi dan kepentingan rakyat dalam fungsi membuat undang-undang, 
anggaran, maupun pengawasan? Anekdot di alarn reformasi tentangDewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang seringkali muncul dalam perbincangan khalayak 
ramai rakyat Indonesia adalah bagaimana perilaku Anggota DPR yang dinilai 
jauh dari katamewakili rakyat. Sebagian khalayak masyarakat menganggap 
anggota dewan yang terhormat tidak memperjuangkan kepentingan rakyat 
banyak. Alih-alih mewakili kepentingan rakyat yang telah memmilihnya, 
Anggota DPR dinilai lebih mewakili kepentingan partai politik pengusungnya. 
Benarkah demikian? 

Mengurai Benang Kusut Hubungan Legislator dengan 
Konstituen 

Hasil penelitian Centre for Strategic and International 
Studies (CSIS) menunjukkan bahwa 81,1 % rakyat Indonesia 
tidak mengenal wakilnya di DPR dari daerah pernilihannya 
masing-masing.9 Permasalahan sebenarnya tidak serta merta 
harus dialamatkan kepada anggota dewan karena sebagian 

9 Lihat Kompas.com (1/12/14). 
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besar masyarakac pun belum benar-benar memahami apa 
fungsi clan peran DPR. Sebagian rnasyarakar misalnva masih 
banyak memandang anggoca DPR sebagai orang yang 
paling pancas dimincai bancuan uncuk berbagai kepencingan. 
Tak ayal, cumpukan proposal pun selalu menghiasi meja 
kerja anggota dewan di Senayan. Hubungan Anggota DPR 
dengan rakyac pun semakin renggang karena masyarakac 
kerap disuguhi pembericaan negacif anggoca dewan yang 
cerhormac di media tclevisi, media rnassa, clan media online. 

Darnpaknya, mungkin khalayak ramai rnasyarakat 
Indonesia akan condong lebih mengasosiasikan hal-hal 
negacifkecimbang posicifcerhadap para wakilnya yang duduk 
di DPR. Seolah cidak akan pernah habis sebagian masyarakac 
clan analis kica jika membicarakan sisi-sisi buruk (negacif) 
dari perilaku clan kinerja Anggoca DPR. Tidak bermucunya 
kadar incelekcualicas clan moralicas Anggoca DPR seringkali 
dialamackan kepada mereka. Banyak kasus seperci cindakan 
asusila acau cercangkap basahnya Anggota DPR dalam 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) seolah cidak henci disuguhkan wakil rakyat 
dalam pembericaan media massa kepada masyarakac. DPR 
seolah celah mengancarkan banyak anggocanya menjadi pasien 
KPK. Banyak masyarakac yang memandang DPR sebagai 
lembaga cerkorup karena kelakuan oknum-oknum anggoca 
DPR. Kejahacan korupsi icu biasanya dilakukan ketika para 
wakil rakyac icu membahas anggaran uncuk kementerian/ 
instansi clan unit kerja hingga pengesahan dalam APBN. 

106 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

Tidak hanya iru, dalam melaksanakan tugasnya, Anggota 
DPR dinilai banyak mencederai perasaan rakyat seperti 
gemarnya mereka melakukan studi banding ke luar negeri. 
Anggota dewan seringkali bolak-balik melakukan studi 
banding dengan membawa anggota keluarga ke berbagai 
negara. Melalui plesiran-plesiran yang dilakukan oleh 
anggota DPR rcrsebut, banyak masyarakat yang menganggap 
mereka hanya menghamburkan uang negara karena tiadanya 
laporan atau hasil yang didapatkan/diinformasikan kepada 
masyarakat. 

Dalam hal komunikasi, calon anggota dewan misalnya 
hanya mendekati dan blusukan menemui masyarakat ketika 
sedang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. 
Setelah dilantik, sebagian anggota DPR dinilai abai dan lupa 
dengan konstiruennya. Ketika sudah menduduki kursi DPR, 
legislator kita tersandera dengan partai politik. Anggota 
dewan lalu tampil menjadi wakil partai alih-alih wakil rakyat. 

Dalam sistem negara demokrasi disebutkan bahwa 
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau dengan kata 
lain negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Konsekuensi 
logis dari negara yangmemilihsistem demokrasisesungguhnya 
harus mampu men-deliver (menjalankan) agenda-agenda 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk 
merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan, 
diselenggarakanlah pemilu setiap lima tahun sekali untuk 
memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen 
baik di pusat maupun di daerah (Provinsi dan Kabupaten/ 
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Kota). Sebagai wakil rakyat, anggota dewan, baik itu di DPR 
RI rnaupun DPRD harusnya rnarnpu rnenjalankan peran 
sebagai utusan atau representasi rakyat dalarn kerja-kerjanya. 
Lewat lernbaga perwakilan DPR, rakyat berkuasa rnelalui 
wakil-wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan dengan 
menyandang gelar "Yang Terhorrnat" karena mendapatkan 
mandat kekuasaan dari rakyar.'? 

Konsep tentang kedaulatan rakyar menjadikan lembaga 
perwakilan sebagai the people's agents di mana para wakil rakyat 
berperan sebagai "perantara" atau jembatan dari kepentingan 
rakyat. Disebut perantara karena mereka (anggota dewan) 
harus menjadi mandataris rakyat clan terikat untuk mengikuti 
instruksi pernilihnya.'! Untuk memegang mandat sebagai 
anggota DPR pada setiap lima tahun sekali, berbagai cara 
dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk dipilih 
rakyat. 

Sebagai representasi kedaulatan rakyat dalarn 
penyelenggaraan clan pengawasan negara, kekuasaan DPR 
pun semakin diperkuat di alam reformasi dengan berubahnya 
oraktik ketatanegaraan dari executive heavy menjadi legislatif 
heavy. Penguatan lembaga legislatif yang mewakili rakyat 
ini bertujuan untuk menjamin check and balance fungsi 
pemerintahan dalarn sistem demokrasi. Namun yang penting 

ro Di dalam pasal l ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Kedaulatan be rad a di tangan rakyardan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar". 

11 Lihar Tambunan, A.S.S., dalam Hukum Tata Negara Perbandingan, Puporis 
Publiser, 2001, hal. 43. 
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dari arus perubahan politik tersebut yang telah menjadikan 
DPR menjadi lebih kritis dan terbuka dalam menyampaikan 
pendapat dan mengontrol pemerintah, apakah rnereka 
mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat kebanyakan?. 
Pertanyaan-pertanyaan ini yang kerap kali menjadi pertanyaan 
masyarakat seiring dengan kinerja para wakilnya dalam 
melakukan fungsi-fungsinya. 

Reformasi 1998 sebenarnya memberikan harapan bagi 
perubahan politik yang Jebih terbuka dan demokratis seiring 
dengan perubahan yang membuat anggota DPR menjadi 
lebih terbuka dan kritis menyampaikan pendapat. Dan ha! 
terpenting dari arus perubahan politik pasca reformasi adalah 
dengan semakin menguatnya lembaga DPR 

Amandemen UUD 1945 pun rurut memperkuat posisi 
DPR sebagai lembaga legislatif. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 
misalnya, DPR memiliki kekuasaan membenruk undang- 
undang walau dalam kenyataannya kewenangan DPR dalam 
pernbentukan undang-undang terbagi dengan kekuasaan 
pemerintah (Presiden) dengan masing-masing memiliki lima 
puluh persen hak suara, karena setiap undang-undang harus 
memperoleh persetejuan bersama antara pemerintah dan 
DPR. 

Mengenai keterwakilan rakyar, banyak masyarakat 
berpandangan DPR lebih mewakili suara partai daripada 
suara pemilihnya. Suara di DPR adalah suara partai politik 
pengusung alih-alih suara rakyat. Keterikaran anggota DPR 
dengan partai politik sebenarnya beralasan karena partai 
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polirik !ah yang mengusung mereka menjadi anggota dewan. 
Terlebih, dalah kasus Indonesia, yang berhak memberhentikan 
atau me-recall adalah partai politik, bukan masyarakat. Pada 
aturan recall dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan clan Kedudukan MPR, DPR, 
DPD clan DPRD clan Pasal 8 huruf g Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengatur 
tentang recall. Dan semakin dikukuhkan lewar Pasal 22B 
UUD 1945 Amandemen Kedua. Dalam pelaksanaanya, recall 
dilakukan kepada para anggota DPR yang tidak menujukkan 
loyalitas kepada partai politik.12 

Recall dilakukan dengan usu! dari Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) yang disampaikan kepada pimpinan DPR. 
Dari usulan tersebut kemudian pimpinan DPR meneruskan 
kepada Presiden untuk dikeluarkan Keputusan Presiden 
(Keppres). Dan ketika usulan recall dari DPP iru dikirimkan 
kepada pimpinan DPR clan Presiden, maka mereka tidak bisa 
menolak. Hal ini yang menurut banyak pihak dinilai sangat 
monopolistis menjadikan anggota dewan takut pada partai 
daripada ke konstituen. Padahal ketika Pemilu para anggota 
dewan tersebut "mengemis" suara rakyat untuk duduk di 
kursi dewan.Wakil rakyat di DPR seharusnya tampil sebagai 
utusan representasi rakyat untuk ditempatkan di dewan 
perwakilan di pusat clan di tingkat daerah. Pemilihan umum 
(Pemilu) merupakan mekanisme memilih para utusan rakyat. 
Berbagai cara kita dibuatnya untuk mendapat dukungan dari 

12 Kata recall dalam The Contemporary English-Indonesia mempunyai beberapa 
makna, vatru memanggil kembali, menarik kembali, arau membatalkan. 
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masyarakat supaya nantinya bisa mewakili kira di lembaga 
legislatif untuk menyuarakan aspirasi rakyat. 

Wakil Rakyat atau Wakil Partai? 
Terkait dengan hubungan wakil rakyat dengan konstiruen, 

seorang Unman Politik dari Amerika Gilbert Abcarian 
membedakan empat tipe keterwakilan parlemen, yaitu: 

1. Anggota dewan sebagai trustee (wali) yang tindakan dan 
kerjanya sebagai legislator bebas mengambil keputusan 
sendiri. Dia tidak harus serta merta mengikuti suara rakyat 
atau tidak harus berkonsultasi dengan konstituen. Artinya, 
wakil rakyat tidak harus bergantung pada keinginan atau 
instruksi rakyat yang telah memilihnya. Sebagai wali, 
dia mempunya peran dan hak unruk menimbang dan 
mengupayakan kebijaksanaan dan keyakinannya sendiri 
yang dianggap paling baik unruk negara dan rakyat. 

Adapun mekanisme ini dipilih dcngan maksud agar 
trustee dalam mengambil kepurusan tidak hanya 
terjebak untuk mewakili konstituennya semata, tapi juga 
kepentingan rakyat yang lebih banyak. Negara-negara 
yang menganut model perwakilan seperti ini diantaranya 
Inggris, Jerman, dan Perancis. 

2. Anggota dewan sebagai delegate (utusan) atau sebacas 
perantara (people's agents) yang harus selalu mengikuti 
instruksi dan pctunjuk dari yang diwakilinya dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya. Negara yang menganut 
model seperti ini adalah Amerika Serikat. 
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3. Anggota dewansebagai politico, yairu kadang bertindak 
sebagai wali dan kadang bertindak sebagai utusan 
rakvat, Terganrung dari rugas atau pembahasan yang 
sedang diurusi oleh anggota dewan yang dibahas untuk 
kepentingan negara. 

4. Anggora dewan sebagai partisan, yairu ketika mereka 
sudah duduk dalam kursi dewan, maka hubungan yang 
terjalin dengan konstiruen telah usai. 

Jika merujuk pada pembagian sistem keterwakilan di 
atas, hubungan antara wakil rakyat dengan konstiruen lebih 
condong pada model partisan ketika anggota dewan berjarak 
dengan rakyat setelah menjabat.Meskipun anggota DPR 
dipilih oleh rakyat unruk mewakili aspirasi dan suara rakyat 
kepada pemerintah, tetapi pada praktiknya, mereka lebih 
banyak mewakili perincah partai. 

Seberulnya, jika rnelihar lebih jernih, kenyataan seperti 
di atas tidak bisa serta merta sepenuhnya diarahkan kepada 
anggota DPR karena sistem keratanegaraan kita sudah 
rnengarur demikian. Sistem perundang-undangan yang 
mengarur rentang tata cara pemilihan anggota DPR harus 
berasal dari partai seperti yang tercanrum dalam Pasal 22E 
ayat (3) UUD 1945. Selain iru, aruran perundangan tentang 
recall pun harus dari partai seperti yang relah dijelaskan di 
atas. Mekanisme recall saling terkait dengan sisrern pemilu 
yang dianut. Di Indonesia sistern recall merupakan kekuasaan 
partai politik karena peserta Pemilu adalah partai politik 
bukan individual. 
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Dalam putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 Mahkamah 
Konstitusi (MK) memberikan satu penilaian dan pendapat 
hukum tentang recall. Mahkamah beranggapan bahwa salah 
satu usaha untuk memberdayakan partai politik adalah 
dengan memberikan kewenangan dan hak partai memberikan 
sanksi kcpada anggotanya. Recall dianggap sebagai hak partai 
politik untuk menata dirinya untuk memberikan pengawasan 
terhadap anggotanya yang duduk di kursi DPR. 

Jika recall dilakukan konstiruen, perlu dipikirkan juga 
bagaimana mekanisme itu dilakukan? Apakah dengan 
melakukan polling, pesa.t1 singkat, atau seperti apa? Karena 
mekanismc recall yang dimungkinkan dilakukan oleh 
konstituen seperti di Amerika Serikat pun mempunyai 
banyak varian. 

Sebenamya, sistem perawikan 
Indonesia bukan sistem bikameral 

yang dianut di 
akan tetapi masih 

sitern unikameral karena terdiri dari tiga kamar yaitu, DPR, 
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan MPR (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat) walaupun dari sisi legislasi lebih 
tepat sistem perwakilan kita adalah sistem unikameral. Sistem 
perwakilan rakyat yang dianut UUD 1945 pasca amandemen 
sendiri sebcnarnya sudah mengandung semangat demokrasi 
yang cukup kuar dengan adanya penegasan mekanisme 
rekrutmen anggota lembaga perwakilan yang seluruhnya 
dipilih melalui mekanisme yang sangat demokratis yaitu 
seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. 
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Disampiung itu pemberian hak-hak DPR yang dijamin 
UUD sudah sangat baik dilakukan unruk mengawasi Presiden/ 
Pemerintah serta keterlibatan DPR dalam menentukan 
kebijakan administrasi pemerintahan. Hal itu menunjukkan 
bahwa fungsi lembaga perwakilan telah menembus masalah- 
masalah administratif semata tidak seperti DPR di periode 
sebelumnya. Posisi lembaga DPR secara keseluruhan 
ditempatkan pada posisinya sebagai lembaga yang cukup 
kuat dan independen, memiliki posisi strategis bagi jalannya 
sistem ketatanegaraan yang lebih baik dengan prinsip check 
and balances serta memperkuat demokrasi sebagai salah satu 
asas hukurn tatanegara. 

Mengukur Klnerja Dewan? 
A!asan ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR melalui 

bcberapa polling biasanya dilatarbelakangi oleh alasan tidak 
puasnya mereka terhadap kinerja wakilnya. Hasil survei 
Poltracking Indonesia tahun 2015 misalnya menyatakan 
sebanyak 66,5 persen masyarakat menyatakan tak puas dengan 
kinerja para anggota dewan." Khalayak menilai kinerja DPR 
ridak optimal misalnya dalam menghasilkan undang-undang. 
Setelah reformasi, masyarakat menilai DPR masih bclum 
bisa mclakukan sesuatu yang mampu memenuhi ekspektasi. 
Target pembuatan undang-undang yang dibuat sendiri pun 

1 'ur\'CI Pnh:r.,,� lnJL,n�w �r1t.•n1i1bn "Rd1tkl f'erjaLnJn 17 Tshun 
Rd' •• ttn,!'11 l:.vt1lu11�1 Pul,lllr; ·rc-rhtld.,1, KO)lll'TJR lruonu1 Dta...-,Lr.i�- J1t('ll'n.131:.1r3l.1n 
rMS..1 .?J...� 1 �i11rer 101 '5 d.:TI� wuwancnm rnur mub �1'.:-tod�,lt:,�11 V4JUl' 
lll�t\llkat1 1.i..a(;.\r,1 \\\n·tl [tu 1J.1iLth. Jcnjtnn mulrt1ital'I' nmdl'l'n )1111\J,lUn,ll dc.�,;u\ 1uml11h 
t1.llll!"iel 1 �L\." te,,ri-lf'Wca, Jiu, lll.il'l:tn 11/ mar kura11g ldtili !,O pereen r,(WO 1m1,1.k.n 
kcptrt11\.'.l.1n t>i persen 
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misalnya masih jauh dari yang ditargetkan. Segenap aspirasi 
masyarakat selama ini dinilai masih belum mampu dipenuhi 
oleh anggota legislatif. Sampai saat ini, apatisme masyarakat 
terhadap anggota DPR dipengaruhi oleh ketidakpercayaan 
mereka terhadap kapabilitas sang wakil rakyat dalam 
menjalankan fungsinya. Ketidakmampuan menjalankan 
fungsinya tersebut yang pada akhirnya dianggap sebagai 
sebuah kegagalan DPR baik dalam membuat undang-undang 
maupun dalam merespons kepentingan masyarakat. 

Lambat laun, kegagalan DPR menjalankan tugas dan 
fungsinya ini menjadi pemicu munculnya ketidakpercayaan 
publik dari sebagian masyarakat Indonesia. Kekecewaan 
tersebut mengakibatkan membesarnya sikap apolitis (golput) 
di masyarakat. Terlepas dari kuantitas pcmbuatan undang- 
undang yang mampu dihasilkan DPR, ha! lain yang disoroti 
masyarakat adalah terkait substansi Undang-Undang yang 
dianggap tidak memiliki skala prioritas karena rancangan 
undang-undang (RUU) seringkali jauh dari kebutuhan 
masyarakat. 

N amun di luar dari penilaian masyarakat tersebur, ha! 
pokok yang seharusnya diperhatikan dalam mengukur kinerja 
DPR adalah standard apa yang dilakukan? Bagaimana caranya 
dan apa alat ukurnya? Apakah para analis dan ilmuan politik 
selama ini sudah menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatifuntuk mengukur kinerja DPR? 

Dalam mengukur rendahnya DPR dalam menghasilkan 
undang-undang misalnya, tidak pernah diperhirungkan 

115 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

faktor "keterbukaan" dan "kririsnya" anggota dewan dalam 
mengemukaan gagasan dan pendapat di era reformasi. 
Dalam praktiknya, ketika DPR bukan lagi sebagai alat 
Stempel pemerintah seperti masa Orde Baru, formulasi 
pembahasan sejumlah undang-undang berlangsung lama 
karena diwarnai perdebatan sengit bahkan ada yang deadlock, 
menjadi sangat menyita waktu, energi dan biaya. Sehingga 
jadwal penyelesaian undang-undang tersebut meleset dari 
tengat waktu yang direncanakan. Terjadi perubahan suasana 
persidangan dan rapat-rapat di DPR pasca reformasi. Sidang 
paripurna, rapat komisi, atau pun rapat panitia khusus 
sekarang ini sangat sering diwarnai debat terbuka, silang 
pendapat, hujan interupsi, walk out dan insiden. 

Oleh karena iru, masyarakat atau civil society pun harusnya 
memberikan perimbangan dalam menimbang kerja DPR 
dengan tidak hanya melihat dari satu dimensi semata. Untuk 
itu, penggunaan metodologi yang ketat harus dilakukan 
karena menentukan validitas kesimpulan. Dalam mengukur 
efektifitas kinerja misalnya, apakah itu bisa dengan tepat 
dilakukan dengan penilaian konvensional kinerja perusahaan? 
Karena kinerja anggota DPR ditentukan oleh kerja politik, 
dan kerja politik tidak diukur dengan indikator efisiensi. 
Kerja politik hampir selalu tidak efisien karena adanya silang- 
pendapat, tarik-menarik kepentingan, Jobi, negosiasi, dan 
intervensi, dengan kata lain prosesnya tidak linear. Mengukur 
efektivitas pun tidak bisa hanya mengukur jumlah undang- 
undang ( kuantitatif) untuk menilai k.inerja fungsi legislasi 

116 



DI NAM I KA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

anggota DPR. Data jumlah undang-undang hams ditambah 
dengan data mengenai kualitas undang-undang (kualitatif). 

Seharusnya yang hams dikawal dan dipantau oleh 
civil society adalah program legislasi (UU) DPR itu apakah 
sejalan dengan program pembangunan Nasional yang akan 
dijalankan oleh pemerintah sehingga ada sinergi antara DPR 
dan pemerintah dalam usaha mewujudkan pembangunan 
nasional. Kesalahpahaman masyarakat adalah menuntut D PR 
RI untuk direduksi menjadi manufaktur perusahaan dalam 
memproduksi undang-undang. Kurang mampu berpikir 
apakah UU itu berkualitas atau tidak dan apakah berpihak 
untuk kcpentingan rakyat atau tidak? 

Oleh karenanya civil society ke depan hams rneluruskan 
kembali jalannya politik legislasi. Soal semata teknis 
administratif itu bukan wilayah anggota DPR melainkan 
menjadi kewenangan Kesekjenan dan Badan Keahlian (BK) 
DPR. 

Epilog 
Untuk perbaikan hubungan wakil rakvat dengan yang 

diwakilinya ke dcpan, Anggota DPR dituntut bukan hanya 
menjadi kepanjangan tangan partai politiknya tetapi hams 
mampu menjadi perpanjangan tangan langsung rakyat. 
Dan ha! itu bisa dilakukan melalui medium partai politik 
itu sendiri. Saat ini terjadi persoalan komunikasi politik 
DPR yang sangat buruk kepada rakyat sehingga sangat 
berpengamh dalam proses pembentukan kepercayaan politik 
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oleh masyarakat umum yang berdampak pada citra DPR itu 
sendiri. 

Unruk membangun hubungan DPR dengan rakyat 
yang lebih dekar tentu akan menjadi tugas berat bagi DPR 
sebagai lembaga. Mempublikasikan dan mensosialisasikan 
ketja DPR sebenarnya membutuhkan penanganan yang 
khusus mengingat anggota DPR memiliki kepentingan 
yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah, keberadaan public 
relations dalam DPR menjadi sesuatu yang sangat strategis 
dan teramat penting untuk dikedepankan. 

Tingginyatuntutan kinerja anggota DPR di era 
keterbukaan saat ini menuntut mereka harus berupaya sebaik 
mungkin untuk memberikan ketersediaan informasi dan 
dokumentasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPR. Karena banyak masyarakat pun belum memahami 
dengan baik tugas dan fungsi DPR. Dengan komunikasi yang 
baik, peran serta dari masyarakat akan menjadi penyokong 
dalam pemberantasan korupsi sehingga bisa diminimalisir. 
Tentunya semua dengan prasyarat keterlibatan masyarakat 
untuk mengambil inisiatif untuk melaporkan, membeberkan 
dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum 
terhadap kemungkinan tetjadinya praktik korupsi. 
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PERAN ETIKA DALAM PENINGKATAN 
KINERJA ANGGOTA DPR RI 

Yusuf, S.Ag., M.Si!TA MKD 
Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 



Pendahuluan 
Kode Etik DPR RI disusun clalam rangka memberikan 
pecloman bagi anggota DPR untuk bersikap, berperilaku, 
bertinclak, clan berucap, sebagaimana clalam ketenruan Pasal 
235 UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD clan 
DPRD yang telah cliubah clengan UU No. 42 Tahun 2104 
tentang Perubahan UU No. 17/ 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, clan DPRD. 

Kade etik DPR disusun clan diatur clalam bentuk 
peraruran DPR yang hingga saat ini telah berjumlah 3 (tiga) 
peraruran, yairu Pertama, Keputusan DPR RI No.16/2004- 
2005 tentang Kode Etik DPR. Kepurusan ini merupakan 
pengaruran yangpertamakali tentangkocleetikDPRsepanjang 
sejarah DPR. Kedua, Peraruran DPR RI No. 1/2011 tencang 
Kocle Etik. Peraruran ini merupakan peraruran tentang kode 
etik DPR yang menggantikan peraruran sebelumnya, yairu 
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Kepurusan DPR RJ No.16/2004-2005 tentang Kade Erik 
DPR. Ketiga, Peraturan DPR No.1/2015 tentang Kade Erik 
DPR. Peraturan ini merupakan peraturan DPR tentang kode 
etik DPR yang ketiga sebagai peraturan yang menggantikan 
Peraruran DPR No.1/2011 tentang Kode Etik, yang berlaku 
hingga saat ini. 

Kode etik DPR berisi norma yang wajib dipatuhi oleh 
setiap anggota selama menjalankan tugasnya unruk menjaga 
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Kode etik 
DPR diatur dalam Peraturan DPR RJ No. 1/2015 tentang 
Kode Etik DPR RJ. Ini berarti dapat dikatakan bahwa 
kode etik DPR berkedudukan sebagai jaminan juridis agar 
kehorrnatan dan keluhuran rnartabar DPR dapat dijaga oleh 
anggota DPR RJ. 

Kode etik tersebut merupakan sebuah pedoman krireria- 
kriteria dalam etika politik. Erika politik juga mcnunjukkan 
perlu adanya instrumen dan indikator akuntabilitas 
demokratik, dan warga negara di Indonesia, berhak untuk 
menuntut tanggung jawab anggota DPR-RJ yang mewakili 
mereka, Dengan adanya Kade Etik, setiap anggota DPR 
RJ memiliki tuntutan etik untuk memenuhi dan melayani 
aspirasi rakyat yang diwakilinya. 

Kade etik DPR RJ kedepan diharapkan memiliki fungsi 
dan peran pengontrol dan pendorong peningkatan kinerja 
anggota Dewan dan kelembagaan Dewan dalam pelaksanaan 
fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.Dalam ha! ini, 
dibangun logika kode etik bahwa tingkat kepatuhan anggota 
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Dewan terhadap kode etik sebagai penentu peningkatan 
k.inerja anggora Dewan dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan 
Dewan yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran. 

Tulisan ini akan menguraikan bagaimana Kade Erik DPR 
RI berperan dalam meningkatkan k.inerja angora DPR RI 
dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kade 
etik DPR sangat berperan menentukan terciptanya kepuasan 
pcrsepsi publik terhadap k.inerja anggora dan kelembagaan 
DPR RI dalam pelaksanaan fungsinya, yaitu pengawasan, 
legislasi, dan anggaran. Ketika Kade Erik dipatuhi oleh 
anggota DPR RI bagi anggora DPR RI, maka akan lahir 
k.inerja anggota dan kelembagaan DPR RI yang baik. dalam 
persepsi publik. Namun, ketika Kade Erik tidak dipatuhi 
bahkan dilanggar maka akan menghasilkan k.inerja anggota 
dan kelembagaan DPR RI yang buruk dalam persepsi publik. 

Kinerja Anggota DPR RI 
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari 

kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa 
asing 'performance'. Bisa pula berarti "has ii kerja". Kinerja 
dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, 

Menurut Mangkunegara (2000:67) "Kinerja (prestasi 
kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya". 
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Menurut Sulistiyani (2003:223) "Kinerja seseorang 
merupakan kombinasi dari kernampuan, usaba dan 
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya". Menurut 
Hasibuan (2001:34) mengemukakan "kinerja (prestasi 
kerja) adalab suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 
serta waktu". Sedangkan menurut Nawawi (2001) yang 
dimaksud dengan kinerja adalah "Hasil dari pelaksanaan 
suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non 
fisik/non mental. 

Dari pengertian kinerja diatas, maka dapar disimpulkan 
yang dimaksud dengan kinerja adalab suatu hasil kerja yang 
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 
dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 
pengalaman, kesungguhan serta waktu. Dengan demikian 
kinerja anggota DPR Rl adalab suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas diembannya yang 
didasarkan atas kecapakan, pengalaman, kesungguhan serta 
waktu.Anggota DPR Rl dalam menjalankan tugas-tugasnya 
menuntut adanya kecakapan, pengalaman, kesungguhan 
serta waktu. 

Miner dalam Sudarmanto (2009:11) mengemukakan 
4 (empat) dimensi yang dapar dijadikan colak ukur menilai 
kinerja, yaitu: 
a. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan; 
b. Kuantitas, yaitu jumlab pekerjaan yang dihasilkan; 
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c. Penggunaan waktu dalam kerja, yairu waktu kerja efektif: 
jam kerja hilang; 

d. Ketja sama dengan orang lain dalam bekerja. 

Menurut Mahsun (2006) bahwa indikator kinerja terdiri 
dari: 
a. Pelayanan yang tepat wakru dan berkualitas 
b. Tingkat keterampilan pendidikan yang sesuai dengan 

bidang kerja 
c. Kehadiran/keterlambatan. 

Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan 5 (Lima) indikator 
yang digunakan untuk mengukur kinetja, yaitu sebagai 
berikur: 
l. Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat 

efisiensi, retapi juga mengukur efektivitas pelayanan. 
Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio 
antra input dengan output. 

2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penring 
dalam menjelaskan kinetja organisasi pelayanan publik. 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai 
organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik 
terhadap kualitas. 

3. Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik runduk pada para 
pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah 
bahwa para pejabat politik tersebur karena dipilih oleh 
rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan 
kepentingan publik, konsisten dengan kehendak publik. 
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4. Responsivitas, yairu: kemampuan birokrasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 
dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program- 
program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 
responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara 
program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat. 

5. Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan 
kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip administrasi yang benar. 

Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
Kinerja. Menurut Simanjutak (2005) kinerja dipengaruhi 
oleh: 

1. Kualitas dan kemampuan pegawai. Yaitu hal-hal yang 
berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, 
motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai; 

2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan 
dengan lingkungan kerja (keselamatan kerja, kesehatan 
kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal-hal yang 
berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, 
jaminan sosial, keamanan kerja). 

3. Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 
kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial 
manajernen, 
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Menurut Scdarmayanri (2007), faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja antara lain: 1) Sikap dan mental 
(motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja), 2) Pendidikan, 
3) Keterampilan, 4) Manajemen kepemimpinan, 5) Tingkat 
penghasilan, 6) Gaji dan kesehatan, 7) Jarninan sosial, 8) 
Iklim kerja, 9) Sarana dan prasarana, 10) Teknologi, dan 11) 
Kesempatan berprestasi. 

Berpijak kepada pendapat Sedarmayanti diatas, maka 
Kade Erik DPR RI dapar menjadi fakror yang mempengaruhi 
kinerja anggota DPR RI. Kinerja sebagai suatu hasil kerja 
dalam pelaksanaan rugas-tugas yang diembang, maka kinerja 
anggota DPR rnerupakan hasil kerja dari pelaksanaan rugas 
dari 3 (tiga) fungsi DPR RI, yairu legislasi, anggaran, dan 
pengawasan. 

Pengaruh Etika Terhadap Klnerja Anggota DPR RI 
Secara teori, dalam konsepsinya sebagaimana uraian diatas 

bahwa etika merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja. Ini berarti bahwa etika mempengaruhi peningkatan 
kinerja. Erika yang baik akan melahirkan kinerja yang baik 
dan sebaliknya etika yang tidak baik menghasilkan kinerja 
yang tidak baik. 

Dalam ha! menjelaskan bagaimana peran kode etik DPR 
RI untuk meningkatkan kinerja anggota DPR RI, maka 
tidaklah salah jika penulis harus berpedoman pada hasil 
beberapa penelitian rerkair hubungan etika dan kinerja yang 
relah pernah dilakukan, sekalipun tidak rerkair langsung 
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mcneliti hubungan antara etika dan kinerja anggota DPR 
RI. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, dapat 
dirernukan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja.Dari berbagai penelitian yang dapa dipelajari, maka 
akhirnya disimpulkan bahwa etika menjadi salah saru faktor 
yang mcmpengaruhi k.inerja. 

Diantara penelitian tersebut adalah penelitian yang telah 
dilakukan oleh Aras Aira (2016) yang meneliti Pengaruh 
Erika Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar. Penelitian 
ini menggunakan sampcl para manager Dinas Kabupaten 
Kampar yang terdiri dari 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD).Hasil penelitian menunjukan bahwa ecika kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. 

Konsep etika kerja yang dikonscruksi peneliti cersebut 
adalah sikap kepribadian, wacak, karakter serca keyakinan 
atas sesuaru. Sikap ini cidak hanya dimiliki oleh individu, 
tetapi juga kelompok, bahkan masyarakat. Ecika dibencuk 
oleh kebiasaan, pengaruh budaya serta sistem nilai yang 
diyakini, Etika kerja mempunyai unsu-unsur: bersumber dan 
berkaican dengan nilai-nilai kejiwaan seseorang, menunjukan 
pandangan yang rnendarah daging, menunjukan sikap dan 
harapan seseorang. Selanjucnya ecika berkenaan dengan 
moralitas beserca persoalan-persoalan dan pernbenarannya. 
Moralitas juga merupakan salah satu instrument 
kemasyarakatan apabila suaru kelompok sosial menghendaki 
adanya penuntun cindakan cerhadap pemerintah kea rah yang 
lebih baik. 
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Penutup 
Kinerja DPR merupakan hasil kerja anggota DPR 

RI dalam melaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran, dan 
Pengawasan. Kerja DPR RI mcrupakan kerja politik yang 
didalamnya berisi silang pendapat, tarik-menarik kepentingan, 
lobby-negosiasi-intervensi yang berjalan secara tidak linear. 
Sebagai kerja politik, hasil kerja tersebut dapat dilihat pada 
efekriviras kcrja. Maka k.inerja DPR RI sangat terkair dengan 
efektif atau cidak efektif anggota DPR RI dalam melaksanakan 
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.Kinerja DPR RI 
yang baik adalah bekerja secara efektif dalam melakanakan 
fungsi DPR RI tersebut. 

Sejauhmana DPR bekerja secara efektif dalam 
melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan 
akan ditentukan oleh sejauhmana anggota DPR RI memilik.i 
kesadaran etik dan kepacuhan cerhadap Kode Erik DPR RI. 
Peran Kode Etik DPR RI apabila disadari dan dipatuhi oleh 
anggota DPR RI akan dapat mengontrol dan mengendalikan 
watak dari kerja politik yang penuh diantaranya dengan 
silang pendapat, tarik menarik kepentingan, lobby-negosiasi- 
intervensi. 

Dalam ha! ini, adanya kesadaran etik dan kepatuhan 
kepada Kode Etik DPR RI akan dapat membelokan teori 
politik yang menvatakan bahwa dalam polick tidak ada kawan 
dan lawan abadi, melainkan kepentingan yang abadi. Teori ini 
rncnempatkan kepentingan menjadi segala-galanya. Apabila 
anggota DPR RI sadar dan patuh kepada kode etiknya, maka 
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kepenringan yang ingin dipenuhi dalam kerja politik adalah 
kepentingan etik, yang didalamnya mengandung tunrutan 
mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara 
daripada kepenringan pribadi, kelompok atau golongan. 

Peran Kade Erik DPR Rl akan menjadikan kerja polirik 
DPR Rl sekaligus kerja etik, Silang pendapat anggota 
DPR Rl berjalan secara eris serta dalam control dan kendali 
etika. Tarik menarik kepentingan dilakukan bukan karena 
kepenringan pribadi, kelompok atau golongan melainkan 
karena kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 
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Kinerja DPR selalu dipersoalkan. Dalarn persepsi publik, 
DPR tidak pernah luput dari persepsi negatif publik yang 
sudah pasti itu terkait dengan kinerjanya. Seolah-olah 
hal yang mengakibatkan persepsi publik tersebut, yaitu 
dalam proses formulasi sejumlah undang-undang menjadi 
berlangsung lama karena diwarnai perdebatan sengit bahkan 
ada yang deadlock, menjadi sangat menyita waktu, energi dan 
biaya. Sehingga jadwal penyelesaian undang-undang tersebut 
meleset dari tengar waktu yang direncanakan. 

Sesungguhnya sejak Reformasi 1998 DPR telah berubah, 
namun apakah perubahan tersebut melahirkan perubahan 
kinerja? Berbagai perubahan politik pasca Reformasi 1998 
telah mendorong lembaga DPR Rl menjadi lebih demokratis 
dan akuntabel; dan membuat anggota Dewan menjadi 
lebih bebas dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. 
Walaupun, dalam beberapa kasus, perubahan tersebut juga 
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telah menimbulkan kesulitan tersendiri. Sebagai contohnya 
tengan proses pembahasan undang-undang diatas. 

Dianrara berbagai perubahan politik pasca Reformasi 
1998, ada dua yang dianggap paling signifikan mempengaruhi 
k.inerja Dewan. Pertama, terkait dengan posisi dan relasi 
Dewan dengan lembaga negara lain. Salah satunya adalah 
berubahnya praktik ketata-negaraan dari executive heavy 
menjadi legislative heavy. Perubahan tersebut bertujuan untuk 
menciptakan kondisi check and balance di tiga lembaga negara 
( cksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang menghasilkan division 
of power (pembagian kekuasaan) dan bukan separation of power 
(pemisahan kekuasaan). Penekanan division of power memilik.i 
arti tersendiri karena pelaksanaan fungsi pembuat kebijakan 
(legislarif), pelaksana kebijakan ( eksekutif), dan pengawas 
kebijakan (yudikatif) dapat dilakukan secara bersama-sama. 
Sebagai contoh: fungsi legislasi, yang menjadi domain utama 
DPR, dilakukan bersama-sama anrara DPR [dan DPD] 
dengan Pemerintah dengan kedudukan yang setara. Kedua, 
terkait dengan berubahnya atmosphere ( suasana/ lingkungan) 
persidangan dan rapat-rapat di DPR. Sidang paripurna, 
rapat komisi, atau pun rapat panitia khusus sekarang ini 
sangat sering diwarnai debat terbuka, silang pendapat, hujan 
interupsi, walk out dan insiden. Hal yang jarang ditemui di 
DPR sebelumnya. Sekarang ini para Bapak/Ibu Anggota 
Dewan yang terhormat tidak mau lagi berperan sebagai yes 
man/woman. Walaupun, ada juga diantara mereka yang agak 
terlalu bersemangat ketika menyampaikan pendapat terutama 
bila sedang di sorot kamera. 
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Namun, apa yang telah dipersepsikan publik, sangat 
penting untuk direspon terutama oleh internal DPR sendiri 
yang didahului dengan upaya mengukur Kinerja DPR. 
Tulisan ini akan menjelaskan apakah kinerja DPR bisa 
diukur? bagaimana cara mengukurnya? Apa alat ukurnya? 
Apakah seperti meteran yang digunakan tukang jahit?Kenapa 
tukang jahit? Karena tukang jahit adalah tukang ukur yang 
paling rasional. Mereka tidak pernah menggunakan ukuran 
lama untuk menjahit baju baru. Mengapa tukang jahit selalu 
menggunakan ukuran terbaru? Supaya bajunya pas dan 
nyaman dipakai.Sehingga pelanggan merasa senang dan 
puas. Ini adalah pelajaran yang diperoleh George Bernard 
Shaw, pemenang Nobel Sastra Tahun 1925, dari tukang 
jahit. Tukang jahit bukan peneliti. Tetapi, pendekatan yang 
digunakan keduanya sama: kuantitatif (ukuran baju) dan 
kualitatif (tingkat kepuasan pelanggan). Belajar dari Shaw, 
studi juga akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatifuntuk mengukur kinerja Dewan. 

Metodologi: Variable dan lndikator 
Metodologi sangat penting karena menentukan validitas 

kesimpulan.Untuk membuat kesimpulan pengukuran ini 
valid maka ada dua prasyarat yang harus dipenuhi. 

Pertama; variable dan indikator yang digunakan harus 
bisa mengukur tingkat efektifitas kinerja Dewan. Ini karena 
kinerja Dewan ditentukan oleh kerja politik, dan kerja 
politik diukur dengan indikator efektivitas. Kerja politik 
tidak diukur dengan indikator efisiensi. Kerja politik hampir 
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selalu tidak efisien karena adanya silang-pendapat, tarik- 
menarik kepenringan, lobby-negosiasi-intervensi, prosesnya 
tidak linear. Sehingga, untuk mengukur kinerja Dewan, 
pertanyaannya adalah: sejauh mana DPR (Lembaga dan 
anggota) telah bekerja secara efektif untuk mewujudkan visi 
yang diembannya, yairu mislanya Visi DPR 2009-2014: 
"Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang 
kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan 
masyarakar yang adil dan makmur." Visi tersebut kemudian 
dijabarkan dalam misi yang secara prinsip mengacu kepada 
tiga fungsi utama, yaitu fungsi Iegislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan. Asumsinya, bila ketiga fungsi 
ini dilakukan dengan baik (menerapkan produk hukum 
dan peraturan perundangan yang tepat, mengalokasikan 
penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan memastikan 
bahwa Iembaga eksekutif bekerja dengan cfektif) maka visi 
Dewan dapar tercapai. Sejauh mana visi ini tercapai, dapat 
diukur melalui berbagai indikator, misalnya, Gross Domestic 
Product (GDP), Human Development Index (HD!), dan Happy 
Planet Index (HP!). Walaupun ketiga indikator terse but 
memiliki banyak kelemahan, saat ini belum ada indikator lain 
yang lebih baik. 

Kedua, tingkat efekrivitas kinerja Dewan harus diukur 
dengan pendekatan kuantitatif (angka) dan pendekaran 
kualitatif (huruf). Apabila menggunakan hanya salah satu 
pendekatan, hasil pengukuran menjadi tidak komprehensif 
dan kesimpulannya menjadi tidak valid. Sebagai contoh, 
menghitung jumlah undang-undang yang sedang, akan 
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dan telah ditetapkan sangat mudah. Namun, apakah 
jumlah undang-undang dapat digunakan sebagai indikator 
ringkat efektivitas kinerja Dewan? Apakah semakin banyak 
undang-undang yang dihasilkan maka kinerja DPR semakin 
baik? Bagaimana bila ternyata undang-undang tersebut 
tidak mencerminkan aspirasi rakyat banyak? Bagaimana 
bila ternyata undang-undang tersebut di-judicial review, 
di-amandernen ataupun dibatalkan MK segera setelah 
ditetapkan? Ini memperlihatkan bahwa data jumlah undang- 
undang (kuantitatif) tidak cukup untuk menilai kinerja 
fungsi legislasi Dewan. Data jumlah undang-undang harus 
ditambah dengan data mengenai kualitas undang-undang 
(kualitatif). 

Namun, hams diakui sangat sulit unmk menenrukan 
kriteria objektifkualitas sebuah undang-undang; apalagi setiap 
undang-undang unik sehingga tidak dapat diperbandingkan. 
Kualitas undang-undang, misalnya, tentang Kitab Undang- 
undang Hukum Acara Pidana rentu tidak dapar dibandingkan 
dengan kualitas undang-undang tentang Badan Usaha Milik 
Negara. Menenmkan tingkat efektivitas kinerja Dewan 
memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. The 
Commonwealth Parliamentary Association berhasil mengatasi 
permasalahan ini dan kemudian mengusulkan penggunaan 
standar yang sama unmk mengukur kinerja Parlemen di 
Negara-negara Commonwealth; [l] The �rid Bank Institute 
juga mengusulkan berbagai variable dan indicator unruk 
mengukur tingkat efektivitas Parlemen; [2] sedangkan The 
Inter-Parliamentary Union telah berhasil mengembangkan 
tool-kit untuk mengevaluasi fungsi Parlernen. [ 3] 
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Evaluasi Kinerja: fungsi leglslasi, fungsl anggaran, dan fungsi 
pengawasan 

Secara konstitusional, DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi 
utama yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan dalam rangka menjalankan fungsi representasi 
Dewan. Dalam praktiknya, dinamika pelaksanaan tiga fungsi 
tersebur relatif tinggi. 

Fungsi Legislasi 
Dewan dituntut unruk dapat menyeiesaikan semua RUU 

yang diterapkan dalam Prolegnas. Tuntutan tersebut tenru 
saja sulit dipenuhi. Pertama, DPR pasca reformasi berbeda 
180° dengan DPR masa Orde Baru. Dulu, proses legislasi 
sebatas prosedural, sebagai tukang stempel undang-undang 
yang di-inisasi pemerintah. Sehingga tidak heran, DPR 
periode iru selalu dapat menyelesaikan seluruh RUD yang 
dircncanakannya.Sekarang, proses legislasi lebih substansial, 
undang-undang diccrmati dan dipcrdebatkan terlebih dahulu 
sebelum ditetapkan. Sehingga masuk aka] bila tidak semua 
undang-undang bisa diselesaikan sesuai renggat waktu yang 
telah disepakati. Ksdua ; Dewan terkendala oleh ketidak- 
sinkronan wakru antara penetapan Prolegnas, penetapan 
anggaran, dan Laporan Kinerja DPR RI.Laporan kinerja 
DPR RI disampaikan pada setiap Tahun Sidang (16 
Agustus-15 Agusrus tahun berikutnya) sementara Prolegnas 
setiap tahun diretapkan berdasarkan tahun takwim (Ianuari- 
Desember). Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 akan 
selesai pada bulan Desember, sementara laporan kinerja 
disampaikan bulan Agustus. Pengaruran waktu yang tidak 
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'pas' ini mcnyebabkan DPR, di dalam Laporan kinerjanya 
scolah-olah gaga! menuntaskan semua "pekerjaan"-nya. 

Dewan diberikan "rapor rnerah" beberapa waktu lalu oleh 
satu LSM yang mengklaim berfungsi sebagai parliamentary 
watch. LSM tersebut menggunakan kriteria kuantitatif, salah 
satunya, dengan membandingkan jumlah RUU Prolegnas 
dan UU yang dihasilkan. Memang benar, capaian fungsi 
legislasi Dewan tidak menggembirakan. Dari Tahun 2010 
sampai 2014, hanya 29,5% jumlah RUU Prolegnas berhasil 
diselcsaikan menjadi UU. Lihat Tabet 1. Tetapi, sebenarnya, 
sangat amat jarang ada Parlemen di dunia yang mampu 
menyelesaikan semua RUU yang mereka rencanakan di 
awal periode jabatan. Bahkan House of Representative (HoR) 
Australia, pada periode masa jabatan 2004-2006, hanya 
mampu menyelesaikan 69,3% target RUU mereka (321 UU 
dari 463 RUU). Coba bandingkan dengan HoR Amcrika 
Serikar (AS), pada periode masa jabaran 2005-2006, yang 
menyelesaikan 1,35% target RUU mereka (143 UU dari 
10.558 RUU). 

Bila melihat angka capaian fungsi legislasi diatas, apakah 
dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi HoR AS buruk, 
lebih buruk dari pada DPR RI? Bila DPR RI dapat "raper 
rnerah" maka Ho RAS "tidak naikkelas?" Pertanyaan tersebut, 
rentu tidak bisa dijawab hanya dengan menghitung jumlah 
UU yang dihasilkan. Kesimpulan yang diambil berdasarkan 
data kuatitatif seperti itu tidak !ah valid. Supaya kesimpulan 
yang diambil valid, data kuamitatif harus dilengkapi 
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dcngan data kualitarif Diamaranya: bagaimana posisi dan 
relasi parlernen, bagaimana proses perundang-undangan, 
bagaimana kualitas UU yang dihasilkan. Mcmbandingkan 
ketiga Negara, rernyata, pertama; sistem Pemerintahan, 
sistem Parlemen, masa jabatan, jumlah kursi, inisiator RUU 
dan jumlah komitc/Komisi di parlemen berbeda. Kedua, 
proses pembentukan perundangan juga berbeda.Indonesia 
yang paling sederhana, sedangkan Amerika Serikat yang 
paling rumit. Apakah proses pembentukan perundangan 
yang relative sederhana di Indonesia menyebabkan DPR RI 
lebih mudah mencapai target legislasi dibandingkan Amerika 
Serikat? Dan, apakah proses yang rumit di Amerika Serikat 
menjamin bahwa UU yang dihasilkan tidak mudah dibawa ke 
MK (untuk dibatalkan atau diamandemen)? Yang jelas, UU 
yang dihasilkan oleh HoR di Amerika Serikat dan Australia 
hampir tidak ada yang di-judicial review dalam kurun waktu 
kurang dari lima tahun sejak ditetapkan. 

Fungsi Anggaran 

Secara teori, melakukan evaluasi terhadap fungsi anggaran 
lebih mudah bila dibandingkan dengan mclakukan evaluasi 
terhadap fungsi legislasi karena variable dan indikatornya 
jelas. Seperti \'ang telah ditetapkan oleh paket UU tentang 
Keuangan Negara (UU No.17 /2003, UU No.1/2004, UU 
No.15/2004 dan UU No.25/2004) mengharuskan sistem 
perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, 
efisien dan akumabel; selain menuntut adanya disiplin 
anggaran dan jaminan kesinambungan anggaran. Tetapi, 
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karcna isu anggaran sangat sensitif dan politis, secara prakcik 
evaluasi fungsi anggaran menjadi tidak mudah. Bahkan, 
scringkali lebih sulit dibandingkan evaluasi fungsi legislasi. 

Sccara keseluruhan, hasil cvaluasi transparansi informasi 
anggaran di Indonesia mcmbanggakan. Survey Open Budget 
Index tahun 2012 yang dilakukan oleh International Budget 
Partnership menernpatkan Indonesia pada peringkat terbaik 
pertama di Asia Tenggara dan peringkat terbaik kedua di 
Asia serelah Korea Selaran. Survey dilakukan di berbagai 
negara dengan menanyakan, beberapa diamaranya, apakah 
ada mekanisme tanya-jawab bagi publik yang berkaitan 
dengan anggaran, apakah ada mekanisme bagi publik untuk 
bcrpartisipasi, dan apakah ada !em baga independen yang 
ikut mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran. 
Lihat Indonesia terbaik di Asia Tenggara terkait evaluasi 
transparansi informasi anggaran. (Sumber: http://survey. 
imernationalbudget.org/ #rankings) 

Walaupun hasil survey tersebur membanggakan, 
efektivitas kinerja fungsi anggaran DPR [baca: Badan 
Anggaran 1 sangat perlu ditingkatkan. Menurut CEFF- 
FISIP Ul (2014), Lobby-negosiasi-intervensi politik harus 
ditiadakan. Salah sarunya mclalui pcmbentukan Kantor 
Anggaran (Budget Office). Kantor Anggaran diperlukan 
untuk ( 1) melakukan kajian centang rencana kerja pemerintah, 
kebijakan dan prioricas anggaran, pokok-pokok kebijakan 
fiskal,analisisckonomi makro; (2) membantuBadanAnggaran 
melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi APBN; 
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(3) melakukan penelitian; (4) menyediakan informasi data 
yang memadai; ( 5) menjalin kerjasama dengan lembaga lain 
untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan reliable, 
seperri, lembaga penelitian, Universitas, Biro Statistik dan 
lainnya. Dengan adanya Kantor Anggaran, anggota Dewan 
dapat lebih fokus berperan sebagai "authoritative allocation 
of values" sehingga kepentingan rakyat diharapkan bis a lebih 
terlindungi.Untuk semak.in menjamin bahwa setiap rupiah, 
baik sebagai pendapatan negara maupun belanja negara yang 
dikelola Pernerintah, harus mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari DPR. Di samping iru, setiap rupiah yang dikelola 
oleh Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
rakyat, melalui wak.ilnya di DPR RI. Kantor Anggaran 
sebenarnya sudah sejak lama didirikan di berbagai Parlemen 
dunia.Di Amerika Serikat, "The Conqressional Budget 
Office (The CBO)" sudah berdiri sejak tahun 1974, sebagai 
perwujudan Congresswnal Budget and Impoundment Control 
Act of l 97 4. The CBO k.ini diperkuat oleh 200 staff spesialis 
keuangan yang berpendidikan Pascasarjana. 

Fungsi Anggaran Dewan bersifat otoritatif karena 
apabila Dewan tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan 
pemerintah, pemerintah harus menjalankan APBN tahun 
lalu. Senat di Australia juga memilik.i kewenangan yang 
sama. Dalam model strong bi-camera/ism dengan sistem 
non-fix term di Australia, Senat memilik.i hak budget yang 
sangat menentukan. Apabila Senat dua kali menolak usulan 
pemerintah, maka terjadi double desolution, pemerintahan 
harus dibubarkan dan dalam wakru 36 hari sudah harus 
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terbentuk pemerintahan baru, seperti yang terjadi pada masa 
PM Gough Whitlam pada tahun 1975 (Chusnul, 2014). 

Fungsi Pengawasan 
Secara kuantitatif, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPR Rl sangat baik karena banyaknya 
kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan 
pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara 
dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Tetapi, secara 
kualitatif, terutama bila dilihat dari tindak-lanjut kegiatan 
pengawasan, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan 
Dewan masih dipertanyakan. Selama ini rekomendasi dan 
simpulan Dewan termasuk Tim di bawah koordinasi Langsung 
Pimpinan Dewan masih banyak yang belum ditindaklanjuti 
oleh pihak terkait. Diantaranya adalah rekomendasi dan 
simpulan Tim Pemantau Pelaksanaan UU N o.11 tahun 2006 
Tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan 
UU No.21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua. Salah satu rekomendasi Tim Aceh adalah 
mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan Perpres 
mengenai Penyerahan Kantor BPN menjadi perangkat 
daerah Aceh, namun sampai saat ini Perpres yang dimaksud 
belum dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan Tim 
Papua mendorong dilaksanakan Inpres No.5/2007 tentang 
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, 
namun perlu diakui dampak dari Pelaksanaanon top mechanism 
mengenai alokasi dana otonomi khusus dan dana otonomi 
khusus infrastruktur belum optimal dalam menye!esaikan 
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berbagai persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Sebenarnya secara kelembagaan, Dewan dapat menggunakan 
bcrbagai haknya (Hak Intcrpelasi, Hak Angket, dan Hak 
Menyatakan Pcndapat) unruk mengawasi tindak lanjut dari 
rekomendasi dan simpulan yang sudah dihasilkan retapi 
Dewan sangat bcrhati-hati untuk menggunakan hak tersebut. 

Fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan, antara lain, 
melalui kegiatan rapat keria, rapat dengar pendapat, dan rapat 
dengar pendapat umum, selain membenruk Tim pengawas/ 
rim khusus, dan melakukan kunjungan kerja (kunker).Dalam 
rangka fungsi pengawasan, DPR RI juga telah menindak- 
lanjuti berbagai pengaduan yang datang dari masyarakat. 
Tugas ini dinyatakan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s dan 
Pasal 79 huruf j serta Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR 
RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 
12 hurufj, serta Pasal 160 ayat (3) huruff, di mana salah satu 
fungsi pengawasan DPR RI adalah merespons pengaduan 
masyarakat, N amun agaknya, Dewan kurang optimal dalam 
memanfaatkan teknologi Informasi. Padahal, Dewan dapat 
memperluas jangkauan Pengawasan dan meningkatkan 
kecepatan dalam memberikan tanggapan atas pengaduan 
Masyarakat melalui teknologi informasi. 

Penutup 

Mengukur kinerja DPR adalah pekerjaan yang mudah 
bila hanya menggunakan variabel dan indikator kuantitatif. 
Menjadi sulit, bila harus mengkombinasikannya dengan 
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variabel dan indicator kualitatif. Program/kegiatan yang 
sudah dilakukan dan produk yang sudah dihasilkan dalam 
rangka melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 
fungsi pengawasan DPR RI banyak sekali. Bila semua icu 
diukur secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa kinerja 
DPR baik. 

Namun harus diingat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, 
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dilaksanakan dalam 
rangka menjalankan fungsi representasi DPR. Bila ditanya 
apakah program/kegiatan yang dilakukan dan produk 
yang dihasilkan sudah benar-benar mencerminkan aspirasi 
konstituen yang diwakilinya dan mendukung visi yang 
diernbannya, yaitu: "Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga 
perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makrnur" maka dapat 
disimpulkan kinerja DPR belum baik. Tetapi, yang paling 
memiliki hak otoritatif untuk menjawab adalah rakyat. Rakyat 
!ah yang harus ditanya: apakah semua program/kegiatan 
dan produk tersebut sudah tepat dan memberi manfaat? 
Karena rakyat yang senang dan puas akan memilih partai/ 
kandidat yang sama lima Tahun lagi, sama seperti pelanggan 
yang senang dan puas akan kembali lagi menjahitkan baju di 
cukang jahit yang sama. 
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Pendahuluan 
Sejarah praktek penyelenggaraan pemerintahan kita 
menggambarkan, sebelum reformasi dan perubahan UUD 
1945 ditandai dengan kuatnya peran lembaga eksekutif 
(executive heavy). Sebaliknya, dalam era reformasi dan UUD 
1945 pasca amandemen terjadi reposisi peran dari masing- 
masing lembaga yang memegang kekuasaan negara, baik 
di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di bidang 
legislasi misalnya, terjadi pergeseran kekuasaan dari Presiden 
kepada DPR. Demikian pula dalam bidang pengawasan, 
terjadi peningkatkan peran DPR Rl, karena beberapa 
kebijakan publik yang sebelumnya menjadi hak prerogatif 
Presiden, sekarang harus dikonsultasikan, mendapat 
pertimbangan, bahkan persetujuan dari DPR Rl. 

Undang-undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945 
yang telah diamandemen, telah menempatkan DPR Rl 
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pada posisi srrategis clan penting dalam tatanan kehidupan 
kenegaraan, yaitu melalui kedudukan yang memiliki 
kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undnag, 
fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang 
clan kebijakan pemerintah lainnya oleh eksekurif, serta dalam 
fungsi penetapan anggaran negara. 

Dalam pembentukan undang-undang, DPR menjadi 
lembaga yang paling dominan. Pasal 20 ayat ( 1) UUD 1945 
menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang". Kemudian 
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Presiden perlu 
memperhatikan pertimbangan DPR dalam ha! mengangkat 
duta clan menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 
ayat (2) clan (3)). Dengan demikian kekuasaan DPR jauh 
lebih kuat dibandingkan dengan era sebelumnya. 

Perubahan tersebut membawa konsekuensi, bahwa 
tuntutan masyarakat terhadap kinerja Dewan juga semakin 
meningkat.Namun, setelah 18 tahun pasca reformasi 
masyarakat menilai DPR Rl belum dapat melaksanakan 
fungsinya secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini 
tergambar dari berbagai hasil survei atau jajak pendapat yang 
dilakukan, baik oleh media massa maupun lembaga swadaya 
masyarakat (LSM). 

Institut Riser Indonesia (IN SIS) merilis hasil survei 
mengenai kinerja anggota DPD Rl periode 2009-2014, 
hasilnya sebagian besar responden menilai kinerja para 
wakil rakyat itu tidak memuaskan. Survey berjudul citra 
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dan evaluasi kinerja DPR di Mata Publik itu menyebutkan, 
sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota 
DPR tidak baik. Sementara 16,1 persen menilai scmakin 
tidak baik. Ada juga yang mengaku puas dengan kinerja 
DPR, namun jumlahnya hanya sekitar 21 persen dari total 
respnden. Sedangkan 1,9 persen responden ridak mernberikan 
jawaban. Dalam pembuatan UU (legislasi) sebanyak 42,9 
persen responden mengaku tidak puas dan 5,6 persen sangat 
tidak pusa. Sedangkan 13,7 persen tidak menjawab. Ia juga 
menambahkan. bahwa sebagian besar masyarakat tak banyak 
tahu tentang DPR. Sebanyak 93,2 persen responden survey 
tak tahu jumlah anggota dewan saat ini. dan hanya 6,8 persen 
responden yang tahu jumlah anggota DPR yang sebanyak 26 
orang itu. 

Hasil survey ini menunjukkan trend yang menghawatirkan 
terkair integritas DPR dimata masyarakat.pasalnya, tingkat 
kepuasan publik berada jauh di bawah angka 50 persen. Ini 
sangat membahayakan wajah parlemen Indonesia masa kini 
dan mendatang.Menurut Muchtar, ketidak puasan publik ini 
dikarenakan para anggota dewan tidak merepresentasikan 
aspirasi masyarakat. kasus-kasus hukum, perilaku asusiala 
dan sikap tidak disiplin anggota dewan juga semakin 
memperburuk citra mereka di rnata publik'", 

Hail Survei Nasional Pol-Tracking Institute juga telah 
menyebutkan sebagian besar masvarakat tidak puas dengan 
kinerja DPR.hanya 12,64 persen masyarakat yang menjawab 

14 Survei Insis: K1ner1a DPR Puaskan Publ,k. http://m.Jpnn.com/news/survci-insis- 
kmerj a-dpr- gagal-pu askan-pu blik 
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puas terhadap kinerja DPR periode 2009-2014. Sisanya ada 
61,68 persen menyatakan tidak pusa terhadap kinerja DPR/ 
sebanyak 25,68 persen menyatakan tidak tahu. Menurutnya, 
rendahnya penilaian publik terhadap kinerja DPR Rl 
disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas kinerja serta 
produk DPR di tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, 
dan pengawasan. Hal ini diperburuk oleh tersangkutnya 
anggota dewan dalam kasus hukum, seperti korupsi, skandal 
moral, dan komunikasi publik yang kurang eris di media15. 

Dalam penilaian pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa 
Bhakti, Selama 1 (tahun) kinerja DPR periode 2014- 
2019 dalam rangka implementasi fungsi legislatif tidak 
banyak prestasi membanggakan. Rakyat yang memberikan 
kepercayaan penuh kepada DPR justru dibalas dengan 
tindakan dan kinerja yang tidak jelas, rakyat tidak 
memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat. DPR justru 
sibuk kepentingannya sendiri, sibuk dengan jabaran kerua- 
ketua dan wakil-wakil ketua komisi-komisi dan badan badan 
DPR antar koalisi dan anggota DPR serta tontonan yang 
tak mendidik pada awal kinnerja DPR 2014.DPR hanya 
sibuk merebut posisi dari pada menjalankan peran dan fungsi 
mereka sebagai wakil rakyat yang terhormat. DPR lebih 
disibukkan dengan kepentingan individu dan kelompok. 
Dimana diawal priode DPR lebih sibuk membuat undang- 
undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR 
dan DPRD (UU MD3) yang proses pembetukannya terkesan 

'5Hasil Kmerja DPRBuruk.httpc//m.tempo.co/read/news/2013/10/20/0785 23131/ 
lagi-hasil- survei-kinerja- dpr- bu ru k 
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dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan kelompok 
semata dan mengabaikan kepentingan ekonomi, keseharan 
dan pendidikan yang mendesak untuk segera di undang- 
undangkan. Bahkan proses UU MD3 menuai pesan balas 
dendam dari pilpres 201416. (Ikrar Nusa Bakti :20) lebih 
lanjur bahkan menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
(Formappi), k.inerja DPR-Rl menjadi yang rerburuk selama 
DPR era reformasi17• Penilaian ini berdasarkan dengan 
hasil produk legislasi DPR yang hanya menyelesaikan tiga 
RUU dari sebanyak 39 RUU yang masuk dalam prioritas 
Program Legislasi Nasional tahun 2015. Jika di persentasikan 
Prolegnas yang diselesaikan tahun 2015 mencapai 7,7 persen. 
Sementara Prolegnas DPR 2014-2019 totalnya berjumlah 
160 berarti 10 bulan berkerja, DPR baru menyelesaikan 
1,8 persen Prolegnas. Pencapaina ini sangac minim sekali 
jika dibandingkan dengan k.inerja DPR pada tahun-tahun 
sebelumnya. Secara umum dikatakan bahwa kinerja DJ?R Rl 
buruk dan menyebabkan citra DPR belum baik sebagaimana 
mestinya 18• 

Dengan demik.ian dalam melakukan fungsi legislasi, 
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, DPR-Rl yang jauh 
lebih kuat dibandingkan dengan era sebelumnya.Perubahan 
tersebut membawa konsekuensi, bahwa tuntutan masyarakat 

1
� Ikrar Nusa Bakti, DPR RI: Kmerja Awai yang Buruk. LIPI, Pusat Penelitian 

Politik. "Quo Vadrs Politik Indonesia". LIPI Press, Jakarta. 
17 Kinerja DPR sekarang dinilai terburuk selama reformasi.http://m.republika. 

co. id/be r i ta/nasional/poli uk/ l 5 /1 l /02/nxS pz83 36- kr nerj a- dpr · seka rang- din i I ai- 
terbu ru k · sel am a· era· reformasi 

111 News Detik. Melihat Prescasi DPR 2014-Z019 selarna I tahun bekerja. 
http://m.decik.com/news;berita/303 283 l zmelthar.presrast-dpr- 2014-2019- selama-L. 
tahun-bekerja 
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terhadap kinerja Dewan semakin meningkat. Namun, 
dalam pelaksanaan rugas dan fungsinya, DPR-RI belum 
didukung oleh sumber daya rnanusia, sarana, dan prasarana 
yang memadai sehingga pelaksanaan ketiga fungsi DPR-Rl 
( Iegislasi, anggaran, dan pengawasan) belum sesuai yang 
diharapkan. 

Di bidang legislasi, pembentukan undang-undang belum 
dapat memenuhi jumlah yang ditentukan dalam prioritas 
tahunan dan beberapa undang-undang yang dihasilkan 
belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan 
masyarakat. Selain itu, masyarakat menilai bahwa proses 
pembahasan rancangan undang-undang kurang rransparan. 
Ketiga permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpuasan 
masyarakat terhadap kinerja D PR di bi dang legislasi. 

Di bidang anggaran, masyarakat menilai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara belum menjawab kebutuhan 
masyarakat. Dalam ha! alokasi anggaran belanja negara, 
masyarakat menginginkan agar perencanaan anggaran 
dilakukan dengan cost efectiveness serta tepat sasaran bagi 
kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya 
tidak semua harapan masyarakat tersebut dapat terwujud. 

Pada bidang pengawasan terdapat beberapa permasalahan, 
antara lain rendahnya cfektivitas pengawasan melalui rapat 
komisi dan slat kelengkapan Dewan lainnya, kunjungan 
kerja Anggota DPR-RI dalam menyerap aspirasi masyarakat 
(konstituen) yang sering tidak ditindaklanjuti sebagaimana 
rnestinva oleh Pemerintah. Oleh sebab iru, masyarakat menilai 
bahwa DPR-Rl belum efektif dalam menjalankan tugas dan 
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fungsinya serta dalam menciptakan check and balances", 

Oleh karena itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan 
citra Dewan perlu dilakukan upaya-upaya strategis bagi 
peningkatan kinerja Dewan. Kinerja dalam arti pencapaian 
hasil dapat dinilai menurut pelaku, yairu hasil yang diraih 
oleh individu, kelompok, instirusi dan kinerja program atau 
kebijakan. Kinerja Dewan dapat dimaknai juga sebagai unjuk 
kerja Anggota yang dapat diamati dari sisi kedisiplinan dalam 
bekerja, kerepatan dalam bekerja, kerjasama dalam mencapai 
produktifitas kerja yang optimal. Dengan kinerja yang 
optimal, Dewan akan mendapatkan legitimasi yang semakin 
kuat dari masyarakat dan konstiruen. Dengan parlemen yang 
kuat secara fungsional maka diharapkan dapat dibangun 
sistem check and balance yang berkualitas antara Dewan dan 
Pemerintah. 

Sejauh rm memeang telah dilakukan perubahan 
dan penyempurnaan peraruran tata tertib DPR guna 
meningkatkan kinerja dewan. Akan tetapi ternyata 
penyempunraan peraruran tata tertib DPR tersebut belum 
dapat sepenuhnya memperbaiki kinerja dewan.Kekecewaan, 
kritik serta tanggapan negtif masyarakat terhadap DPR perlu 
dijadikan bahan bagi perbaikan kinerja Dewan. 

Parameter berdasarkan teknis prosedural yairu sesuai 
dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan peraruran 
DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 bahwa setiap RUU harus 

19 Konsep Kinerja Dewan: Laporan Tim Kajian DPR RI Tahun 2007 www. 
parlemen.nct 
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disertai kelengkapan teknis dan memperhatikan pelaksanaan 
Prolegnas tahun sebelumnya. Selain iru, RUU yang berasal 
dari DPD harus sesuai dengan Pasal 22 D UUD NRI Tahun 
1945. Sedangkan dalam menentukan jumlah RUU yang 
akan masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 diperkirakan 
berjumlah 135 RUU dengan perhitungan masing-masing 
AKD diberikan porsi 2 RUU setahun atau 10 RUU dalam 
jangka waktu lima tahun ditambah 5 RUU yang dibahas oleh 
Panitia Khusus". 

Konsepsi Kinerja Dewan 
Meningkatnya peran Dewan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, menarik perhatian publik untuk memberikan 
sorotan atau penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut. 
Sorotan ini sekaligus membawa harapan agar Dewan dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya yang digariskan dalam 
UUD 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya, serta 
mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tentunya 
menuntut komitmen yang kuat (full committed) Anggota 
Dewan terhadap konsistusi dan peraturan perundang- 
undangan yang ada. 

Oleh karena itu untuk melakukan evaluasi terhadap 
kinerja Dewan dalam pelaksanaan fungsinya, diperlukan 
adanya tolok ukur sebagai pedoman untuk menghubungkan 
antara tatanan ideal yang diharapkan dengan apa yang terjadi 
di dalam praktek pelaksanaannya. 

"Ringkasan Laporan Kinerja DPR 2014-2015 
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Tolok ukur tersebut dapat dituangkan dalam suatu 
kerangka konsepsional yang digunakan dalam kajian ini. 
Konsep-konsep yang terkait dengan k.inerja Dewan, antara 
lain: 

a. Konsep perwakilan, 
konsep perwakilan ini berasal dari teori kontrak social, 

dimana teori kontrak social ini menggambarkan proses 
pencapaian kesepakatan masyarakat untuk memperoleh 
konsentrasi kekuasaan yang dieperlukan guna menjamin 
keberadaan dan kemampuan negara mencapai tujua bersama. 
Kelompok atau indovidu yang mendapatkan kepercayaan 
sebagai penguasa itu diberikan kewenangan mengarur 
kehidupan bersama sehingga terbentuk pemerintahan.Untuk 
mempcrtahankan agar kckuasaan yang dipegang pemerintah 
tetap memberikan manfaat maka ditetapkan upaya 
penggunaan kekuasaan yang diperoleh pemerintah hendaklah 
dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin 
kepada warga negara21• 

b. Konsep kinerja, 
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing- 
masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral dan etika. Kinerja dapar diartikan juga sebagai 
prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode 

21 Arbr Sanit. Perwakilan PoUtik d1 lndrmesui Jakarta, CV Rajawali 1985. H. 26 
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rerrentu.Prestasi yang dimaksud adalah efektivitas operasional 
organisasi baik dari segi manajerial maupun ekonomis 
operasioanl. Dengan kinerja k.ita dapat mengetahui sampai 
seberapa besar peringkat prestasi keberhasilan atau bahkan 
mungkin kegagalan seseorang karyawan dalam menjalankan 
amanah yang diterima.kinerja adalah penampilan perilaku 
kerja yang ditandai oleh keluwesan gerak, ritme atau urutan 
kerja yang ssesuai dengan prosedur sehingga diperoleh hasil 
yang memenuhi syarat berkualitas, kecepatan clan jumlah. 
Rumusan ini menjelaskan tingkat keberhasilan seseorang 
atau lembaga dalam melaksanakan pckcrjaannya-'. 

c. Fungsi-fungsi lembaga perwakilan, 
Fungsi DPR sebagaimana disebutkan dalam UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 A ayat 
1 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, clan fungsi 
pengawasan. ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut 
kemudian dijabarkan ke dalam UU NO. 22 Tahun 2003 
tentang susunan clan kedudukan MPR, DPR, DPD, clan 
DPRD.berdasarkan penjelasan pasal 25 UU tersebut, yang 
dimaksud dengan fungsi legislasi adalah fungsi membentuk 
UU yang dibahas dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan 
adalah melakukan pengawasan terhdap pelaksanaan UUD 
Negara Republik Indonesia 1945, UU, clan Peraturan serta 
pelaksanaannya. 

c, Lijan Poltak Smambela, Kmena Pegawai; Teon Pengukuran dan Impbkas1. Graha 
llmu, Yogakarta 2012. H.5 
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d. Konsep sistem pendukung sebagai penunjang pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dewan (supporting system). 
Pelaksanaan fungsi DPR tidak akan berjalan dengan 

optimal tan pa adanyadukungan dari bcrbagai pihak, khususnya 
Sekretariar Jenderal DPR RI. Undang-Undang No. 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD menyatakan bahwa untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat 
Jenderal DPR. Undang-undang juga mengamanatkan agar 
organisasi Sekretariat Jenderal DPR harus disusun sesuai 
dengan perkcmbangan ketatanegaraan untuk meningkatkan 
kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi DPR. 
Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, dilakukan 
penyempurnaan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 
melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Jenderal DPR RI yang kemudian ditindaklanjuti 
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI No. 400/ 
Sekjen/2005. Sebab pada hakekatnya terdapat tiga unsur 
utama yang menentukan sistem pendukung yang ideal, yaitu 
birokrasi yang ideal ( efektivitas birokrasi), kualitas sumber 
daya manusia, dan optimalisasi sistem informasi. 

Selain iru, dasar negara Pancasila yang terkandung di 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa 
"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan". Sehingga dasar ideologis 
tersebut cukup menjelaskan adanya prinsip perwakilan di 
dalam negara Republik Indonesia. 
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Setelah Perubahan UUD 1945, lalu dikenal dua macam 
sis tern perwakilan (representation) di Indonesia yaitu, Pertama 
perwakilan rakyat di DPR yang dipilih melalui pemilu dengan 
peserta pemilu adalah partai politik, sehingga, perwakilannya 
disebut sebagai perwakilan politik (political representation). 
Kedua, perwakilan yang mewakili daerah (provinsi) yaitu 
DPD yang dipilih melalui pemilu dengan peserta pemilu 
perseorangan, sehingga perwakilannya disebut perwakilan 
wilayah atau ruang (regional representation). 

Selanjutnya, ada beberapa teori dan pendapat pakar 
politik yang mengungkapkan keterkaitan antara eksistensi 
Anggota DPR sebagai wakil rakyat dengan masyarakat luas 
sebagai terwakil. GilbertAbcarian membagi keberadaan wakil 
rakyat di parlemen ke dalam empat perspekrifyaitu: 

1. Wakil rakyat bertindak sebagai wali (trustee), disini si 
wakil bebas bertindak untuk mengambil keputusan 
menurut pertimbangannnya sendiri tanpa konsultasi 
dengan yang diwakilinya; 

2. Wakil rakyat bertindak sebagai utusan (delegate), disini 
si wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang 
diwakilinya, si wakil selalu mengikuti instruksi dan 
petunjuk dari yang diwakilinya; 

3. Wakil rakyat bertindak sebagai politico, disini si wakil 
kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak 
sebagai utusan yang rergantung isu; dan 

4. Wakil rakyat bertindak sebagai partisan, disini si wakil 
bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari 
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partai si wakil. Setelah si wakil terpilih maka lepaslah 
hubungannya dengan pemilih/masyarakat dan mulailah 
hubungannya dengan partai yang mencalonkannya dalam 
pemilu tersebut. 

Menurut Brian Saragih (1987:82-86) terdapat beberap 
teori yang berhubungan si wakil dengan yang diwakilinya 
antara lain yaitu, Pertama adalah teori mandat di mana si 
wakil yang duduk di lembaga perwakilan karena mandat 
dari rakyat sehingga disebut mandataris. Kedua adalah teori 
organ yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu 
organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti 
eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya 
mempunyai fungsi masing-masing dan saling tergantung 
satu sama lain. Setelah rakyat memilih wakilnya, tidak perlu 
lagi mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga 
ini bebas melakukan fungsinya menurut UUD. Ketiga adalah 
teori sosiologi Rieker yang menganggap bahwa lembaga 
perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi 
merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan 
memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang 
kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan 
si pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan. Keempat 
adalah teori hukum obyektif dari Duguit yang menyatakan 
bahwa dasarnya pada hubungan antara rakyat dan parlemen 
adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas 
kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sedangkan rakyat 
tidak akan dapat melaksanakan tugas-rugas kenegaraannya 
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tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang 
pemerintah. Jadi ada pembagian kerja23. 

Selanjutnya, kinerja DPR dapat dilihat dan dipelajari 
pada ringkasan laporan kinerja DPR (1 oktober 2014 - 13 
agustus 2015) dan ringkasan laporan kinerja DPR (Tahun 
2015-2016), Selama tahunSidang2014-2015, DPR bersama 
Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 3 
(tiga) RUU, 1 (satu) RUU masuk dalam prioritas tahun 
2014 dan 2 (dua) RUU masuk dalam prioritas tahun 2015. 

Kinerja DPR 2014-2015 
Penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 didasarkan 

pada suatu parameter baik secara teknis substantif maupun 
prosedural.Berdasarkan teknis substantif yang paling utama 
hams sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan yaitu perintah Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, perintah Ketetapan 
Majelis Perrnusyawaratan Rakyat (MPR), perintah undang- 
undang lainnya, sistem perencanaan pembangunan nasional, 
rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana 
pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah 
dan rencana srrategis DPR, dan aspirasi dan kebutuhan 
hukum masyarakat. Selain itu dari segi substantif juga 
memperhatikan program NAWACITA pemerintah serta 
materi RUU yang akan diatur belum terakomodir dalam 

!> Konsep Kinerja Dewan: Laporan Tun Kajtan DPR RI Tahun 2007 www. 
parlemen.net 
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undang-undang yang sudah ada clan tidak menimbulkan 
potensi resistensi oleh stakeholder. 

Parameter berdasarkan teknis prosedural yairu sesuai 
dengan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
DPR-RI Nomor 3 Tahun 2015 bahwa setiap RUU hams 
disertai kelengkapan teknis clan memperhatikan pelaksanaan 
Prolegnas tahun sebelumnya. Selain iru, RUU yang berasal 
dari DPD harus sesuai dengan Pasal 22 D UUD NRI Tahun 
1945. Sedangkan dalam rnenentukan jumlah RUU yang 
akan masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 diperk:irakan 
berjumlah 135 RUU dengan perhitungan masing-masing 
AKD diberikan porsi 2 RUU setahun atau 10 RUU dalam 
jangka wakru lima tahun ditambah 5 RUU yang dibahas 
oleh Panitia Khusus. Setelah melalui pembahasan, DPR 
clan Pemerintah menyepakati Prolegnas Tahun 2015-2019 
sejumlah 160 (seratus enam puluh) RUU clan 37 (tiga 
puluh tujuh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2015.yang 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna 6 Februari 2015. 

Selama Tahun Sidang DPR 2014-2015, DPR bersama 
Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 3 
RUU, 1 RUU masuk dalam Prioritas tahun 2014 clan 2 
RUU masuk dalam Prioritas tahun 2015. 
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Judul RUU Keleraogan 
RUU tentang Perubahan atas UU No. 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD 

RUU tentang perubahanatas 
Undanag-Undang No. 1 Tahun 2015 
tentang penetapan PERPPU No 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
GUbernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang 
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Substansi perubahan UU MD# 
ini yaitu ketentuan mengenai 
penggunaan hak interpelasi, hak 
anket, hak menyatakan pendapat atau 
hak anggota DPR serta ketentuan 
mengenai susuana pimpinan alat 
kelengkapan DPR yaitu komisi, 
Sadan Legislasi, Sadan Anggaran, 
Sadan Kerjasama ANtar Parlemen, 
Mahkamah Kehormatan Dewan, 
dan Sadan Urusan Rumah Tangga 
dilakukan dengan cara menambah 
jumlah wakil ketua sebanyak 1 orang 
pada setiap alat kelengkapan DPR 
tersebut 
Pembahasan Substansi RUU ini 
antara lain mengenai pemilihan 
secara berpasangan atau tidak, uji 
publik atau ssialisasi, penguatan 
pendelegasian tugas KPU dan 
Sawaslu sebagai penyelenggara 
pemlllhan keoala daera11, nersvaratan 
calon terkait dengan syarata 
pendidikan, persyaratan calon 
terkait dengan syarat pendidikan 
persyaratan eaten terkait dengan 
uslsa, syarat dukungan penduduk 
untuk eaten perseorangan penentuan 
pemenang dalam pemilihan kepala 
daerah, penentuan jumlah wakil, 
time frame pelaksanaan pilkada 
serentak, penjabat kepala daerah, 
tambahan syarat calon kepala 
daerah, penyelesaian perselisihan 
hasil pemilihan dan pembiayaan 
oenvannnaraan ollkada. 
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RUU tenang Perubahan alas UU No 
2 Tahun 2015 lenlang penelapan 
PERPPU No 2 Tahun 2014 lentang 
perubahan alas UU No. 23 

Substansi RUU merupakan implikasi 
dari hasil pembahasan RUU lenlang 
perubahan alas Undang-udang No 
1 Tahun 2014 lenlang pemilihan 
Gubernur, Bupali/ Walikola menjadi 
UU, yakni adanya perubhan judul 
yang diubah menjadi RUU lenlang 
perubahan kedu alas UU no 23 
Tahun 2014 tentanq pemerinlahan 
daerah, dikarenakan materi yang 
diubah dalam Perpu No 2 2014 
yang ditetapkan menjadi UU No 2 
Tahun 2015 hanya lerkail sato pasal 
lenlang kewenangan DPRD dalam 
memilih kepala daerah yang dihapus. 
Sehingga perubahan yang lerjadi 
dalam RUU adalah ternadap maten 
dalam UU No 23 Tahun 2014 lenlang 
pemerinlahan daerah akibalnya 
diubahnya beberapa materl dalam 
UU no 1 Tahun 2015 

Selain RUU diatas, terdapat 9 RUU kumulatif terbuka 
yang sudah diselesaikan pembahasannya. Di bidang perjanjian 
internasioanl, DPR telah menyelesaikan pembahasan. RUU 
tersebut pada intinya berisi tentang pengesahan terhadap 
instrument perjanjian internasioanl rersebut, menunjukan 
bahwa Indonesia sebgian bagian dari masyarakat internasinal 
mempunyai komitmen untuk turut serta berpartisipasi dan 
mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional 
dengan tetap memperhatikan kepenringan nasional. 

Di bidang anggaran DPR telah menyelesaikan 
pembahasan terhadap RUU perubahan atas Undang-undang 
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NO. 27 Tahun 2014 renrang anggaran pendapatan dan 
belanja negara rahun anggaran 201524. 

Kinerja DPR 2015-2016 

Laporan kinerja rahun kedua DPR Rl ini mencakup 
kegiatan-kegiaran yang telah dilaksanakan selama Tahun 
siding 2015-2016.Dan pada dasarnya kinerja DPR-Rl 
terkair dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR 
Rl sebagaimana diseburkan di dalam konsrirusi, yairu fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Dibidang anggaran, pada rahun siding ini, DPR 
telah menyelesaikan pembahasan terhdap RUU tentang: 
Perrangjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 
2014; anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
ANggaran 2016; perubahan anggaran pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Adapun uraian 
mengenai substansi ketiga Undang-undang tersebur akan 
dijabarkan lebih lanjur dalam pelaksanaan fungsi anggaran. 

Dalam Tahun Kedua (2015-2016) periode keanggotaan 
DPR 2014-2019, seluruh pembahasan APBN dalam 1 (satu) 
siklus anggaran Negara bdapat diselesaikan DPR Rl bersama 
Pemerintah, yakni: 

1. Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016; 
2. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas 

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014; 

:� Ringkasan Laporan Kinerja DPR 2014�2015 
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3. Pcmbahasan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 
2016; 

4. Pcmbicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 dan 
RKP Tahun 2017; 

5. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan 
Perkiraan Realisasi untuk 6 ( enam) bulan berikutnya 
APBN Tahun Anggaran 2016; 

6. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaraan 2015. 

Di samping itu, dalam proses pcmbahasan APBN, DPR 
melalui Badan Anggaran juga melakukan kegiatan Rapat 
Dengar Pcndapat Umum (RDPU), audiensi, dan kunjungan 
kerja, 

Kescpakatan Asumsi Dasar dalam RAPBN sebagai 
berikut: 

No Asumsl RAPBN Kese pa l(alan 
1 Pertumbuhan eknomi 5.5 5,3 
2 lnflasi 4,7 4,7 
3 Nilai tukar rupiah 13,400,0 13.900,0 
4 Tingkat suku bunga SPN 3 bin(%) 5,5 5,5 
5 Harga Minyak/lCP (US$ barel) 60,0 50,0 
6 Lifting Minyak (ribu barel/hari) 830,0 830,0 
7 Lifting Gas Bumi (ribu barel setara 1.155,0 1.155,0 

mlnyak/hari) 
6 Lifting minyak gas dan bumi (ribu 1.985,0 1.985,0 barel setara mmvaklhanl 
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Di bidang legislasi Secara keseluruhan, jumlah RUU yang 
telah selesai dibahas mulai dari awal periode keanggotaan 
DPR RI 2014-2019 berjumlah 28 (dua puluh delapan) 
RUU. Jumlah RUU yang telah selesai dibahas tersebut, 
dapat dirinci melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan 
Tahun Sidang dan Tahun Takwim atau Tahun Anggaran. 

Bcrdasarkan Tahun maka perinciannya adalah sebagai 
berikut: 
a. Tahun Sidang 2014-2015, RUU yang selesai dibahas 

berjumlah 12 RUU 
b. Tahun Sidang 2015-2016, RUU yang selesai dibahas 

berjumlah 16 RUU 
Scmentara apabila berdasarkan Tahun Takwim atau 
Tahun Anggaran, perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Tahun 2014, RUU yang selesai dibahas berjumlah 1 
(satu) RUU; 

b. Tahun 2015, RUU yang selesai dibahas berjumlah 17 
(tujuh belas) RUU; 
Sampai dengan bulan Juli 2016, RUU yang selesai 
dibahas berjumlah 10 (sepuluh) RUU. 

Selanjutnya, dibidang pengawasan, DPR RI pada tahun 
siding 2015-2016 memiliki delapan rim yang dibentuk di 
pimpinan DPR RI. Adapun Tim yang dibentuk dipimpinan 
tersebut adalah: 1. Tim pengawas DPR RI tentang Otonomi 
Khusus Aceh, Papua, dan DIY; 2. Tim Penguatan Diplomasi 
Parlemen; 3. Tim implementasi reformasi DPR RI; 4. Tim 
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pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI; 5. Tim 
pengawas penyelenggara ibdah haji; 6. Tim pemantau dan 
evalusasi usulan program pembangunan daerah pemlihan 
(UP2DP); 7. Tim Pengawas DPR RI tentang pembangunan 
daerah perbatasan; dan 8.Tim pengawas DPR RI tentang 
vaksin palsu. Dimana pembentukan tim tersebut merupakan 
lanjutan dari pelaksanaan pengawasan sebelumnya, sebagian 
sudah selesai melaksanakan tugasnya, sebagian masih 
berlangsung hingga saat ini dan sebagian barn terbentuk25• 

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR 

Sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia 
menyatakan tidak puas dengan kinerja anggota DPR RI 
Periode 2014-2019. Bahkan masyarakat menganggap DPR 
tidak bisa menyelesaikan ketimpangan di daerah, serta 
masyarakat tidak yakin dana aspirasi yang diusukan DPR 
bisa meningkatkan pembangunan26• 

Hal ini karena melihat kinerja DPR RI selama 1 tahun 
awal pada priode sangat memprihatinkan. Selama satu tahun 
tidak banyak yang dilakukan oleh anggota DPR RI selain 
hanya sensasi, sibuk pada retorika dan diplomasi kekuasaan 
yang pada akhirnya DPR tidak menjalankan peran fungsinya 
secara maksimal dan tidak banyak prestasi pembangunan 
selama 1 tahun. Rakyat yang memberikan kepercayaan 
penuh kepada DPR justru dibalas dengan tindakan dan 

25 Ringkasan Laporan Kinerja DPR 2015-2016 
�6 http://www.mri-reseach-ind.comJberita-293-walah%E2%80%A6-masyarakat- 

tak-puas-terhadap-k1ncrja-dpr.html 
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kinerja yang tidak jelas, tidak memperjuangkan berbagai 
kepentingan rakyat. DPR justru sibuk kepentingannya 
sendiri, sibuk dengan jabatan ketua-ketua dan wakil-wakil 
ketua komisi-komisi dan badan badan DPR antar koalisi dan 
anggota DPR serta tontonan yang tak mendidik pada awal 
kinnerja DPR 2014. Dimana DPR lebih disibukkan dengan 
kepentingan individu dan kelornpok lebih sibuk membuat 
undang-undang Nomor 17 tahun 2014 temang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD (UU MD3) yang proses pembentukannya 
terkesan dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan 
kelompok semata dan mengabaikan kepentingan ekonomi, 
kesehatan dan pendidikan yang mendesak untuk segera di 
undang-undangkan. 

Hal ini sebagaimana dikemukakan Forum Masyarakat 
Peduli Parlemen (Formappi) bahwa kinerja DPR Rl menjadi 
yang terburuk selama DPR era reformasi bahkan persepsi 
publik kepada DPR sampai di titik nadir. (Nasional. republik: 
2016) Penilain ini berdasarkan dengan has ii produk legislasi 
DPR yang hanya rnenyelesaikan tiga RUU dari sebanyak 39 
R UU yang masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 
tahun 2015. Jika di persentasikan Prolegnas yang diselesaikan 
tahun 2015 rnencapai 7,7 persen. Sementara Prolegnas DPR 
2014-2019 totalnya berjumlah 160 berarti 10 bulan berkerja, 
DPR baru menyelesaikan 1,8 persen Prolegnas Pencapaina ini 
sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kinerja DPR 
pada tahun-tahun sebclumnya". Bahkan tidak sebanding 

'
7 News Denk.Mehhar Prestasi DPR 2014-2019 selama 1 tahun bekerja.http://m. 

decik.com/news/berita/3032831/melihar-prestasi-dpr-2014-2019-selama- l-tahun- 
bekerja 
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dengan anggaran DPR unruk fungsi legislasi yan mencapai 
RP 246 rniliar, juga menuai beberapa cacatan konrroversial, 
seperti dalam UU Pilkada, misalnya. UU Pilkada mempersulit 
syarat calon dengan menaikkan syarat dukungan KTP kepada 
calon independen dan syarat dukungan partai kepada calon 
dari jalur partai. Hal ini dapat berimplikasi pada minimnya 
kandidat pilkada karena semakin sulitnya syarat dukungan 
dalam pilkada28• 

Selanjutnya, Lemahnya kinerja DPRsejatinya juga diakui 
oleh anggota Wakil Kerua Komisi III, Benny Kabur Herman, 
ia mengatakan bahwa kinerja DPR RI belum optimal dan 
tidak focus dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator, 
kerja DPR tidak jelas, pimpinan dewan sibuk ngurus gedung 
dan ngurus kasung. (Kompasiana: 2016) Dan wakil ketua 
DPR, Fadli Zon, sejatinya juga mengakui bahwa prioritas 
RUU tidak akan selesai dibahas selama 1 tahun. Lembaga 
yang diharapkan sebagai representatif kepentingan rakyat 
pada kehilangan orientasi dengan dagelan-dagelan yang hanya 
menunjukkan ambisi kekuasaan dan kepentingan individu. 

Kinerja DPR dalam fungsi legislasi menunjukkan bahwa 
fungsi legislasi merupakan titik lemah kinerja DPR. Hal 
ini disebabkan incapacity anggota DPR konflik internal 
kelembagaan, terlalu banyak reses, dan lemahnya leadership 
dalam DPR, dan banyak DPR yang tidak memahami apa 
fungsi, tugas dan wewenang DPR. Selain kinerja DPR dalam 

28 Indonesia Corruption Warch. Kinerja l rahun DPR Penode 2014-2019, 
setahun "Tanpa" Kerja, 11 April 2016. www.antikorupsi.org/iJ/content/evaluasi- l- 
rahun-dpr-periode- ZO 14-2019- serahun. 
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implementasi fungsi legislasi, fungsi anggaran yang dilakukan 
D PR juga sangat lemah. Fungsi anggaran D PR terkesan hanya 
untuk kepentingannya sendiri, selain pembahasan RAPBN 
Tahun 2016 yang telah dihasilkan dengan pembahasan yang 
alot, fungsi anggaran lebih kepada pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan DPR semata. 

Hal ini sebagaimana laporan dari Formappi, bahwa kesan 
fungsi anggaran hanya untuk kepentingan sendiri terlihat 
dari alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan 7 
mega proyek DPR, pembangunan dapil, dan pembangunan 
tunjangan DPR. (News. liputan 6: 2016) Kinerja DPR 
dalam implementasi fungsi anggaran lebih berorientasi 
kepada kepentingan dan kesejahteraan anggota DPR.Fungsi 
anggaran yang diharapkan oleh publik untuk mengangkat 
kesejahteran, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 
masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi mikro seolah 
tidak menjadi agenda penting dan orientasi DPR.Fungsi 
anggaran esensinya yang dilakukan DPR hanya memenuhi 
hasrat kepentingan DPR ketimbang memperjuangkan 
kepentingan rakyat yang diwakilinya29. 

Selanjutnya, ha! ini dapat diuraikan dan dilihat fungsi 
anggaran yang hanya berorientasi pada kepentingan DPR. 
Anggaran untuk DPR terns meningkat. APBN 2015 
menyebutkan bahwa anggaran DPR sebesar Rp 3,556 
Triliun. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp 5,191 

29 Indonesia Corruption Warch. Kinerja 1 cahun DPR Periode 2014-2019, 
secahun "Tanpa" Kerja, 11 Apnl 2016. www.antikorupsi.org/id/content/evaluasi-1- 
tahun-dpr-periode-2014-2019-setahun. 
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Triliun. Kenaikan sebesar Rp 1.635 triliun tercatat dalam 
APBN P 2015 dengan keterangan "tambahan belanja hasil 
pembahasan". Kenaikan anggaran internal DPR ini tidak 
berbanding dengan kinerja yang dihasilkan. Selain itu, 
peningkatan anggaran dapar dilihat pada anggaran reses. 
Masing-masing anggota DPR menerima dana reses sebesar 
Rp 150 juta untuk setiap anggota. Dalam satu tahun terdapat 
lima kali reses, maka setiap anggota dewan setidaknya akan 
mendapatkan Rp. 750 juta pertahun dari anggaran reses. Dan 
total dana reses selama satu tahun DPR berjalan sebesar Rp. 
420 M sesuai jumlah anggota 560 orang. Begitu banyaknya 
anggaran ncgara yang hanya diperuntukkan untuk belanja, 
dan sensasi DPR. 

Sedangkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi 
pengawasan tidak jauh berbcda kelemahannya. Formappi 
memberikan raport merah dalam fungsi ini, yang paling 
disoroti adalah rekomendasi lunak dalam raker. Raker 
memberikan rekomendasi lunak terhadap pemerintah, dari 
40 panja hanya 3 panja yang selesai, sementara sisanya tidak 
ada kejelasan. Disamping itu puluhan ribu temuan BPK 
tidak ditindak lanjuti oleh DPR. Fungsi pengawasan DPR 
masih cendrung dilakukan secara parsial dan tebang pilih 
untuk kepentingan rnereka sendiri. Semisal dalam konteks 
penegakan hukum.DPR sering kali mcnyoroti fungsi 
penyadapan oleh KPK. Namun tidak pernah mempertanyaak 
penyadapan terhadap aparat penegak hukum lain. Selain 
itu, DPR hanya terns mempermasalhkan penetapan Budi 
Gunawan oleh KPK sebagai tersangka korupsi. Sebaliknya 
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DPR tidak pernah memepermasalahkan penetapan tersangka 
yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pimpinan KPK 
maupun Pimpinan Komisi Yudisial karena Pencemaran 
nama baik. Indikasi-indikasi ini menunjukkan titik terang 
keberpihakan DPR terhadap kepentingannya sendiri, bahkan 
sangat rasional apabila masyarakat menilai bahwa apa yang 
dilakukan oleh DPR menyikapi kasus Palisi dengan KPK 
adalah untuk melindungi kepentingan dan proyek besar yang 
sarat dengan korupsi'", 

Beranjak dari potret perspesi yang kurang membahagiakan 
terhadap DPR di mata publik itu, tentu publik tidak dapat 
di persalahkan. Dengan kata lain, persepsi publik yang 
demik.ian tidak muncul begitu saja di ruang hampa. Ada sebab 
yang melatarbelakanginya. Jika ditilik, maka adabeberapa 
latarbelakang yang mendorong mengapa publik cenderung 
memilik.i persepsi negatif atau buruk terhadap DPR. 

Pertama, adalah terkait dengan skandal hukum yang 
menimpa anggota DPR. Skandal hukumtersebut terutama 
sehubungan dengan soal kasus tindak korupsi. Dari 2004 
hingga kini, DPR selalu mendapat persepsi buruk soal 
korupsi. Dari skala 1 sampai 5---dimana angka 1 berarti tidak 
sama sekali korupsi dan angka 5 berarti sangat korup-DPR 
hampir tiap tahunnya mendapat nilai 4,4. Ini artinya pcrsepsi 
masyarakat terhadap DPR sangatlah buruk soal korupsi. 

�c Reni Suwamo. 2014. Surve UI: Kepercayaan ke DPR terus menu run. 
http: //google we bligh r.com/ ! lite_ u r I= http ://m_re pu blika. co .rd/beri ta/nasional/ 
umum/13/11/ 11/mw 29dy-survei-ui-kepercayaan-ke-dpr-terus-menurun 
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Adapun persepsi buruk soal korupsi terhadap DPR 
tidak lepas dari pelbagai runtutan peristiwa yang menyeret 
anggota dewan kc dalam pusaran kasus korupsi. Sejak 
reformasi digulirkan hingga kini, hampir di tiap periode 
selalu menyeruak kasus korupsi yang melibatkan anggota 
DPR. Untuk menyebutkan beberapa saja misalnya ada kasus 
suap alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dcphur, 
kasus suap eek pclawat pemilihan Dewan Gubernur Senior 
BI, kasus Suap Wisma Atlet SEA Games, kasus korupsi dana 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), 
kasus suap proses !clang pengadaan kapal patroli Dephub, 
kasus suap pembangunan Gedung Pusdiklat Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan sebagainya. Baru-baru 
ini misalnya, kasus tindak korupsi yang mcnyeret anggota 
dewan dan mendapat perhatian yang luas dari publik adalah 
kasus E- KTP Belum lagi bila disebutkan daftar nama anggota 
dewan yang tcrtangkap tangan menerima suap. Tenru ini 
akan scmakin mempertebal stigma dan perscpsi buruk publik 
terhadap DPR yang kerap terlukis dalam ungkapan seperti 
DPR sebagai "karrci korupsi", di rubuh DPR yang beroperasi 
adalah "sel politik tipu muslihat" dan "tidak transparan", lobi 
di DPR merupakan "pasar gelap kekuasaan" dan ungkapan- 
ungkapan sarkastis lainnya yang disematkan oleh publik 
kepada DPR. 

Jika dilihat dari sudut pandang tertenru, tentu dapat saja 
dikatakan atau dijclaskan bahwa persentase anggota DPR 
yang tcrlibat dalam skandal hukum seperti tindak korupsi itu 
mungkin tidak segadang yang dibayangkan. Namun, perlu 
disadari, sebagai lembaga yang paling merepresentasikan 
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kepentingan rakyat, maka sudah sepatutnya DPR memang 
betul-betul steril dari skandal hukum seperti tindak korupsi. 
J adi, seberapa kecilpun jumlah atau kuantitas anggota 
dewan yang rerseret ke dalam skandal hukum seperti tindak 
korupsi, ia bagaikan satu titik nila yang dapat merusak susu 
sebelengga. Apalagi dalam jumlah besar, yang dikenal dengan 
istilah korupsi berjamaah", tentu ini akan merusak marwah 
lembaga tersebut. Oleh karena itu, ketika anggota DPR 
tersandung kasus atau skandal hukum seperti tindak korupsi, 
walhasil, mau tidak rnau, ini akan mencoreng martabat DPR 
dan impaknya ialah publik mulai sangsi terhadap inregritas 
orang-orang yang berada di lembaga ini. 

Kedua, selain skandal hukum seperti tindak korupsi, ha! 
lain yang juga turut mendorong rendahnya persepsi positif 
publik terhadap DPR adalah lantaran rerdapatnya anggota 
DPR terpeleset dalam skandal moral dan praktek komunikasi 
publik yang kurang tepat bahkan juga ada yang cenderung 
tidak etis. 

Sehubungan dengan skandal moral, skandal moral iru 
dapat saja bermacam-macam bentuknya. Oulu, yang pernah 
ramai dibicarakan adalah soal anggota dewan yang terserat 
dalam prostitusi atau perselingkuhan. Di samping itu, skandal 
moral juga ada dalam bentuk "memperdagangkan pengaruh" 
(trading in influence). Saal praktek memperdagangkan 
pengaruh rnisalnya sempat ramai saat kasus Papa Minta 
Saham. Tentu dapat saja diperdebatkan isi kebenaran apakah 
Ketua DPR kala itu yang terseret dalam kasus Papa Minta 

178 



DINAMIKA DAN TANTANGAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN 

Saham betul-betul tengah berupaya mendapatkan atau 
mencari keuntungan dengan memanfaatkan posisi yang 
tengah ia duduki. Namun, yang jelas dan terang benderang, 
kctika kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Ketua DPR 
itu dan diliput hampir secara maraton oleh berbagai media, 
ha! itu telah memunculkan perscpsi negatif publik terhadap 
DPR-apalagi kasus "Papa Minta Saham" tersebut langsung 
melibatkan pimpinan DPR. Sejak kasus tersebut mencuat ke 
publik dan pemberitaannya begitu massif, publikpun makin 
memandang ncgatifbahkan sinis kepada lembaga DPR. 

Adapun terkait dengan prakrek komunikasi yang kurang 
tepat, ini juga kerap menambah citra buruk lembaga DPR. 
Hal ini misalnya terjadi saat dimana rakyat sudah jengah 
dengan tindak dan kasus korupsi, anggota DPR justru 
menunjukkan sikap resistensi rerhadap penguatan institusi 
pemberantasan korupsi. Misalnya, dengan mewacanakan 
pembubaran atau mengurangi wewenang KPK.Atau saat 
kasus Papa Minta Saham mencuat dan menjadi sorotan 
publik, justru ada beberapa wakil ketua DPR menujukan sikap 
pembelaan terhadap ketua DPR yang kala itu tcrsandung 
kasus Papa Minta Saham. Sikap bcberapa Wakil Ketua 
DPR itu, yang tercermin dari komunikasinya, bukannya 
mengurangi sentimen negatif publik kepada DPR, namun 
malah menambahnya. Tentu saja komunikasi yang tidak 
tepat tersebut merupakan blunder dan politically incorrect dan 
semakin memeruncing sinisme publik terhadap DPR. 
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Kctiga, hal lain yang turut pula mendorong timbulnya 
persepsi negatif dari publik terhadap DPR adalah menyangkut 
soal kinerja DPR. Seperti diketahui DPR memiliki tiga fungsi 
pokok. Di antaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini tidak dipandang 
oleh publik telah dijalankan secara optimal oleh para anggota 
DPR. 

Dalam fungsi legislasi misalnya publik menilai satu tahun 
kinerja DPR hasil pemilu 2014 tidak produktif. Produktifitas 
DPR ini dinilai dari pelaksanaan tugas-tugas utamanya 
terutama pembentukan undang-undang. Selama saru tahun 
masa kerja DPR misalnya sejak dilantik hanya 3 undang- 
undang yang berhasil diundangkan dari target Prolegnas 
2015 yakni sebanyak 39 undang-undang. Jika dibanding 
dengan negara maju seperti Amerika, maka produktifitas 
DPR terlihat sangat jomplang dimana dalam setahun Kongres 
Amerika bisa mengesahkan 125-160 undang-undang. 

Bila itu dilihat dari segi kuantitas, maka dari segi kualitas 
produk undang-undang benrukan DPR pun terkadang jauh 
dari kualitas yang diinginkan. Jauhnya dari kualitas yang 
diinginkan itu muncul karena beberapa sebab. Di antaranya 
seperti abainya anggota dewan mempertimbangkan 
latar belakang filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam 
pembuatan undang-undang. Akibatnya, DPR tampak gagal 
menangkap aspirasi rakyat dari produk undang-undang yang 
dihasilkannya. Selain iru, rendahnya kualitas undang-undang 
yang dihasilkan DPR juga lantaranketiadan visi kolektif 
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DPR. Visi dalam membuat undang-undang lebih cenderung 
mencerminkan kepentingan politik kelompok (visi jangka 
pendek) ketimbang kepentingan rakyat banyak (visi jangka 
panjang). Berkaca dari fungsi legislasi itu, tak heran bila 
publik lantas melihat bahwa DPR dalam menjalankan fungsi 
legislasinya kurang maksimal bahkan cenderung jauh dari 
harapan. 

Adapun dalam fungsi anggaran, fungsi ini pun tidak 
berjalan dengan optimal dan baik. Tak jarang fungsi ini 
digunakan oleh DPR sebagai posisi atau alat tawarnya 
dengan pemerintah dalam upaya meloloskan berbagai 
anggaran proyek-proyek mercusuar DPR, usulan dana 
aspirasi, kenaikan tunjangan dan peningkatan berbagai 
fasilitas DPR lainnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, dalam 
menjalankan fungsi anggarannya, alih-alih menggunakan 
fungsi tersebut guna mcmperjuangkan kepentingan 
masyarakat yang diwakilinya secara luas, justru yang terjadi 
fungsi tersebut acap digunakan untuk memenuhi hasrat 
DPR atau kepentingan kelompok. Belum lagi bila melihat 
kasus-kasus korupsi, penyimpangan, pembelajaan fiktif atau 
penggelembungan yang terjadi yang dilakukan anggota DPR 
lantaran menggunakan fungsi anggaran untuk mendapatkan 
keuntungan materi, hal tersebut tentu semakin menunjukan 
fungsi anggaran tidak dijalankan semestinya oleh DPR. 

Kemudian terkait fungsi pengawasan, fungsi pengawasan 
pun kurang berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan DPR 
masih cenderung dilakukan secara parsial dan tebang pilih. 
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Dalam konteks penegakan hukum umpamanya, DPR 
seringkali menyoroti fungsi penyadapan oleh KPK. Namun, 
tidak pernah mempertanyakan penyadapan terhadap aparat 
penegak hukum lain. Tidak optimalnya fungsi pengawasan 
yang dilakukan DPR juga dapat dilihat misalnya dari masih 
minimnya upaya DPR memperbaiki kinerja kementerian 
atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama predikat wajar dengan 
pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat 
(TMP). Belum lagi bila melihat dari kunjungan kerja (kuker) 
yang dilakukan anggota DPR. Kunjungan kerja yang 
dilakukan DPR pada dasarnya adalah untuk menjalankann 
fungsi pengawasannya. Namun, dalam prakteknya, yang 
acap terjadi justru kunjungan kerja dimanfaatkan anggota 
DPR untuk kepentingan para anggota DPR bukan untuk 
kepcnringan rakyar (yakni memastikan atau mengecek 
bahwa lembaga-lembaga atau institusi-institusi tertentu 
telah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik 
dan semestinya). Oleh sebab iru, tak heran kalau kemudian, 
kendati DPR kerap disebut sebagai milik rnasyakarakar, 
namun dalam menjalankan fungsinya ternyata tidak 
dilakukan untuk melayani kepentingan "sang pemiliknya" 
melainkan kepentingan pribadi atau kelompok yang sarat 
muatan atau kepentingan politis. Dengan kata lain, tindakan 
DPR melalui fungsi yang dimilikinya justru dilakukan untuk 
mengamankan kepentingan pribadi atau kelompoknya bukan 
untuk kepentingan masyarakat. 
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Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja DPR RI. 
Kinerja dan prestasi DPR dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Kepercayaan 
masyarakat sebagai modal utama DPR menjalankan peranan 
dan fungsi sebagai wakil rakyat. DPR sejatinya sebagai 
negarawan, pejuang rakyat, yang dirunjukkan dengan kinerja 
dan prestasi dalam implementasi peran fungsi legislatif. 
Sebaliknya, jika kcnerja DPR jelek maka kepercayaan 
publik lemah bahkan hilang, dan akhirnya DPR mencederai 
kepercayaan rakyat dan esensi politik dalam mcmbangun 
bangsa dan negara yang baik. 

Kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat diketahui 
melalui hasil survei yang dipaparkan oleh Lingkaran Survei 
Indonesia (LSI). Denny J anuar Ali, peneliri dari LSI 
mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia kurang 
pecaya tehadap kinerja anggota DPR saat ini. Mereka yang 
percaya bahwa DPR bekerja untuk rakyat hanya sebesar 40 
persen, sementara 51,8 persen tidak percaya dan 8,2 persen 
tidak menjawab31• Bahkan kepercaayaan DPR saat ini berada 
di titik terendah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2005 
kepercayaan terhadap DPR masih berada di angka 56,0 
persen, April 2006 scbesar 52,80 persen. Pada September 
tahun 2007 sebesar 51,70 persen. Januari 2009 sebesar 
60,00 persen, Januari 2010 sebcsar 64,70 persen. Desember 
2010 tingkat kepercayaan sebesar 62,30 persen, kemudian 

31 LSI Denny JA: kepcrcavaan publik terhadap DPR terendah selarna 10 rahun 
http: I /m. de tik .c om/news/bcri ta/3098690 /ls r-dennv- j a· keperc a ya an· p u bl i k · terhada p · 
dpr-cerendah-Jalam-10-tahun-terakhir 
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Oktober 2012 sebesar 57,40 persen. Rendahnya kepercayaan 
masyarakan terhadap DPR menjadi sebuah ironi dalam 
perjalanan demokrasi indonesia. 

Ketidakpercayaan publik terhadap kinerja Anggota DPR 
terjadi secara merata. Baik Jaki-laki maupun perempuan, 
kalangan menengah atas maupun menengah bawah, 
pendidikan tinggi maupun rendah, masyarakat kota maupun 
desa. DPR dengan tingkat kepercayaan publik terendah 
dari pada lembaga negara lainnya seperti, KPK, MK, DPD, 
dan Presiden. Hasil survei Nasional Indo Barometer juga 
menyebutkan hasil yang sama, bahwa tingkat kepercayaan 
publik terhadap DPR tergolong rendah, clan terendah jika 
dibandingkan dengan Jembaga negara lainnya. Kepercayaan 
publik terhadap DPR hanya 50 persen, ha! ini terpaut jauh 
jika dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap KPK 
82 persen, clan TNI 81 persen. 

Rendahnya kepercayaan rakyat secara spesifik dapat pula 
dilihat pada kebijkan DPR yang berencana merevisi undang- 
undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Hasil survei 
Indikator Politik Indonesia menunjukkan pengaruh negatif 
clan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Peneliti 
IPI, Hendro Prasetyo menjelaskan has ii survei pada J anuari 
2015 tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR 59,2 
persen, sedangkan pada Januari 2016 setelah isu rencana 
revisi UU KPK tingkat kepercayaan kepada DPR sebesar 
48,5 persen32• 

12 Wilda Rasaili, K1nerya DPR Dan Kepercayaan Publik: analisis DPR dan kepecayaan 
publk terhadap kinerja DPR Rl 2014,2019. http://ejoumal.wiraraja.ac.id 
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Kepercayaan publik terhadap kinerja DPR juga dikatakan 
oleh Direktur Central for Election and Political Parti FISIP- 
UI, Reni Suwarno, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap DPR terns menurun, Turunnya kepercayaan 
publik selain aspek kinerja juga dipengaruhi dengan 
banyaknya kebijakan dan tindak tanduk anggota dewan 
yang bertentangan dengan logika publik.Banyak kebijakan 
DPR yang seringkali mengabaikan keinginan dan kehendak 
rakyat, bahkan DPR seringkali mengabaikan suara rakyat 
yang berdentang keras lewat, media bahkan jalanan.Selain 
itu, alasan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI 
sebagaimana disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Maruarar Sirait yaitu terbenturnya kepentingan rakyat 
dengan ideologi partai dan strategi kepentingan legislatif. 
Jika DPR terns mengabaikan rakyat demi kepentingan 
ideologi partai yang tidak memihak rakyat maka kepercayaan 
publik akan terns tergerus. Anggota DPR lebih tunduk pada 
kepentingan partai dan parlemen dari pada kepentingan 
rakyat33• 

Sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia 
menyatakan tidak puas dengan kinerja anggota DPR RI 
Periode 2014-2019. Bahkan masyarakat menganggap DPR 
tidak bisa menyelesaikan ketimpangan di daerah, serta 
masyarakat tidak yakin dana aspirasi yang diusulkan DPR 
bisa meningkatkan pebangunan=, 

H Reni Suwamo. 2014. Surve UL Kepercayaan ke DPR terus rnenurun. 
http ://googlewe blight. com/?lire _ url =http: //m. republika. co. id/beri ta/nasional/ 
umum/13/11/11/mw 29dy-survei-ui-kepercayaan-ke-dpr·terus-menurun 

31 Marcet reseach Indonesia: hctp://www.mn-reseach-ind.com/berita-293- 
walah0kE2%80%A6-masyarakat-tak-puas-terhadap-ktnerja-dpr.html 
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Melihat rendahnya kepercayaan puplik terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat sepatutnya segera diperhatikan dan tindak 
lanjuti oleh semua anggota Dewan dengan memperbaiki 
kinerja unruk membangun citra positif publik. Bila rakyat 
tidak percaya pada Lembaga Legislatif dan anggota DPR, 
maka rakyat tidak percaya pada output dan outcome legislatif. 
Rakyat juga tidak akan mematuhi peraruran dan perundangan 
yang disusun oleh legislatif. Dan hilangnya kepercayaan 
publik juga akhirnya menghilangkan fungsi lembaga negara. 
Dan ini ancaman bagi jalannya demokrasi indonesia35. 

Sebagai sebuah lembaga tinggi yang peranannya sangat 
signifikan di negeri ini, pada praktiknya DPR diharapkan 
agardapatmengedepankan aspek kinerja yang baik sebagai 
dasar pengelolaan lembaga. Namun, faktanya sampai saat 
ini, hal tersebuttampaknya masih jauh panggang dari api. 
Kinerja lembaga ini belum menunjukkan hasil yang optimal 
dan selalu terjebak dalam problematika repetitif. Hingga 
periode kepengurusan 2014-2019, kinerja DPR terus saja 
menuai banyak sorotan dan kritikan. Hal ini tidak terlepas 
dari minimnya implementasi fungsi pokok sebagai lembaga 
perwakilan rakyat yakni menjalankan fungsi legislasi, 
fungsi anggaran dan fungsi kontrol dari waktu ke waktu 
(Wahyuningsih, 2013). 

Salah satu yang indikator yang mencolok dari 
permasalahan yang dihadapi oleh DPR adalah capaian 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tak pernah 

35 Wilda Rasath, K1nerya DPR Dan Kepe1cayaan Pubbk. analis,s DPR dan kepeca-yaan 
publk terluulap kmerja DPR Rl 2014-2019. http,//ejournal.wiraraja.ac.id 
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sesuai dengan target yang direncanakan baik untuk prioritas 
tahunan maupun lima tahunan. Persoalan rendahnya capaian 
Prolegnas menjadi problema k.lasik yang telah muncul bahkan 
sejak periode DPR 2004-2009 yang hingga sekarang kini tak 
kunjung rnenemui titik terang pcnyelesaiannya (Rofiandri, 
2016). DPR seolah tidak pernah menuntaskan secara 
komprehensif permasalahan tahunan terkait program legislasi 
nasional (Prolegnas). Masa pembahasan acap diperpanjang 
dan pembahasan RUU tidak pernah sesuai dengan jadwal 
dan target yang ditentukan. 

Belum lagi permasalahan terkait fungsi anggaran. Dalam 
proses penganggaran, praktik-praktik korupsi masih saja 
kerap terjadi. Penangkapan dua anggota DPR dari Komisi 
V oleh KPK karena penyalahgunaan wewenang dalam kasus 
anggaraan proyek infrastruktur APBN merupakan potret 
nyara bagaimana masalah ini telah mengakar di rubuh DPR. 

Fungsi koncrol juga rak kal.1.h mernpriharinkan.. DPR 
scbagai lcrnbnga yang rncmiliki fi.rngsi pengnwas,m rerhadap 
pemcrimah pada praktiknya masih sangar jauh dari harapan. 
Indikasi ridak oprirnalnya pclaksnnaan fung i mi umpamanyn 
dapar dilihat pada pdaksal.m:m pengaw.i..\3Jl anggaran di 
kcrnentcrian dan lernbnga: epanjang 2016, alat kclcngkapan 
dewan relah mcmbt:nruk.46 Panitia Kerja (Panja) pen!,�wasan 
kernenrcrian arau lcmbaga. Akan rempi, dari 4.6 Panja 
yang diberwuk, barn 11 Panja yang tclah mcnyampaiknn 
laporannya. Lcmahnya prakrik pcngawasan :mgg:tnm tentu 
saja berdampak pada potcnsi kcrugian negar:1 yang jumlahny« 
tak sedikir. Pada 2016 �aja rcrdapar scbanyak 26 rcrnuan yang 
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direkomendasikan oleh BPK kepada DPR, namun tidak ada 
kejelasan terkait tindak lanjut kasus tersebut (Arsilan clan 
Saputra, 2016). 

Rentetan capaian kinerja DPR yang tidak optimal 
dari tahun ke tahun menyebabkan implikasi nyata. Yairu, 
runruhnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini. 
Berdasarkan hasil survei kepuasan publik yang dilakukan 
Poltracking Indonesia umpamanya, DPR menjadi salah 
satu lembaga dengan tingkat kepuasan publik paling rendah 
bersama dengan partai politik (Poltracking, 2015). Tingkat 
kepuasan publik terhadap kinerja DPR terarnat rendah yakni 
di angka 23, I persen. Fakta ini memberikan catatan penting 
bahwasanya kinerja DPR belumlah berjalan dengan baik clan 
perlu segera dicari jalan keluarnya agar wibawa lembaga ini 
kedepannya dapat terselamatkan. 

Permasalahan kinerja DPR merupakan sebuah topik yang 
kompleks. Buruh pendekatan yang holistik untuk mengurai 
berbagai dimensi terkait permasalahan ini. Tulisan ini diawali 
dengan pemaparan dinamika kinerja DPR tidak hanya dari 
pendekatan kuantitatif terkait aspek jumlah output produk 
undang-undang semata, namun juga berkaitan dengan 
pendekatan kualitatif yang akan menguraikan dinamika proses 
dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan fungsi DPR. 
Fungsi tersebuc melipuci fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan pula bentuk 
rekomendasi berupa solusi terkair dengan kinerja DPR RI 
untuk kedepannya. 
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Kesimpulan 
Sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia 

mcnyatakan tidak puas dengan kinerja anggota DPR RI 
Periode 2014-2019. Bah.kan masyarakar menganggap DPR 
tidak bisa menyelesaikan ketimpangan di daerah, serta 
masyarakat tidak yakin dana aspirasi yang diusukan DPR 
bisa meningkatkan pembangunan. 

Kinerja DPR di 1 tahun awal periode sangat 
memperihatinkan, terburuk dan bahkan berada di titik 
nadir. Dibidang legislasi, DPR hanya menghasilkan 3 
produk UU dari 39 prioritas RUU. Di bidang anggaran, 
selain pembahasan APBN yang cukup alot, pembahasan 
anggaran lebih banyak pada aspek kepentingan legislatif, 
seperri kenaikan tunjangan DPR, rumah aspirasi, dana reses, 
pembangunan gedung, pembangunan perpustakan DPR dan 
lain-lain. 

Sedangkan kinerja kontrol DPR terhadap pemerintah 
sangat lemah, seperti tidak adanya tindak lanjut dari beberapa 
temuan BPK. Selain itu adanya tarik ulur kepentingan antara 
lembaga eksekutif dengan legislatif yang berakibat pada 
ketidak efektifan pembangunan dari awal periode sampai 
seterusnya. 

Kinerja DPR yang buruk juga berpengaruh terhadap 
tingkat kcpercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap 
DPR sangat rendah sekali, bahkan paling rendah kepercayaan 
publik terhadap DPR dari pada lembaga-lembaga negara 
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lainnya. Kepercayaan publik pada DPR priode 2014-2019 
menjadi terendah atau terburuk selama 10 tahun atau 
reformasi. Buruknyakepercayaan publik jugamengindikasikan 
lemahnya identitas DPR sebagai lembaga yang mewakili 
rakyat. Kepercayaan rakyat rendah karena DPR tidak Iagi 
bekerja atas nama rakyat, kepentingan individu, kelornpok, 
partai lebih diutaman oleh anggota DPR. 

Banyaknya persepsi negatif masyarakat tentang calon 
legislatif akan menaruhkan pula kualitas anggota DPR. Sebab 
caleg adalah gambaran kedepan parlemen. Jika kemampuan 
dan fit and propertesnya diterima masyarakat maka bisa 
dipastikan kedepan lembaga DPR disegani eksekutif. Oleh 
karena itu jikalau dewannya baik maka DPR kedepan pun 
punya gambaran yang baik.[] 
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